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KEPUTUSAN KEPALA BADAIT KTPTEAWAIAIV DAI{
PENGEMBANGAN SI'MBER DAYA MANUSIA

NOMOR: KPG/ Kep. 1 82-BKPSDM /2023
TENTATTG

STAITDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN KTPEGAUIAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MAilUSIA

KEPALA BADAN KTPEGAUIAIAN DAN
PTNGE}TBANGAIT

SUMBTR DAYA MAITTUSIA,

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih

diorientasikan pada peningkatan kinerja unit organisasi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan serta memberikan pelayanan publik, oleh

karena itu perlu diatur sistem dan prosedur kerja

sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan

penunjang tertib administrasi di Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa sistem dan prosedur kerja sebagaimana

dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan

Bupati Purwakarta Nomor 2I2 Talrun 2O2O tentang

Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Frosedur

pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

c. bahwa untuk optimalisasi sistem dan prosedur kerja di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, perlu di susun Standar Operasional

Prosedur;

d. bahwa berdasarkan I"aporan Monitoring dan Evaluasi

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten yang di susun pada tanggal 7 Juli
2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan



Mengingat

2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan
penyesuaian dan perbaikan terkait adanya perubahan

kebijakan dan regulasi yang berlaku.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6aO4;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Mana-jemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2A tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 68,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

64771;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2O2O Tentang

Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta;

e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini;

Standar Operasional Prosedur di Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia meliputi :

BIDANG PENGADAAN:

1. Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

2. Pengusulan Permohonan Data Pegawai;

3. Rekonsiliasi Data Simpeg BKPSDM ;

4. Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil

Negara.

5. Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

6. Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana;

7. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan

Pelaksana;

8. Penerbitan Keputusan Perpanjangan Pegawai Tidak

Tetap (PTT);



9. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Pegawai Tidak

Tetap (PTT);

10. Pengusulan Kenaikan Pangkat;

11. Penyesuaian Masa Kerja;

12. Pengusulan Mutasi Keluar Kabupaten Purwakarta;

13. Pengusulan Mutasi Masuk dari KabupatenlKota

dalam Provinsi;

14. Pengusulan Mutasi Masuk dari Kabupaten/Kota antar

Provinsi;

15. Pengusulan Mutasi Masuk dari Provinsi/Instansi

Pusat;

16. Pengusulan Mutasi Jabatan Pelaksana antar

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta;

17. Pengusulan Pencantuman Gelar;

18. Perbaikan Dokumen Kepegawaian Layanan Bidang

Pengadaan;

1,9. Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen

Kepegawaian;

BIDAITG PEITGEMBAIIGAN SIIMBER DAYA UANUSIA

20. Pasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil;

21. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Nasional (PKN);

22. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Administrator (PKA);

23. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas (PKP);

24. Fasilitasi PenyelenggaraatL Diklat Teknis;

25. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional;

26. Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja;

27. Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat di

Perangkat Daerah;

28. Pengeloiaan Promosi dan Mutasi PNS;

29. Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;



30. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian ljar,ah

(uPI);

31. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1;

32. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2;

33. Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

34. Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional;

35. Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui

Penyesuaian/ Inpassing;

36. Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui

Perpindahan;

37. Pemberhentian Jabatan Fungsional;

38. Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional;

39. Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Kategori

Keterampilan ke Kategori Keahlian;

40. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional ;

41. Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar;

42. Pengusulan TUgas Belajar;

43. Penerbitan Surat Keterangan Belajar;

44. Perbaikan Surat Keputusan/Perintah;

45. Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan

Fungsional;

BIDAI{G PEMBINAAN DAIT KTSEJAHTERAAN

46. Veri{ikasi Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai;

47. Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS;

48. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi

Anggota Partai Politik {usulan/ permohonan) ;

49. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi

Anggota Partai Politik (temuan);

50. Penerbitan Surat Keputusanlzin Perceraian Bagi PNS;

51. Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);

52. Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya;

53. Penerbitan Surat Keterangan Keluarga;

54. Penerbitan Keputusan Pensiun yang Mencapai Batas

Usia Pensiun (BUP);

55. Penerbitan Keputusan Pensiun Janda/Duda;

56. Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Diberhentikan

Dengan Hormat);



57. Penerbitan Keputusan Pensiun Meninggal Dunia Aktif
(MDA-Tewas);

58. Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Cukup Masa

Pensiun);

59. Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Uzur f Sakit);

60. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat

Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;

61. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);

62. Pengajuan Keputusan Petikan Ke 213 (Keputusan

Pensiun Hilang);

63. Penghargaan Pegawai Berprestasi;

64. Pemberian Bantuan kepada Pegawai;

SEKRETARIAT

65. Penyusunan la.poran Akuntabilitas Kineda Instansi

Pemerintah (LAKIP;

66. Penyusunan Laporan Keuangan;

67. Pengajuan Pencairan Anggaran;

68. Pengelolaan Surat Masuk;

69. Pengelolaan Surat Keluar;

70. Legalisir Dokumen;

71. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) dan Pemeliharaan;

72. Pelaporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa;

73. Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

74. Penempatan Pegawai di BKPSDM;

75. Pengajuan Surat Perintah (SP) dan Surat

Pertanggungjawaban Peq'al;anan Dinas (SPPD) ;

76. Pengajuan Cuti;

77. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja;

78. Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala;

79. Pengelolaan Arsip Aktif;

80. Pengelolaan Arsip Inaktjf;

81. Pengajuan Peminjaman Arsip;

82. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

83. Pengukuran Kinerja;

84. Pengumpulan Data Capaian Kinerja;



KEEMPAT

85. Pengajuan Data Kehadiran dan Kinerja untuk
Pengajuan TPP;

86. Penyusunan la.poran Survei Kepuasan Masyarakat;

87. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RI(A);

88. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRe);

89. Pen5rusunan Rencana Kerja (Renja);

90. Penyusunan Perl'anjian Kinerja;

91. Penyusunan la.poran Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah LPPD;

92. Penyusunan l.aporan Realisasi Fisik Dan Keuangan;

93. Pen5rusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran

(DPA);

94. Penerbitan SPP Dan SPM;

95. Pembentukan Tim Pembangunan hna Integritas;

96. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun

Berjalan;

97 . Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

98. Pengendalian Gratifikasi di Lingkup BKPSDM

Kabupaten Purwakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta;

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN UMBER DAYA MANUSIA

PURW

NrP. 1967o829L99503 100 1
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PEUERIITTNI KABIIPATEIT PT'RWN(ARTA
BADAIT XEPEGAWAIAIT DAIY PEITGE}IBANGAIT SIIilBER DAYA

UAITUSIA

IttouoR soP o1/soP BKPSDM/2O23

TGL. PE}IBUATAN O1 Agustus 2023

TGL. RTTIISI

TGL. EFEKTIF : 28 AIEI@4Q23 I

DISAHI{AN OLEH

dan
Daya Manusia

1995031001

NAMA SOP
peffi"ERB,uxArY
SISTEM KEPEGA1IINAIT

DATA PADA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terfiang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 200O
tentang Kenaikan Pangkat PNS

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2O02
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tah.un 2OO2

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan perbaikan data kepegawaian;
2. Mengetahui SOP peremajaan/perbaikan data pada system kepegawaian;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAIT: PERALATAN / PERLEIYGKAPAN :
- SOP Pengusulan Kenaikan pangkat;
- SOP Pemberhentian Pegawai
- SOP Mutasi Keluar

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERIITGATAI{: PEITCATATAIY DAN PEIIIDATAAIT:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasarr, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN



PEREMA^'AAIT/PERBAITTAN DATA PADA SISTTil KEPEGAWAIAN
Nomor : OI/SOP BI{PSDM/2O23

No URAIAI{ KEGIATAIII

Pel,ekraaa ITUII' BAI(U

KetPereog&at
Daerah

Kepola
BIIPSDM

ScLretarlc
BKPSDM

Kabid
Peagadaar

Xotua Tla Aaggota
Ttm

TtE
Se&retariat

Persyarataa/ Xeleogkapaa Walrtu Ortput

1

Penyampaian usulan permohonan
pemutakhiran/perbaikan data oleh
Perangkat Daerah

(

u4!r r er4r6A4L

Daerah
2. Melengkapi data terkait
pemutakhiran/ perbaikan data
kepegawaian
a- Golongan/KP
b. Pendidikan
c. Pencantuman Gelar
d. PMK
e. Pengajuan PMK
f. Jabatan
g. Diklat
h. Angka kredit
i. Hukuman Disiplin
j. Data Pribadi
K. CPNS/PNS
I. SKP
m. Orang tua
n. Pasangan
o. Anak
p. Penghargaan
q. Organisasi
r. Kineq'a
s. Pemberhentian Sementara

I hari

Surat usulan
permohonan
pemutakhiran/
perbaikan data

c Penerimaan usulan permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data

Surat usulan permohonan
pem utakhiran/ perbaikan data

I hari

iiurat usulan
permohonan
pemutakhiran/
*-L-il,-- 

^-+-

J
Mendispoisikan usulan permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data

I Surat usulan permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data dan
Lembar disposisi

I hari
Dispoisi
pirnpinan

I
Menyampaikan Google Form
Perubahm/ Perbaikan Data
Kepegawaian

L
Disposisi pimpinan I hari

Google Form
Usuian
perubahan/per
baikan data

5
Mengisi Goqgle Form
Perubahan/ Perbaikan Data
Kepegawaian

Google Fom Usulan
perubahan/ perbaikm data

I hari

Isian Coogle
Form Usulan
perubahm/per
baikan data

L- -{--t*T.-

I
I

I

+ --f--l*

----}*r
f-

.L

I



IlIo URAIATT KECIATAIT

Pelatcarra MUTU BAXU

KetPeraagtat
Daerah

Kepala
BKPSDM

SeLrotarlr
BI(PSDM

Katid
Pergadean

Ketue Tla Alggota
TIE

Tta
Setreterlat Pereyaratan/ Keleagtspaa Walrtu Output

6

Pemohon mengunggah dokumen
persyaratan melalui aplikasi SIMPEG
sesuai dengan keperluan datayang
akan dimutakhirkan

T

Isian Coogle Form Usulan
perubahan/ perbaikan data dan
dokumen yarg akan dimutakhirkan
/diperbaiki

t hari
Unggahan
dokumen

7

Verifi kator memeriksa keabsahan
dan kelengkapan data yang
dilampirkan

L-
Unggahan dokumen t hari

Usulan
dokumen
pemutakhiran/
perbaikan yang
telah
diverifikasi

8

Proses pemutakhiran / perbaikan
data pada aplikasi ke SIASN oleh
petugas ADA dan/atau ke SIMPEG
oleh operator SIMPEG

Usulan dokumen
pemutakhiran/ perbaikan yang telah
diverifikasi

I hari

Data yang telah
mutal<hir/Data
yang telah
diperbaiki

9

Penginformasian terkait progress
input data kepa.da kepada pengelola
kepegawaian/ Petugas ADA di unit
keq'a ybs oleh pengelola SIMPEG
BKPSDM

Data yang telah mutakhir/ Data yang
telah diperbaiki

I had
Informasi
Pemutakhiran/
Perbaikan

I
l_

L
I

Jr--[

<_ __l
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PEMERIITTAII KABIIPATEIT PI'RWAI{ARTA
BIIDAIT I{EPEGAWAIAtr DAN PEIYGEMBAIYGAIY SIIMBER DAYA

UAITUSIA

NOMOR SOP o2lsoP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN O1 Agustus 2023

TGL. REI/ISI

TGL. EFEXTIF 28Asuffi- I

DISAIIKAIT OLEH

dan
Daya Manusia

1995031()01

NAUA SOP

-c_\<_-.2/-U
PEIIGUST'LAII PERMOIIOilAIY DATA PEGAWAI

DASAR HUKUM: KUAI,IFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2O0O
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : O42.OSlKep.57-
Diskominfo/ 2022 terrtang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 214 Tahun 2O2l tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan PPID;
2. Mengetahui SOP pemberian data kepegawaian;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAIT: PEE.ALATAN / PERLENGKAPAII:
SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;

2. ATK

PERIITGATAIT: PE1VCATATAIIT DAIY PEITDATAAITT:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN



PENGUSULAN PERMOHONAN DATA PEGAWAI
Nomor :O2ISOP BXPSDM/2O23

lYo URAIAil KEOIATAN

Pela&eaaa MUTI' BAI(U

KetPeaohon Xepala
BKPSDM

Setretarlr
BKPSDil

Xebtd
Peagadaan

Ketua Tlm Aoggota
Tim

TtE
Setretarlat Perayarataa/ lleleagkapaa Wahu Output

I Penyampaian usulan permohonan
data oleh pihak eksternal ? Surat Permohonan data I menit

Surat usulan
permohonan data

2
Penerimaan usulan permohonan
data

I

Surat usulan permohonan
data 1 menit

Registrasi Surat usulan
permohonan data dan
Lembar disposisi

3
Mendispoisikan usulan permohonan
data

__l Surat usulan perrnohonan
data dan Lembar disposisi

30 menit Dispoisi pimpinan

4
Menelaah usulan permohonan data
dengan berdasarkan pada PPID

**l Disposisi pimpinan 30 menit
Disposisi pimpinan ke tim
ke{a

Memberikan data/informasi yang di
butirhkan

T Disposisi pimpinan ke tim
kerja

60 menit
Data/informasi yang di
butuhkan

6
Membuat surat penolakan
pemberian data/informasi yang di
ajukan

{} Disposisi pimpinan ke tim
kerja

10 menit Surat penolakan
pemberian data

Menyampaikan surat pemberian
data atau surat penolakan
pemberian data

Surat pemberian
data/ penolakan pemberian
data

1O menit
Data/informasi yang di
butuhkan

-l
_J-

i--r- l -)l---1
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L-__l
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PEUERIITTAII KABUPATEIT PURWN(ARTA
BADAIT KEPEGAWAIAIT DAIT PEITGEUBAITGAIY SIIMBER DAYA

UAIYUSLA

NOMOR SOP o3/soP BKPSDM/2023

TGL. PEUBUATAIT 01 Asustus 2O23

TGL. R.STIISI

TGL. EFEKTIF zaffica \

DISATII{AIT OLEH

1995031001

NAMA SOP REKOIYSEIASI DATA SIMPEC} BKPSDM

DASAR HUKUM: IIUALIFINASI PELAI(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentartg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan data pegawai;
2. Mengetahui SOP rekonsiliasi data SIMPEG;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakart microsofr

office-
4. Memiliki tl66arnpuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERHAITAN: PERALATAJT / PERLEIYGKAPAN :

SOP Perem4jaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERII{GATAIT: PEIVCATATAN DAIT PEITDATAAIT:

SOP berkaitan erat dengan seluruh data kepegawaian yang harus sangat di
perhatikan kebenarannva

Data kepegawaian di SI ASN

1(ARTA

Kepegawaian dan

Manusia
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PEUERIITTAII KABI'PATEIT PURIIIAI{ARTA
BADAIT I(TPEGAWAIAIT DAIY PEIYGEUBANGAIT SI'UBER DAYA

MAITUSIA

ITOMOR SOP o4lsoP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAIY 01 Asustus 2023

TGL. RT\IISI

TGL. EFEKTIT 28 Agustus 2023 \

DISAIIKAIT OLEH

Kepegawaian dan

Manusia

*

1995031001

NAMA SOP

ppfreiff*li#l FoRMAsr
KEBUTUHAN APARATUR SIPIL
NEGARA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SAIYA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

l. Mengetahui SOP Pen5rusunan Formasi Pegawai
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN perenc€u1aan
4. Mampu berkoordinasi dengan Kementerian dan perangkat daerah
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan tnicrosoft

olfrce
6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN: PERALATAIV / PERLEITGKAPAI{ :

SOP Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1. Form pen5rusunan laporan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PEITCATATAIV DAN PEITDATAAN:
Memperhatikan prosedur pengisian data di SI ASN supaya sesuai
dengan kebutuhan prangkat daerah;
Memperhatikan verilikasi berkas persyaratan yang sesuai dengan
formasi yang di butuhkan
Melakukan verihkasi jumlah PNS dan jumlah usulan PNS yang di
ajukan oleh masing-masing perangkat daerah, harus sesuai dengan
iumlah standar PNS untuk Daerah

Data tersinkronisasi dengan SI ASN, dan tersimpan di database BKN
Di lakukan update apabila ada perubahan data
Pengarsipan secara manual dan elektronik
Disusun tiap 5 tahun sekali dan di rincian per tahunnya
Di usulkan tiap tahun, dan bila ada perubahan usulan dilakukan pada
bulan April tahun sebelumnya



PTNGUSUL.AN FORMASI XEBUTUIIAN ASI{
Nomor :O4/SOP BIIPSDM/2O23

No URNA.IT XT.GIATAIT

Pelaksana I[U"U SATTU

NetPerangkat
Daerah

xepala
Bldang

Pengadaan

Sekretaris
BXP6IDU

Kepal*
BXPSDltt

Iletua
Tlm

Anggota Tlm
Pengadaan

Tltr
Sekretarlat Bupatl BKIT Pertyataten / Xelengkapaa Wiktu Output

1
Menyampaikan usulan
fomasi ke BKPSDM

1. Surat dajtar usulan
Fomasi Pegawai dai
pemohon / Perangkat Daerah
2. PetaJabatan
3. Analisis Jabatm
4. Analisis Beban Kerja

t hari Usulan Formasi
Perangkat Daerah

2
Menerima usul fomasi dari
Perangkat Daerah

Usulan Fomasi Permgkat
Daemh

I hari

tlsular fomasi
Perangkat Daerah
dan Lembar
disposisi

Dalam
bentuk
Fisik dm
softcopy

3
Mendisposisi Usul Formasi
dari Perangkat Daerah

I
Usulan fomasi Perangkat
Daerah dm Lembar disposisi

t hari

Llsulan fomsi
Perangkat Daerah
dan disposisi
pimpiuan

4
Memverifi kasi dan menelaah
usulan formasi

L_-*_ l
Usulan formasi Perm gkat
Daeral dan disposisi
pimpinan

2hri

Usulan Fomsi
ymg sudah
diverifrkasi dm
ditelaah

5
Menyusun rencana
kebutuhm tahumn

Usulm Formasi 5rmg sudah
diveriiikasi

3 hari
Draft rencma
kebutuhan tahunan
N-1

Bersama
dengan
Perangkat
Daerah

6
Memproses penetapm
rencana kebutuhan ASN
tahunm

Draft rencana kebutuhan
tahuna:r N-l

5 hili
Rencma Kebutuhan
Tahunan N-l yang
telah ditetapkan

7

Pengusulan usulan formasi
berupa dokumen rencana
kebutuhan ASN melalui link
pengusulm kebutuhm

Rencma Kebutuhm Tahunm
N-1 yang telah ditetapkan

t hari

Usu1an Rencma
Kebutuhan Tahun N-

1 ymg telah
ditetapkan

8
Menerima usul fomasi
tahun N-l

I Usulan Rencana Kebutuhan
Tahunan N-1 yang telah
ditetapkan

t hari Rencam Kebutuhan
Tahum N-1

t---k'-L -J----k

T *--t
I

I

i_] i---l*-r*'
I

I

___l

{_ *l
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PEUERINTAII KABI'PATEIT PT'R\TAI{AR'[A
BADAIT KEPEGAWAIAil DAIT PEITGEUBAITGAIT STIUBER DAYA

UAITUSIA

ITOMOR SOP : OS/SOPBKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATATT O1 Agustus2O23

TGL. REf,IISI \
TGL. EFEKTItr' 28 AndfiftffE'eo23 \

DISA}IKAIT OLIH

dan
Manusia

19950310()1

IVAMA SOP

_"::*#
PEITGADAAIT APARATTTR SIPIL ilEGARA (Asltl

DASAR IIUKUM: KUALIFIXASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tertarrg Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memaha:ni peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Memahami aplikasi SI ASN dari Kemenpan & RB
4. Mengetahui SOP Pengadaan ASN
5. Mengetahui formasi PNS yang telah di tetapkan
6. Mampu berkoordinasi dengan kementerian dan perangkat daerah
7. Tertib Administrasi

KETERI{AITAIT: PERALATAIT / PERLEIYGKAPAIY :

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional
Kabupaten Purwakarta

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIITGATAIII: PEITCATATAII DAN PENDATAAIT:
Penempatan jabatan pelaksana harus sesuai formasi jabatan
pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

Usulan pengadaan melalui SI ASN dari Kemenpan RB
Pengarsipan secara manual dan elektronik
Dilakukan setelah ada penetapan dari Kemenpan & RB mengenai jumlah
pengadaan CPNS tahun berialan



PEI{GADAAII APARATUR SIPIL NECIARA (ASN}

llornor : OS/SOP BI(PSDM/2O23

Igo URAJAI{ XIGIATAIT

MUTU BAI(U

Kettxepala
BKPSD}I

Tlla Sclekst
Daere.h

Kabid
Psrgadaen

xetua TtE Anggota
Tlf, Perrya.rstaa / Kelc,1glIapa,r IaI+u

1
Membentuk paJlitia Pengadaan ASN dart
Tim Penguji

Undangafl; Daftar Hadir t hari
PenerimaancPNS

2

Membuat pengumuman secara terbuka
melalui websrte dan pada papan
pergumuman rnefl indaklanjuti
pengumuman da-ri panitia seleksj pusat

I

a. naraa Jabatan;b. jurnlal lowoflgan
Jabatan;c. unit keda perempatar;d.
kualifikasi pendidikan;e. alamat dan
tempat larnaran ditujukan;t jadwal
tahapan seleksi; dan g. syarat yang
halus dipenuhi oleh setiap pelamar

10 hari

Pengumuman mela.lui
website dan media
lainnya

3
Menerima dan memverifikasi berkas
lamaran; memisahkan yans MS dan TMS

Persyaratan sesuai deflgan Peratu.arr
Pemerintal No. 11 Taiun 2017

2 minggu
Berkas Lalnaran yal1e

MS

Memasukkm berkas lamarar yang MS
ke dalam database kepesawar all

Be.kas Larnaian yang MS I hari
Berkas lamaran masuk
database kepegawaian

5
Mengadakan rapat tenta.nS berkas

Berkas Iamaran yang MS t hari
Berita Acara Hasil
Seieksi Administmsi
(Iahap I)

Mensumumkan hasil Seleksi
Adrniaish asi (Tahap l)

Berita Acara Hasil Seleksi
Administrasi (Tahap I)

I m1rlggu
Pensumuman di
Website dai media

Membagikan kartu ujian Daftar Hasil Seleksi Tahap I I hari Kartu Ujian

Melakukar kerjasama dengai BKN
untuk pelaksanaa.n ujiai seleksi
Penerimaan CPNS mengguflakafl sistem
CAT

__l
Karru Ujia!; KTP t ha-i Petjanjian Ke{asarna

I

Melaksanakan Seleksi Tahap II (Seleksi
Kompetensi Das8r) dan Taiap III (Seleksi
Kompetensi Brdasl bersama Tim Seleksi
Nasioflal

Kartu Ujian; mP 1 trari
Hasil Ujiafl Seleksi
Kompeteflsi Dasa

OutpEt

O-

t+

+2
t-



lYo URAIAil TEGIITTAN

MUTU BAI{U

KettKepala
BIIPSDM

TtE Sole&sl
Daetah

I(abid
Peagadaan

Ketua Tlm Aaggotn
TIE Persyaratao / Kelengtrapaa qfattu Output

10
Mengumumkan Hasil Seieksi Kompetensi
Dasar (Seieksi Tahap II) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (Tahap III)

Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar l minggu
Hasil Ujian Seleksi
Kompetensi Dasar

i1
Membuat Usula:: Nomor Induk Pegawai
dan Meminta Persetujuan Teknis dari
BKN

Daftar Peserta ymg lulus ujian seleksi i hari Surat usulan NIP

1C
Menerima Penetapan Nomor Induk
Pegawai (NiP) dan menyampaikan kepada
CPNS ybs

Surat usulaa NiP Surat Penetapan NIP

13
Melaksanakan rnasa percobaan bagi
CPNS selama 1tahun

I
SK CPNS 1 tahun SK CFNS

14
Meng4jukan pengangkatan menjadi PNS
bagi CPNS ke BKN

Telah lulus mengikuti Diklat Dasar
bagi CPNS; Sehat Jasmani darr Rohani

l minggu
Surat Usulan menjadi
PN$

15
Menerima penetapan CPNS menjadi PNS
dan menyampaikan kepada ybs Surat Usulan menjadi PNS t hari SK PNS

16 Mendokumentasi SK SK PNS t hari $K PNS

+
-t?

fr--
+
*
C:
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PEMERIITTNI KABUPATEN PI'RWAI(ARTA
BAI'AN XEPEGAWAIAIT DAIT PEIYGEMBAITGAIT SI'UBER DAYA

UAITUSIA

NOMOR SOP o6lsoP BKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATAN : O1 Asustus 2023

TGL. REf,IISI I

TGL. EFEKTIF 28 Agrrstrrg.z023

DISA}INAN OLEH

dan
Daya Manusia

*
1995031001

NAMA SOP
oHtH#ffi*ruso,, JABATAI*
PELAITSAIVA

DASAR IITIKUM: KUALIFIKASI PELAT(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
4. Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi

6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 060/Kep.438-Argl2O2l
Tentang : Penetapan Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
2021

1. Memaha:mi peraturan yang terkait jabatan pelaksana
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Tertib Administrasi
4. Mampu berkomunikasi dengan baik;

KETERXNTAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
SOP Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Pelaksana
Peta Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PEI{CATATITN DAIY PEIIDATAAN:
Penempatan jabatan pelaksana harn-rs sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;
Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji
kompetensi.

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data

I

\



Back
PEI{ERBITAN I(EPUTUSAIT JABATAN PELAKSANA

ltomor : O6/SOP BBPSDU/2O23

IYo I'RAIAJT HTGIATAII

MUTU BAXU

Ket

Kcpala
Itabld

Pengadern
Ilctua ?lm Aaggota

Tlm Porryaretan/ KelongknPaa UIaktu Output

1
usulan penetapan jabatan pclaksana

perangkat daerah dan mendisposiei

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

t hari

Disposisi Surat

2
Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar
pendidikan pemangku jabatan pelaksana t-

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Rekomendasi penetapan
jabatan pelaksana

3
Membuat surat penolalan penetapan jabatan

pelaksana

Rekomendasi penetapan
jabatan pelakeana

t hari

Surat Penolahan Penetapan
jabatan pelakaana

4
Membuat dan memproees petikan surat
keputusan penetapan jabatan pelaksana

t_ Rekomendaei penetapan
jabatan pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

5
Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan

ke Perangkat Daerah

SK Penetapan Jabatan
Pelakeana

t hari

Daftar penyerahan
dokumen

6 Dokumentasi
SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana



PEMERIITTAII KABT'PATEI{ PI.IRWAI(ARTA
BADAIT KEPEGAWAI,AII DAN PEITGEMBAITGAIT SI'UBER DAYA

uAltusIA

ITOMOR SOP o7lsoP BKPSDU/2023

TGL. PEMBUATAIT O1 Aeustus 2023

TGL. RT1IISI

TGL. EFEKTIF za Asi3d#BP$., \

DISAHXAIY OLEH

dan
paya Manusia

*

1995031001

IYAUA SOP

_-;.::-_-H

PETTERBITA1T KEPUTUSIIIT PEMBERHEITTIAIT
JABATAIT PELAI(SAITA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS
3. Permenpan No. 41 Thn 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
4. Keptusan Bupati Purwakarta No. 067/Kep.554-Orta1al2O2O tentang

Penetapan Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta Tahun 2O2O

L. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Tertib Administrasi

KETERXAITAN: PERALATAIT / PERLENGI(APAIY :

SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
Peta Jabatan
SOP Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat kepada ASN

1, Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIIITGATAIII: PEIICATATAIT DAN PENDATAAIT:
Penempatan jabatan pelaksana harms sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;
Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji
kompetensi.

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data



PENERBITAIT I(EPUTUSAN PEMBERHEI{TIAN JABATAN PELNTSANA

Ilomor : O7ISOP BKPSIDU/2O23

UNAIAIT NEGIATAN

MUTU BAI(U
Ket

Kepala
Kabtd

Pengadaaa
Ketua Tim Ar1ggota

Tlm
Persyarataa/
Kelengkapan

Waktu Output

1
Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana
dari perangkat daerah dan mendisposisi

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

t hari

Disposisi Surat

2
Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar
pendidikan pemangku jabatan pelaksana t-

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Rekomendasi
penetaPan jabatan
pelaksana

-)
Membuat surat penolakan penetapan jabatan
pelaksana

Rekomendasi penetapan
jabatan pelaksana

t hari

Surat Penolahan
penetapan jabatan
pelaksana

4
Membuat dan memproses petikan surat
keputusan penetapan jabatan pelaksana

t_ Rekomendasi penetapan
jabatan pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Peiaksala

5
Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan
Pelaksana ke Perangkat Daerah

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

t hari

Daftar penyerahan
dokumen

6 Dokumentasi
SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

+



PEUERIITTATI K/TBUPATEIV PURWAI{ARTA
BADAIT I(EPEGAWAIAIT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

UAIYUSLA

IYOMOR SOP o8/soP aKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN O1 Asustus 2023

TGL. RTTITSI

TGL. EFEKTII. 28 Asusers.?O23 t

DISATIKAN OLEII

dan
Daya Manusia

t
1995031001

ITAMA SOP

.:Y-.=.--;'"-
PEITERBITAIIT HEPUTUSAN PERPAIYJAITGAIT
PEGAWAT TrDAr( TETAP (PTrl

DASAR TIUKUM: KUALIFII(ASI PELAI(SAtrA :

1. UU Nomor 8 Tahun L974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian

2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 201O Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemarnpuan pengoperasian komputer menggunakafl microsoft

affice.
3. Tertib Administrasi

KETERXAITAIT: PERALATAI{ / PERLEITGKAPAN:
SOP Penerbitan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1. Form Surat Keputusan

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
PERIilGATAIT: PEITCATATAIY DAN PEITDATAAIY:

Memperhatikan catatan kedispilinan PfT APBN tahun sebelumnya
Penempatan honorerjuga sesuai dengan formasi jabatan pelaksana

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data
Verilikasi berkas



PENERBITAN KEPUTUSAN PTRPNIJANGAN PEGAWAI TIDAK TErrAP (PTTI

Nomor : O8/SOP BXPSDM/2O23
MUTU BAKIJ

PELAKSAI|A Kctt
OutputtrIalrtuPersyaratan/

KeleagkaPanAnggota TtIKetua TimI<abtd
Pengadaan

Kepala
BKPSDIU

l{o URAIAIT KEIGIATAI|

Edaran terbit dari
Kabupaten3 hariEdaranSurat Edaran

Kontrak PTT APBD ke

semua perargkat daerah

Mengeluarkan

t hari
honorer (PTT)

Data usulan
KontrakEdaran terbit dari

Kabupaten
surat dan merekaPitutasi

perpanj angan Kontrak Pegawai
honorer (PIT)

2

t hari sesuai persyaratan

daftar kekurangan
berkasnya

usulan
kembali dari
PD dan

angan Kontrak Pegawai
honorer (PTT)

data usulan
3

t hari
Pegawai Tidak TetaP ( PTT )

SK tentang
KembaliUsulan PTT dengan

yang lengkaP4

penetapan SK tentang
Kembali Pegawai Tidak

(PI"r )

penyerahan SKPengangkatan Kembali
Tidak TetaP (PTT )5 SK Ke Perangkat daerah

t hari

Pengangkatan Kembali
Tidak TetaP (Pfi )6 Dokumentasi

1

-l

L-
Dokumentasi



PEUERIITTIIH KABI'PATEIT PT'RWAI(ARTA
BITDAIT KEPEGAWAIAIT DAIT PE1VGEMBAITGAIY ST'UBER DAYA

T[IINUSIA

NOMOR SOP o9lsoP BKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. RTIIISI

TGL. EFIKTIF 28 Asudq{2Dz3- 
" \

DISAHI(AIY OLEH

dan
Paya Manusia

*

70829L995031001

NAilA SOP

-{w-
PEIIIERBITAN KEPUTUSAII PEUBERHEITTIAIIT
PEGAUIAI TIDN( TETAP (PTT}

DASAR HTIKUM: KUALIFII{ASI PELAKSAITA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO5 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thn 2AOT tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Thn 20O5 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2O18 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Pedanjian Keg'a;

4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2O10 Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki ksrnampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Tertib Administrasi

KBfERI{AITAN: PERALATAIT / PERLEITGXAPAN :

SOP Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIIITGATAN: PENCATATAN DAIT PENDATAAIY:
Memperhatikan batas usia pemberhentian pegawi honorer (PTT) Di simpan sebagai data manual

Di lakukan update apabila ada perubahan data



PTNERBITAN I(EPUTUSAN PEUBTRIIEITTIAN PEIGAWAI TIDAI( TETAP (PTT}

Ilomor : O9ISOP BXPSDM/2O23

lfo URAIAN I{EGIATAIT

PELAKSAITA MUTU BAITU

KettKepala
BXPSDM

Kabtd
Pengadaaa

Ketua Tlm Aaggota Tlm Persyarataa/
Kelenqkapan

Waku Output

I
Mengeluarkan Surat Edaran
Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke

semua perangkat daerah

Surat Edaran 3 hari
Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten

2

Menerima surat dan merekapitulasi
u sulan pemberhentian Kontrak
pegawai honorer (PTT)

Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten

t hari
Rekapitulasi Data usulan
pemberhentian Kontrak
pegawai honorer (PI"I)

3
Memverifrkasi data u sulan
pemberhentian Kontrak Pegawai
honorer (PIT) -l

Berkas usulan
pemberhentian dari
masing-masing PD

I hari
Rekapitulasi usulan
pemberhentian kontrak
pegawai honorer (PT"l)

4
Memproses penetap€rn SK tentang
PemberhentianPegawai Tidak Tetap
(P/m)

Daftar Usulan PfT dengan
persyaratan yan g lengkap

t hari
Draft SK tentang
PemberhentianPegawai Tidak
Tetap ( PTT )

8
Penyerahan Keputusan Ke perangkat
daerah

L SK PemberhentianPegawai
Tidak Tetap (PT't )

t hari

Daftar penyerahan SK

9 Dokumentasi
SK PemberhentianPegawai
Tidak Tetap (PTT )

Dokumentasi
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PEUERIITTATI KABUPATEIT PT'RWAI(ARTA
BADAIY KEPEGAWAIAIY DAIT PEITGEMBAtrGAIT SIIUBER DAYA

MIIITUSIA

lfolroR soP 10/soP BXPSDM/2023

TGL. PEUAUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2O23 I

DISAHI(AIT OLEH

Kepegawaian

paya Manusia

1995031001

ITAMA SOP
';-=22r/

PEITGTISUUIItrT KENAIKAIT PAITGKAT

DASAR HUKUM: KUALIFII(ASI PELAKSANA :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Peruba-han atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO
tentang Kenaikan Pangkat PNS

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahwn 2OO2
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2O00
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS
2. Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Merniliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KEfERXAITAN: PERALATAIT / PERLEITGKAPAIII :

- SOP Peremajaan/perbaikao data pada sistem kepegawaian;
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2, ATK

PERIIITGATAIT: PEIVCATATAN DAN PEIYDATAAIT:

SOP berkaitan erat dengan panglat atasan, TMT pangkat, predikat kineg'a
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenararu:ya

Data kepegawaian di SI ASN



PEI| GUSI'LAIT XEITAIXAN PANGKAT
Ifomor : 1O/8OP BKPSDM/2O23

l{o I,RAIAIT I(EGIATAIY

p6hlrqqna MUTU BAKU

XctPcrargtat
Dacrah

Kepela
Eldrag

P6ngndean

Slckrctartt
BXPSDU

Kcpala
BKPSDM

Xetu.
Ttn

Angote Ttn
Pcagada--

TID
Sckroterlat Bupatl BKIiI Pcrlyarata!/ Xclcn gt.par Waktu Output

1

Menerima surat pemberitahuan
pengu.sulan kenaikan pangkat dari
BKPSDM

Penetapan Periode Usulan
Kenaikan Pangkat p€riode
be{alan dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

t htri
Surat pemberitahuan
Kenaikan Pangkat ke
perangkat daerah

2
Menelaah usul pegawai yang akan
diberikan Kenaikan Pangkat di
masing - masing Perangkat Daerah

l. Suratpemberitahuan
Kenaikan Pangkat ke
perangkat daerah
2. Data Pegawai
3. Rekomendasi Pimpinan

5 hari

Surat Usulan Kenaikan
Pangkat dan daftar
nominatif dari Perangkat
Daerah

J
Menerima dan mencetak usulan
Kenaikan Pangkat dari Perangkat
Daerah melalui link google drive --l Surat Usulan Kenaikan

Pangkat dan daftar nominatif
dari Perangkat Daerah

I hari

Cetakan Surat Usulan
Kenaikan Pangkat dan
daftar nominatif dari
Perangkat Daerah

Dalam
bentuk
softcopy

4 Menyiapkan administrasi disposisi

Cetakan Surat Usulan
Kenaikan Pangkat dan daftar
nominatif dari Perangkat
Daerah

I hari

Cetakan Surat Usulan
Kenaikan Pangkat dan
daftar nominatif dari
Perangkat Daerah &
l,embar disposisi

5
Mendisposisi Surat Usul,an
Kenaikan Pangkat dari Perangkat
Daerah

SUrat Usulan KenqiLqn
Pangkat dan daftar nominatif
dari Perangkat Daerah &
kmbar disposisi

t hari Disposisi pimpinan

6
Menelaah pegawai yang akan
diusulkan Kenaikan Pangkat

T

Y
Disposisi pimpinan 5 hari

Daftar Pegawai yang
masuk input usul
Kenaikan Pmekat

Menginput usul Kenaikan Pangkat Daftar Pegawai yang masuk
input usul Kenaikan Pangkat

5 htri Usulan Kenaikan Pangkat
melalui SIASN

I Menginput berkas Kenaikan
Pangkat oleh petugas ADA

Usulan Kenaikan Pangkat
melalui SIASN

10 hari Usulan Berkas Kenaikan
Pangkat melalui SIASN

9
Memverifikasi berkas KP oleh
petugas Approval/Teken Usul
Kenaikan Pangkat BKPSDM

T1

T2

Usulan Berkas Kenaikan
Pangkat melalui SIASN

10 hari Berkas Approval

10
Memproses Penetapan Persetujusn
Teknis Kenaikan Pangkat Berkas Approval 1O hari Persetujuan Teknis

l1 Memproses Penetapan Keputusan
Kenaikan Pangkat t-

Persetujuan Teknis 3 hari Draft Keputusan
Kenaikan Pangkat

72
Penetapan Keputusan Kenaikan
Pangkat

Draft Keputusan Kenajkan
Pangkat 3 hili Keputusan Kenaikan

Pangkat

13
Pemeriksaan kembali hasil
penetapan dan penyiapan tanda
terima penyerahan Keputusan

___l Keputusan Kenaikan Pa[gkat I hari
Daft r N^ma dan
Keputusan Kenaikan
Pangkat

l4 Menerima Keputusan Kenaikan
Pangkat

Daftar Nama dan Keputusan
Kenaikan Pangkat

I hari Tanda Terima

I -l

T fl. ___l

'i:f

-r
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PEMERIITTAH KABI'PATEIY PT'RWAI(ARTA
BADA1Y KEPEGAIIIAIAN DAIT PEITGEMBAITGAIY STIMBER DAYA

ilAITUSIA

IYOMOR SOP 11/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN O1 Oktober 2023

TGL. RSlIISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

Kepegawaian
bangan

Manusia

1995031001

IYAMA SOP
"-==s=Z-

PEITYESUAIAIT MASA KERJA

DASAR HTIXUM: KUALIFII{ASI PELAI(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentarrg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO
tentang Kenaikan Pangkat PNS

1. Memaharni aturan yang berkaitan dengan Penyesuaian Masa Kerja ASN
2. Mengetahui SOP Penyesuaian Masa Kerja ASN
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice.
4. Memiliki kemarnpuan pengolahan data sederhana
5. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAIY: PERALATAN / PERLEITGKAPAIT :
SOP Peremqjaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERIIYGATAN: PEII CATATAIY DAIY PEIYDATAAIY:

Penyesuaian masa kerl'a berkaitan erat dengan kenaikan pangkat dan
penyesuaian iqazah

Data kepegawaian di SI ASN



PEI|YESUAIAIY MASA KERJA PEIEAWAI NPGTRI SIPIL

Ilomor : 011/SOP BII}SDII/2O23

No I'RAIAN reGIATAII

Pelataana UUTU BAtrI'

Ket
Penngkat

Dacnh

Kepala
Bldug

Peagadam

acket{ir
BKPEDU

Kepala
BKPSDI[

Kctue
Tim

Arggota
TtE

TiB
Setretarlet

Bupati BKN Peraymtaa/ KelengkaPm Wahu Output

I
Menerima surat pemberitahuan
pengusulan PenYesuaian Masa

Kerja dari BKPSDM

Penetapan Periode Usulan
Penyesuaian Masa Kerja Periode
berjalan dal;am lingkuP
Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

f hari
Surat pemberitahuan
Penyesuaian Masa Kerja ke
perangkat daerah

2

Menelaah usul Pegawai Yang akan

diberikan PenYesuaian Masa Kerja
di masing - masing Perangkat
Daerah

I

'l
i I

1. Surat pemberitahuan
Penyesuaian Masa Kerja ke
perangkat daerah
2. Data Pegawai
3- Rekomendasi Pimpinan

5 hari

Surat Usulan PenYesuaian
Mas Kerja dan daftar
nominatif dari Perangkat
Daerah

Menerima dan mencetak usulan
Penyesuaian Masa Keq'a dari
Perangkat Daerah melalui linl<

google drive

Surat Usulal Penyesuaian Masa
Ke{a dan daftar nominatif dari
Perangkat Daerah

t hari

Cetakan Surat Usulan
Penyesuaian Masa Kerja dan
daftar nominatif dari
Perangkat Daerah

Dalam
bentuk
softcopy

4 Menyiapkan administrasi disposisi

Cetakan Surat Usulan
Penyesuaian Masa Kerja dan
daftar nominatif dari Perangkat
Daerah

I hari

Qgtakarr Surat Usulan
Penyesuaian Masa Kerja dan

daftar nominatif dari
Perangkat Daerah & Lembar
disposisi

5
Surat Usulan
Masa Ke4'a dari

Perangkat Daerah

___l Surat Usulan Penyesuaian Masa
Kerja dan daftar nominatif dari
Perangkat Daerah & Lembar
disposisi

t hari Disposisi pimPinan

6
Menelaah pegawai Yang akan
diusulkan Penyesuaian Masa Kerja

_l Disposisi pimpinan 5 hari
Daftar Pegawai yang masuk
input usul PenYesuaian
Masa Kefa

7
Menginput usul PenYesuaian Mas
Kerja

t

+l
Daftar Pegawai yang masuk inPut
usul Penyesuaian Masa Kerja

5 hari
Usulan Penyesuaian Masa

Kerja melalui SIASN

8
Menginput berkas Penl'esuaian
Masa Kerja oleh Petugas ADA

Usulan Penyesuaian Masa Kerja
melalui SIASN

10 hari
Usulan Berkas PenYesuaian

Masa Kerja melalui SIASN

I
berkas KP oleh

Approval/Teken Usul
Penyesuaian Masa Kerja BKPSDM

T1

r2

Usulan Berkas Penyesuaian Masa
Kerja melalui SIASN

'lO hmi Berkas Approval

10
Memproses Penetapan Persetujuan
Teknis Penyesuaian Masa Kerja

Berkas Approval 1O hari Teknis

?

& -l
Lf

t-1.--L_
T

+

l
L
l

+-?5
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PEIIERIITTAII KABUPATEIT PT'RWAI(ARTA
BADAIT XEPEGAUINAIY DAIY PEIIGEUBAIYGIIIT SUtrIBER DAYA

UA1YUSIA

ITOMOR SOP L2ISOP BKPSDU/2023

TGL. PEUBUATAN 01 Oktober 2O23

TGL. RETIISI I

TGL. EFEKTIF 28 Agus:;rrs@gA-.

DISAHXAN OLEH

dan
aya Manusia

it

19950310(}1

NAtrIA SOP
percri#ffiiasr KTLUAR KABUPATEN
PURWAI(ARTA

DASAR HTII(UM: KUALIFIXASI PELAI(SANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot7 ter:tarrg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

+. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunalan microsofi
offtce.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. fy{ampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memaharni menu layanan

mutasi pegawai

KETERI(AITAN: PERALATAN / PERLEI{GKAPAII :

SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian 1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAI{: PE!{CATATAIY DAITI PEIYDATAAIY:

Mutasi keluar yang di ijinkan setelah menerima surat penerimaan dari
instansi penerima

Data disimpan manual dan elektronik dalarrr aplikasi SI ASN
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PEMERIITTAII KABUPATEIT PTIRWN(ARTA
BADAIV KEPEGAWNAIY DAII PEITGEDIBAIVGAN SI'MBER DAYA MAITUSIA

IYOMOR SOP 13/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAIT 01 Oktober 2023

TGL. REf,TISI

TGL. EFEKTIF 28 Asrffi&

DISAHI(AN OLEH

dan Pengem

*

1995031001

ITAMA SOP
PEr{GuSlffi'urAsr M AsuK DARr
KABTIPATEIT / KOTA DALAU PROVITSI

DASAR HUKUM: KUALIFII(ASI PELAT{SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2O 18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1. Memaha:rri aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN
2. Memiliki kema:npuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

olfce.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan

mutasi pegawai

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLEIYGXAPAIT :

SOP peremqjaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Porm Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERI1YGATAIII: PENCATATAIT DAN PEITDATAANI

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong. Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN

Manusia



PEITGUSI'LAI5 MUTASII KELUAR KABUPATEN PI'RWAI<ARTA

Nomor : \2ISOP BKPSIDM/2O2O

IIo URAIAIT KEGIATAIY

MUTU BAI('

Kett
Kepala Kabtd Iktua

TtB
Aaggota

Tlm Bupati Pers5raratan/ Kcleagkapaa Waktu Output

1 Menerima permohonan mutasi dari ybs
Surat permohonan; surat butuh
dari instansi penerima

t hari

Surat permohonan dan
persyaratan mutasi

J Mendisposisi surat permohonan mutasi -_l
T Surat permohonan dan

persyaratan mutasi
Disposisi pimpinan

4 Menyusun surat penolakan mutasi ASN

+tf Disposisi Pimpinan

t hari

Draft Surat penolakan
mutasi

Menetapkan surat penolakan mutasi ASN Draft Surat penolakan mutasi
Surat penolakan mutasi
yang telah di tanda
tangani

5
Menyusun surat rekomendasi persetujuan
mutasi ASN r_l {_l Disposisi Pimpinan

Draft urat rekomendasi
persetujuan mutasi

6
Memproses surat keterElngan tentang tidak
mengalami hukuman disiplin dari
inspellorat

& Draft surat keterangan tentang
tidak mengalami hukuman
disiplin

t hari
surat keterangan tentang
tidak mengalami
hukuman disiplin

Menetapkan surat tidak keberatan melepas
ASN + Draft surat tidak keberatan

melepas ASN
t hari

surat tidak keberatan
melepas ASN

7
Menyerahkan dokumen mutasi kepada ybs
melalui perangkat daerah

Surat rekomendasi dan surat
keteraIrgan

Daftar penerimaan SK
Kenaikan Pangkat

?
+

tf
V

f
L- rt

I

-!L-L}
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PEUERII{TNI KABTIPATEIY PTIRWN(ARTA
BADAIT KEPEGAWNAIY DAIT PEIIGEMBAITGAII SIIUBER DAYA MAITUSIA

NOMOR SOP \4ISOP BXPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI \

TGL. EFEKTIF za ,qrg{&&-},{8e* \

DISAHKAIT OLEH

dan Pengem
Manusia

t
1995031001

ITAIIA SOP

-"-^€
PEITGUSI'LAIT UUTASI UASUK DARI
XABI'PATEIT/ KOTA IIITTAR PROVIIYSI

DASAR HI,IKUM: NUALIFII(ASI PELAITSAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 ter:ta,rtg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

olhce.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan

mutasi pegawai

KETERI{AITAN: PERALATAN / PERLEII GKAPA1Y :

SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Sca.nner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAIT: PENCATATAIT DAN PENDATAAIII:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong. Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN



pErfGUSULluf l[uTASI DI,ASUK DARI KABUPAIEI|/KOTA AITTAR PROVITAI

Nonor : 14ISOP BKjPf,Dl'' I 2O2S

URAIAN KEG'IATAN

Mengajukan Permohonan

UUTII BAI('

Nett
No

I

ASIf
PemgLst

Daeah
ditujE

Kepa!"..
BIG6DU

Kabid
Netua
TtD

Aaggota
Ttm

Bupatl BNlt Purat
KeECr
dagri

Percyaratan/
Kelengkapaa

Walrtu Output

.r)Y
Surat permohonan mutasi
masuk dan dokumen
persyaratan

t hari
Surat permohonan
dan persyaratan

Menelaah surat Permohonan
Surat permohonan mutasi
masuk

10

menit

Surat permohonan
mutasi masuk
yang telah di telaah2

L
L__]-

Surat permohonan mutasi
masuk yang telah di
telaah

15

menit

Surat tidak
keberatan
menerima ASN

Membuat surat tidak keberatan
atau surat menolak

4

Mendisposisi surat tidak keberatan
dari perangkat daerah

di tuju

+lt- {l- 't_] Surat tidak keberatan
menerima ASN

l0
menit

Disposisi pimPinan
untuk membuat
surat lolos butuh

5 Membuat draft surat lolos butuh

Disposisi pimpinan untuk
membuat surat lolos
butuh

io
menit

draft surat lolos
butuh

6 Memaraf surat lolos brttuh
r- -LT {--}- l draft surat lolos butuh

l5
menit

Surat tolos Butuh
yang sudah di Paraf

7 Menetapkan surat loloB butuh
L- Disposisi Pimpinan

10

menit

Surat Illos Butuh
yang sudah di
tetapkan

8
Menerima surat lolos butuh dan

urat tidak keberatan

melepas dari Kab/Kota Asal

l
Surat Lolos Butuh Yang
sudah di tetapkan

Dokumen
pengajuan mutasi
masuk

9
Menerima surat tidak keberatan

dari Kab/Kota Asal

L- Dokumen pengajuan
masuk

5 menit
Dokumen
pengajuan mutasi
masuk

'l I+

'[

?
>i t E



I'RAIAN KEGIATAN

[UTI' BAIfiT

Kett
No ASN

Penrgtrt
Daenh
dituJu

Kepala
BXPSDM

Ksbid K€tus
Ttn

Arggota
Tla Bupati BI(N Purat

Kemea
dagrt

Pcnyaratan/
Kelengkapan

Walrtu Output

to Memverifikasi dokumen Pendukung

Dokumen pengajuan
mutasi masuk

15

menit

Dokumen
pengajuan mutasi
masuk yang telah di
verifikasi

11
Menginputkan dokumen mutasi ke

ASN dan SIMUDAH Kemendagri
L _1 ,+ Persyaratan mutasi Yang

telah terverifikasi
60

menit

Data terunggah
dalam aplikasi Sl
ASN

t2 Memverifikasi dokumen mutasi
Data muasi dalam SI ASN

t hari

Data mutasi dalam
SI ASN yang telah
terveriflkasi

13
surat rekomendasi

mutasi

rirlr Data mutasi dalam SI ASN

yalg telah teruerifikasi
Surat rekomendasi
mutasi

14 dokumen mutasi f Surat rekomendasi mutasi

t ha-ri

Surat rekomendasi
mutasi Yang
terverfikasi

l5 Menerbitlan keputusan gubernur

tentang mutasi

Surat rekomendasi mutasi
yang terverlikasi

Keputusan
gubernur untuk
mutasi

16
Mengarsipkan dan menYerahkan
keputusan mutasi

r-l
I

Keputusan Mutasi I hari
Daftar penyerahan
keputusan mutasi

77
Menerima
keputusan mutasi L} SK Mutasi SK Mutasi

?
+

'E ,1 
I-T-

& l_
+

.l
___.1

_l



W|aAYTA tlRII iAHAA,,A

PEUERIITTAH KABI'PATEIT PURWAI(AR'TA
BN)AIII KTPEGAWAIAIT DAN PEITGEUBAITGAIY STIUBER DAYA UAIYUSIA

ITOMOR SOP 15/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAIT O1 Oktober 2023

TGL. RTI/ISI

TGL. EFEKTIF 28 AIa*$.iIs.:?023 \

DISAIIKAIT OLEH

dan Pengem
Daya Manusia

*

1995031001

NAMA SOP

,-t- ^"-{r'
PENGI,ST'Df;f MUTASI UASUK DARI
PROVTilSI / UYSTAITSI PUSAT

DASAR HIIKUM: KUALIFII{ASI PELAI(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas

Peraturarr Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan

mutasi pegawai

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLEIYGKAPAIT :

SOP peremq'aan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIIIIGATAN: PEIYCATATAIT DAIY PIITDATAAIT:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong. Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN



PENGUSI'LAIT MUTASI MAST'I( DARI PUSAT

Nomor : 15/SOP BXPSDM/2O23

I'RAIAX KEGIATAIT

MUTU BAKU

Nctt

AIiIT
dttuJu

KGpala
AI(PSDM

Kabtd
Ket[a
TtD

Arggota
TtD

Bupatl
BI(T

Regtoaal
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

1
Meneajukan Pernohonan
mutasi I

Surat permohonan mutasi
masuk dan dokumen
persyaratan

I han
Surat permohonan
dan persyaratan

2
Menelaah surat Permohonan
masuk

Surat permohonan mutasi
masuk

10

menit

Surat permohonan
mutasi masuk
yang telah di telaah

3

Membuat surat tidak keberatan
menerima atau surat menolak
menerima

Surat p€rmohonan mutasi
masuk yang telah di
telaah

15
menit

Surat tidak
keberatan
menerima ASN

4
Mendisposisi surat tidak keberatan
menerima dari perangkat daerah
yang di tuju

Surat tidak keberatan
menerima ASN

l0
menit

Disposisi pimpinan
untuk membuat
surat lolos butuh

5 Membuat draft surat lo1os butuh

Disposisi pimpinan untuk
membuat surat lolos
butuh

10
menit

draft surat lolos
butuh

6 Memaraf surat lolos butuh
__,1 draft surat lolos trutuh

15

menit
Surat Lolos Butuh
yarrg sudah di Paraf

7 Menetapkan surat lolos butuh
L- Disposisi Pimpinan

10

menit

Surat Irlos Butuh
yang sudah di
tetapkarr

8
Menerima surat lolos butuh dan
mengirimkan urat tidak keberatan
melepas dari Kab/Kota Asal

__l
Surat Lolos Butuh yang

sudah di tetapkan

Dokumen
pengajuan mutasi
masuk

9
Menerima surat tidak keberatan
melepas dari Kab/Kota Asal

L- Dokumen pengajuan
mutasi masuk

pengajuan mutasi
masuk

Nc
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I'RAIAfi XEGTATAT

MUTU BATU

Xett
No AEiI{

Fef,lgkEt
Dacnb
dttuJu

Ikpala
BIIPSiDU

K.btd
Ketua
TiE

AEggota
TtE Bupsti

BKI{
Regtoral

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

10 dokumen Pendukung

Dokumen Pengajuan
mutasi masuk

Dokumen
pengajuan mutasi
masuk yang telah
di verifikasi

11
Menginputkan dokumen mutasi ke

SI,ASN

L Persyafatan mutasi Yang
teLah terverifikasi

t hari
Data terunggah
dalam aplikasi SI

ASN

t2 dokumen mutasi
Data muasi dalam SI ASN

Data mutasi dalam
SI ASN yang telah
terverifikasi

13
Mengeluarkan surat rekomendasi

Data mutasi dalam SI ASN

telah terverifrkasi
t hari

Surat rekomendasi
mutasi

t4 Memverifi kasi dokumen mutasi

\

rekomendasi mutasi
Surat rekomendasi
mutasi Yang
terverlikasi

15
keputusan gubernur

mutasi

Surat rekomendasi mutasi
yang terverlikasi

Keputusan
gubernur untuk
mutasi

16
Mengarsipkan dan menYerahkan
keputusan mutasi

Mutasi
Daftar penyerahan
keputusan mutasi

t7 Menerima
keputusan mutasi

_l Mutasi SK Mutasi

a
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PEUERIITTAH KABUPATEIT PT'RWAI(ARTA
BADAIT KEPEGAWNAIT DAN PEITGEilBAIYGAIT ST'UBER DAYA MANUSIA

lrtoMoR soP 16ISOP BKPSDM/2023

TGL. PEUBUATAN 0L Oktober 2O23

TGL. REVISI I

TGL. EFEKTIF 28 Amrffilli#O23 \

DISIUII(AN OLEH

dan
Manusia

*

1995031001

NAMA SOP

pEtr;}ffiurAsr JaBArArr pELAr(sAnA
AITTAR PERA1TGKAT DATRATI DI LIIYGIfi'IVGAIT
PEMERIITTAII KABI'PATEN PI'RWAI(ARTA

DASAR HIIKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 202O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLZ terrtang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi PNS
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

olfice.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

KETERXAITAIIT: PERALATAIT / PERLEITGXAPAIT :

SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERII{GATAN: PEIICATATAN DAIIT PEIYDATAAIT:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong. Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN



PEIVGUSUI,AJT MUTASI JABATAIT PELAKSANAAJ{TAR PERAI{GKAT DAERAII DI LIT{GKUITGAI| PEMERIIYTAII KABUPATEI{ PURWAXARTA

Nomor : 16/SOP BI<PS,D}I I 2o23

No URAIAI I(EGIATAIT

PELAITSANA MITTU BAI('

Kett
ASiIT tujuau

PD
Asal

Kepala
BI(PEII'M

Kabtd
Peagadaan

Ketua
llo

Anggota
Tim Persyarataa/ KelengkaPaa Waktu Output

1

Mengajukan permohonan
mutasi dengan melampirkan
dokumen pendukung -l Surat permohonan pribadi d

Surat permohonan dan
persyaratan

2 Menelaah permohonan mutasi Surat permohonan dan persyaratan
Surat permohonan dan
persyaratan yang telah di telaah

Mengeluarkan surat tidak
keberatan menerima/ surat
Keberatan menerima

-l Surat permohonan dan persyaratan
yang telah di telaah

Surat tidak keberatan
menerima/ surat Keberatan
menerima

4
Mengajukan permohonan mutasi
keperangkat daerah asal

Surat permohonan mutasi dan Surat
tidak keberatan menerima dari
perangkat daerah yang di tuju

surat permohonan dan
kelengkapan dokumen

5 Menelaah permohonan mutasi
surat permohonan dan kelengkaPan
dokumen

Persyaratan mutasi yang telah di
telaah

6
Mengeluarkan surat tidak
keberatan melepas/ surat
Keberatan melepas

Persyaratan mutasi yang telah
terverifikasi

Surat tidak keberatan
melepas/ surat Keberatan melePas

7
Mengajukan permohonan
mutasi dengan dokumen
pendukung

Surat permohonan mutasi dan Surat
tidak keberatan menerima dari
perangkat daerah yang di tuju

Surat permohonan mutasi dan
Surat Lidak keberatan menerirna
dari perangkat daerah yang di tuju

8
Menerima pengajuan
mutasi dan melakukan disposisi -]

Surat permohonan mutasi dan Surat
tidak keberatan menerima dari
perangkat daerah yang di tuju

5 menit Surat permohonan mutasi yagn
telah di disposisi

9
Memverifikasi dokumen
pendukung mutasi

Surat permohonan mutasi yagn telah
di disposisi

15

menit
Surat permohonan mutasi yagn
telah di disposisiterverifikasi

10
Menerbitkan keputusan mutasi
jabatan pelaksana

dr Surat permohonan mutasi yagn telah
di disposisiterverifi kasi

t hari Keputusan Mutasi

11 Menerima keputusan mutasi Keputusan Mutasi Keputusan Mutasi

PD
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PEIIERIITTA}I KABI'PATEIT PI'RWAI(ARTA
BADAIT KEPEGAWNAIT DAIT PEITGEUBAIYGAIT STIUBER DAYA MAITUSTA

IYOMOR SOP !7ISOP BKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATAIY 01 Oktober 2023

TGL. REf,/ISI I

TGL. EFEXTIF 28 Azustus 2023

DISAIIKAN OLEH

dan
Daya Manusia

1995031001

ITAUA SOP "rNffi ffi ffi""Anr.ruAlt .ELAR

DASAR HIIXUM: KUALIFIKASI PTLAKSAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor lL Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi PNS
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

o{Iice.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
+. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN
5. Mampu mengoperasikan aplikasi SIIBEL

KETERXAITAN: PERALATAN / PERLEIYGKAPAIT :

SOP peremqjaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
SOP Pengusulan Tugas Belqjar
SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

1. FormSuratKeputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAII DAIT PEIYDATAAIII:

Pencantuman gelar dapat di ajukan setelah lulus ujian penyesuaian
ijazah
Pencantuman Gelar hanya untuk PNS golongan III

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN dan SITIBEL



PEITCAITTT'IIAIT GELAR
Ilomor : |7ISOP BI(PSDI[/2O23

Ifo URAIAN KEGIATAIII

UITTU BAITTI

KettKepale
BKPSDM

Kebid
Pengadaan

Ketua Tlm
Pengadaan

Anggota
Tlm

BXIT
Reglonal Penyaratan / KelengkaPan WaLtu Output

1

Menerima surat pengajuzrn
pencantuman gelas dari ybs melalui
perangkat daerah

Izin /Tugas Belajar; Surat Keterangan
Belajar; Ijazah, Transkrip; Prlab Dikti
dan Akreditasi, P2K selama 2 tahun
terakhir; SK KP terakhir; dokumen
dalam format PDF

t hari

Surat pengajuan dan file
persyaratan pencantuman
gelar

2 Mendisposisi surat - -"E- Surat pengajuan pencantuman gelar Disposisi pimpinan

.l
Memverifi kasi persyaratan
pencantuman gelar dalam format PDF

File persyaratan pencantuman gelar
Persyaratan pencantuman
gelar yang telah terverihkasi

4
Mengunggah Dokumen pendukung
dalam SI-ASN

IL} Data usulan pencantuman gelar

2h.ari

Data pencantuman gelar
yang terinput dalam SI ASN

5
Memverifikasi Dokumen Usulan
Pencantuman Gelar pada Sl ASN

Draft surat pengantar pengajuan
pencantuman gelar

Surat pengantar pengajuan
pencantuman gelar

6
Menetapkan surat keterangan
pencantuman gelar *,

Surat pengantar pengajuan
pencantuman gelar

Hasil scan surat pengantar
pengajuan pencantuman
gelar yang telah di
tandatangani

7
Mengunggah surat keterangan Pada
SI-ASN + Surat pengantar pengaj uan

pencantuman gelar
Tanda bukti pengiriman
trerkas

8
Menginformasikan surat keterangan di
My ASN

t_]J File persyaratan pencantuman gelar

9

Menginformasikan kepada perangkat
daerah untuk ybs rnengunduh surat
keterangan pada
My ASN

-
surat keterangan persetuj uan
pencantuman gelar

File terunggah di aplikasi MY

Daftar penerimaan surat
persetujuan

pencantuman gelar

)

I

-t--- ]f
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PEUERIITTATI BABT'PATEN PTIRWAI(ARTA
BADAT KEPEGAWAIAN DAIT PE1TGEUBANGAN SUMBER DAYA MAITUSIA

NOMOR SOP 18/SOP BKPSDTU/2023

TGL. PEIWBUATAIT 01 Oktober 2023

TGL. RTI/ISI

TGL. EFEXTIF 28 Asustus@q? \

DISAHKAN OLEH

dan
Manusia

1995031001

ITAMA SOP
o""ffif;ffi"Err KEPEcAwNAn
LAYAJYAIT BIDAIVG PEilGAI}AAN

DASAR HTIKUM NUALITINASI PELAI(SAI{A :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor L 1 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian di
bidang pengadaan

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
offrce.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

KETERI(AITAIY: PERALATAN / PERLENGKAPAIT :

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN 1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIIYGATAIY: PEITCATATAN DAN PEIYDATAAN:

Usulan Perbaikan dan penggantian SK kenaikan pangkat harus diperiksa
dengan teliti, untuk dokumen kepegawaian yang akan di perbaiki/dganti
sesuai dengan data-data pada dokumen yang asli

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN



PERBAIKAI{ Ix}KI,uEIt KEPEG}AWAIAII LAYANAN BIDAI| G PEIIGADAAIY

lllonor : 18/SOP BBPSDU/2O23

I'RAIA-II KEGIATAIT

PELAKSAITA MUTU Ket

Wektrt OutputKepala
BKPADM

Kabid
Pengadaan

Ketua Tlm
Anggota

Tim
BI(lT

teglond
Perslzaratan/ KelengkaPaa

1
Menerima permohonan Perbaikan

layanan kepegawaian

Salinan dokumen kePegawaian
terkait; surat keterangan
kehilangan dari kePolisian

t hari

Surat pengajuan dan
dokumen persyaratan

2 Mendisposisi surat
pengajuan dan dokumen Disposisi pimpinan

3
berkas p€rsyaratan

dokumen kePegawaim

Disposisi pimpinan; berkas
p€rsyaratan perbaikan dokumen

Persyaratan perbaikan
dokumen kepegawaian
yang telah terverifikasi

4
Menyusun draft surat Pengantr

dokumen kePegawaian

perbaikan dokumen
yang telah

t hari

Drat surat pengantar
perbaikandokumen
kepegawaian

5

penandatanganan surat
perbaikan dokumen

oleh kepala BKPSDM

Drat surat pengantar
kepegawaian

Surat pengantar
perbaikandokumen
kepegawaian yang telah di
tandatangani

6
Mengirimkan surat Pengantar dan

berkas persyaratan untuk perbaikan ke

Regional
--]

pengantar perbaikan
kepegawaian yang telah

di tandatangani

60 menit
Bukti serah
terima/pengiriman
dokumen

7
Memverifikasi berkas persyaratan

dokumen kePegawaian
usulan perbaikan

t hari

Dokumen usulan
perbaikal yang terlah di
verifikasi

8
Menerbitkan Perbaikan dokumen Dokumen usulan Perbaikan Yang

telah di verifikasi
dokumen perbaikan

9
surat keterangan tentang
dokumen kePegawaian dari

Regional

l surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS

t hari

surat surat keterangan
tentang pengangkatan
CPNS

10

Menyerahkan surat surat keterangan
dokumen kepegawaian kepada Ybs
melalui perangkat daerah

surat keterangan tentang dokumen
kepegawaian

Bukti serah terima
dokumen

tIF i F ,tf t f
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PEUERIITTAII IGBI'PATEI{ PI'RWAI(ARTA
BADAT NEPEGAWAIAIY DIIIY PEIYGEilBAITGAI{ ST'UBER DAYA UAITUSIA

IiIOMOR SOP : 19/SOP BKPSDL/2O23

TGL. PTMBUATAN O1 Oktober 2023

TGL. RT1rISI

TGL. EFEXTIF 28 AsuEffi?O23

DISAHKAN OLETI

dan
Daya Manusia\

*

1995031001

IVAMA SOP
,*;ffi*KETERAT'G.N
HEHILAITGAIT DOKUMEN I{TPEGAIVAIAI{

DASAR HUKUM: KUALIFII{ASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2A 1.rentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian di
bidang pengadaan

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

KETERHAITAIY: PERALATAIV / PERLENGKAPAN :

Formasi jabatan Kabupaten Purwakarta
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Portofolio PNS ybs

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGA?AI{: PEIYCATATAN DAIT PEIYDATAAI{:

Usulan Perbaikan dan penggantian dokumen kepegawaian di bidang
pengadaab harus diperiksa dengan teliti, untuk dokumen kepegawaian yang
akan di perbaiki/dganti sesuai dengan data-data pada dokumen yang asli

- Data disimpan manual



PIITERBITAN SI'RAT XETERANGAIT KEHILANGA.II IX)KI'UEN KTPEGAWAIAIT

I[omor : 19/SOP BKPSDM/2O2O

URAIAtr KEIGIATAIII

PEIIIXSAITA TIUTU BAI(' Ket

Ilepala
BTPSDU

r(abld
Peagadaan

Ketua
Ttm

Anggota
Tttn

BI(N Persyaratao/ KelengkaPan YIaktu Output

1
Menerima permohonan surat keterangan
kehilangan dokumen kepegawaian ? salinana dokumen kepegawaian yang

hilang; surat keterangan kehilangan
dari kepolisian

t hari

Surat pengajuan dan file
persyaratan surat keterangan
kehilangan dokumen
kepegawaian

2 Mendisposisi surat 'T_ lf
Surat pengajuan surat keterangan
kehilan gan dokumen kePegawaian

Disposisi pimpinan

3
Memverifi kasi berkas persyaratan
permohonan surat keterangan
kehilangan dokumen kepegawaian

__l

Disposisi pimpinan; berkas
persyaratan surat keterangan
kehilangan dokumen kePegawaian

Persyaratan surat keterangan
kehilangan dokumen
kepe gawaian terverifrkasi

4
Menlrusun draft surat pengantar
permohonan surat keterangan
kehilan gan dokumen kepegawaian

Persyaratan surat keterangan
kehilangan dokumen kePegawaian

t hari

Drat surat pengantar surat
keterangan kehilangan
dokumen kepegawaian

5

Memproses penandatanganan surat
pengantar surat keterangan kehilangan
dokumen kepegawaian oleh kepala
BKPSDM

Drat surat pengantaf surat
keterangan kehilangan dokumen
kepegawaian

Surat pengantar surat
keterangan kehilangan
dokumen kepegawaianYang
telah di tandatangani

6

Mengirimkan surat pengantar dan berkas
persyaratan untuk surat keterangan
kehilangan dokumen kepegawaian ke
BKN Regional

t

t-

Surat pengantar surat keterangan
kehilangan dokumen kePegawaian
yang telah di tandatangani

I hari Bukti serah terima/ pengiriman
dokumen

7
Memverifikasi berkas persyaratan
perbaikan dokumen kepegawaian

Dokumen usulan surat keterangan
kehilangan dokumen kePegawaian

t hari

Dokumen usulan surat
keterangan kehilangan
dokumen kepegawaian Yang
telah di verifikasi

8
Menerbitkan perbaikan dokumen
kepegawaian

Dokumen usulan perbaikan Yang
telah di verifrkasi

dokumen perbaikan

7
Menerima surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS dari BKN Regional

surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS

t hari

surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS

9
Menyerahkan surat surat keterangan
tentang pengangkatan CPNS kepada ybs
melalui pernagkat daerah

surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS

Bukti serah terima dokumen

tl
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PEMERIITTAH KABUPATEI{ PURWAIIAR'TA
BAI)AII KEPEGAWAIAN DAIT PENGEMBANGAN SI'MBER DAYA

MAI{UBIA

NOMOR SOP 2olsoP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAIY 01 Agustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Azustus 2023 I

DISAHI(AN OLEH

waian dan
Manusia

i
1995031()01

NAMA SOP

.- !^,.r, : r'. '

FASTLTTAST -'IBFELENGGARAATI PELIITTHAN
DASAR CALOII PEGAWAI NBGERT SIPIL (LATSAR
cPIrs)

DASAR HUKIIM: KUALITII(ASI PELAKSAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;
3. Peraturan l,A,N RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Mernahami proses fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

3. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KEIERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP kgalisir Dokumen Kepegawaian

2. SOP Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional

3. SOP Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana

1. Buku Registrasi / Iile registrasi
2. Komputer dan Scanner
1. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERIITGATAN: PENCATATAN DAIIT PEIIIDATAAIT:
1. Ketidaktertiban proses Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar

CPNS
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan



TABIIITAaI PEiI|IELEIIGoAR^.Ar PEI.ATIIIATT DASAR cAl,oll PEGAWAI TEQERI SIPIL (I.ATs]rR cPlla,

ItoBot : 2olaoP BTP6DX/2O23

Back

A6tt

BKPlID!I
LGDhr{. Pclatth.,

l

M€ngajukan Pcmohonan
Ke,jasma dengan L.mbaaa
Pclatihan TerakrediEsi Grkait
Pelatihu Dasar (LATSAR) CPNS

Suht Peroohonan Kcrjdsama

1 . Surat Jawabm

2. P.rjanii€n Kerjacama
deo8an kmb€aa

Pcletiha!'rerakrcdira8i
tdkair LATSAR cPNs

Mrmb.ritahukan secara rft hi
ad$al Pelaksanaan LAl SAR

CPNS

l. Sumt Jawaban Kerja€ma
2. Pcrjsnjian Kerjasama de.san
Lcmbasa Pclatihm T€rskrcditasi

t€rkah LATSAR CPNS

sumt P.mbe.itahuan
jadwqr pelaksanad

I-ATSAR CPNS

3
Mcbanggil pata Calon Pe€.(N
LATSAR CPNS

-___)
Sura! Pcmbdilahuan ladw6l
pelakenaan LATSAR CPNS

l. Sumt p.mansAilan

Sckretaris Dacrah dd
Dairff Peerta tAlsaL

Mel.rgkapi s.mua dokumcn -
dokuE.n s.Bual PcruYdaian
dari L.mbqga PcnYel.nggara
Diklat

L Surat p.manSajlah Pes..la
2.Surst Ftrlntah srkrcta.ls Daerah
dsn Daftar Pesena LATSAR CPNS

2 mins$l Dokumcn-dokumen

Persyararm Latsar CPNS

5
Memv.rinkasi dokum.n -
dokum.n pcrsyaralan

Dokumcn-dokumen p.rcYaElan
Lalsr CPNS

Daftar Peerta Later
cPNs yanS t lah

m.lengkapl pcrs):aralan

M.bk$nak ! Pcmb.hlan
Calon Pes.ta L{TSAR CPNS

Doftar rb.cna Lstler CPNS Yang
t.lah m.lenakaPi Pcrsvatatan pcmbek lan Latsr CPNS

7
Daftar p.erta Latsar CPNS & Surat

Usulan Pescrte Lat€sr CPNS

Laporar Fngusulan
P.serta Letsr CPNS

Mcnj.mput P...rta LATSAR

CPNS k L€nba8s diklat Dsllar peserla Lalsar CPNS pclaksanaan P.sna

Men)eBhkan Sunt Tanda
Tamat Plndidikan dan Pclatihen
P.STI9 LATSAR CPNS,

taporsn akhlr p.lsl<uDaan Pcsrta
Latsar CPNS & Daftar Pe3erta LeFer

CPNS dan SuEt Tanda Tsma!
P.ndidikan dan Peletihsn Pcsna

LATSAR CPNS.

Tanda tcrima p.nyerahsn
suat Tanda Tanat

P€ndidikan dan Pclatihs
P.*na LATSAR CPNS

10
surat Tanda Tamat Pcndidikan dan

PCIAIihM PCS€NA LATSAR CPNS-

Arsjp Su.at Tsda Tamat
Pendidikan du Pelatih&n

PCSETTA LATSAR CPNS,

I

t'

irr

+
Iueneirimkan cslon P.*na
lLarsan ceNs t c L.muaga

ldiklat p.ny.lcn88eE

t

C5lMcnesipk n t*aa r.*r
I 
Pendidjkan dan Pelatih.n

lPeFfls 
LATSAR CPNS.

I
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PEIIERINTAII KABUPATEIT PURWAIGRTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAII PEITGEMBANGAN ST'MBER DAYA

MAITUSIA

NOMOR SOP 2|ISOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN O1 Azustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Azustus 2023:.

DISAHKAN OLEH

Kepala dan
Manusia

&

19950310()1

ITAMA SOP
FASILITASI PEIYYELTITGGARAAN PENDIDIKAN DAIY
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIOITAL (PKil}
TINGKAT II

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2OL9
Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses fasilitasi diklat PKN Tingkat II
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAII: PERALATAN / PERLEII GKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi;
2. SOP Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggt;
3. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1. Buku Registrasi / hle registrasi
2. Komputer dan Scanner
2. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERIIYGATAIT: PENCATATAIT DAN PEIITDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses fasilitasi diklat PKN Tingkat II
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan
5. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data darr dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
4. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan



FASILITASI PEITYELEITGK}ARAAN PTITDIDIKAN DAN PILATIHAN IIEPEMIMPINAN ITASIONAL (PI(N) TIITGKAT II

Nomor : 2|ISOP BXPSDM/2O23

No. Keglatan

Pelaksaaa Mutu Baku
Kett

Ketua
Tim Kabtd Kepala Aaggota

TIm
Lembaga
Latlhan

PD Kelengkapan Waktu Output

1

Menyusun daftar peserta PKN

Tingkat II yang akan
diikutsertakan

Data Pegawai t hari Daftar calon peserta PKN Tk.lI

2
Memproses penetaPan calon
peserta PKN tk.II -l Daftar calon peserta PKN Tk.II 2 trari

Surat Permohonan yang
ditetapkan Sekda; Daftar calon

peserta PKN Tk.II

Mengirimkan usulan Calon
Peserta PKN tk.II dengan Pihak
LAN RI melalui aPlikasi SIPENDAR
1.AN

1. Surat Permohonan yang
ditetapkan Sekda 2. Daftar

calon peserta PKN Tk.II
2l:^ari

Suratjawaban terkait
keikutsertaan PKN tk.II

4
Menerima jawaban dari Pihak LAN

terkait usulan PKN Tk.II dan
mendisposisi

_l Surat jawaban terkait
keikutsertaan PKN tk.n

t hari

Surat Pemanggilan (Informasi
tentang lembaga

Penyelenggara, Jadwal &
Tempat Pelaksanaan)

5
Membuat perj anjian kerjasama
dengan pihak penyelenggara
(Lembaga Pelatihan)

2
minggu

Dokumen Perjanjian Keisama

6
Menyiapkan teknis penyiaPan
pelaksanaan dan pemanggilan
peserta PKN Tk.II

I

Surat Pemanggilan (lnformasi
tentang Lembaga Penyelenggara,
Jadwal & Tempat Pelaksanaan)

2 }:,ari
Surat pemanggilan dan Surat

Perintah Sekda untuk
keikutsertaan PKN tk.II

6

Menginformasikan
penyelenggaraan PKN Tk.II kePada

calon peserta melalui perangkat
daerah

Surat Pemanggilan (Informasi
tentang kmbaga Penyelenggara,
Jadwal & Tempat Pelaksanaan)

2 }:.ari
Surat pemanggilan dan Surat

Perintah Sekda untuk
keikutsertaan PKN tk.II

8
Menerima persyaratan yang telah
ditentukan t-

Surat pemanggilan dan Surat
Perintah Sekda untuk

keikutsertaan PKN tk.II

c

minggu
Berkas Persyaratan PKN Tk.Il

9 Memverifi kasi berkas PersYaratan

T

__l
Berkas Persyaratan PKN Tk.II 2 t:.ar\

Daftar peserta PKN tk.II yang
sudah terverihkasi

Cr I
* rF

rl
tfr I-I

5 F
&

t

I



Mutu BakuPelaksaoa Kett
OutputtrIaktuPD KelengkapanLembaga

LatlhanKepala
Aaggota

TlmKabtdKetua
Tlm

No. Keglatan

t hari
Daftar peserta PKN tk'II Yang

sudah terverifikasiBerkas Persyaratan PKN Tk.lI
9

Mengirimkan berkas Persyaratan
lembaga penYelenggara diklat

H-1t hari
Daftar peserta PKN tk.II CPNS

yang mengikuti PKN
Daftar peserta PKN tk'll CPNS

yang sudah terverifrkasi10
Menginformasi Pelaksanaan PKN

tK II

Laporan Pelaksanaan PKN tk.II4 bulanDaftar peserta PKN tk.II CPNS

yang mengikuti PKNpeserta PKN untuk
pelatihani1

t hari
Daftar peserta PKN tk.II dan

S1'TPPl.aporan Pelaksanaan PKN tk'II
t2 Menerima penYerahan kembali

PKN TK.II

t hari
Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan PKN tk.II
Daftar peserta PKN tk.II dan

STTPP13 Menyerahkan STTPP PKN Tk'II

t hari
Arsip Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan PKn
tK.II

Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan PKN tk.IIt4 S'ITPP PKN TK.II

a
Cr

ffl q
5 F

E ___l

F *

B



IVOMOR SOP
01 2023TGL. PEMBUATAIT

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

Manusia
dan

19950310()1I

DISAHKAN OLEH

FASILITASI PEIYYELEITGGARAAN PENDIDIKAN DAII
PELATIIIAIT KTPEMIMPII|AN ADMIITISTRATOR
(PKAI

NAMA SOP

t

.r, EEEttrl ..

PEMERII|TAII I(ABUPATEIT PURWAKARTA
BADAIT KEPEGAWNAI{ DAIS PEI|GEMBANGAN SIruBER DAYA

MANUBIA

KUALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR HUKUM:

Memahami proses fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Men)rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsiP

1

2
3
4

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O20 tentang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri SiPil;

3. Peraturan tembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019

tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator

2014 tentang Aparatur Sipil Negara1. Undang-Undang Nomor 5 un

PERALATANKETERKAITAN:

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner PenYimPanan arsiP

1. Buku Registrasi / file registrasi
1. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi;

2. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

PENCATATAN DAN PENDAT,AAN:
PERIITGATAN:

1.. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di takukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahanAdministrator

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persya.ratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi Pelatihan KepemimPinan



FASILITASI PENYELENGGARAAIT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KTPEMIUPIITAI{ ADMINISTRATOR (PKAI

Nomor:. 22 I S;IOP BI{PSiDM/2O23

No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Ketua Tim Kabid Kepala PD

Anggota
Ttm Kelengkapan trIahu Output

I Menyusun daftar peserta PKA yang akan
diikutsertakan

Data Pegawai 3 hari Daftar calon peserta PKA

1 Memproses penetapan calon peserta PKA
Daftar calon peserta

PKA
t hari

l Surat Permohonan
2. Daftar calon peserta

PKA

2

Mengusulkarr permohonan kerjasama
dengan Pihak Penyelenggara Pelatihan
terkait Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator

1. Surat Permohonan
2. Daftu calon peserta

PKA
2 minggu

Surat Jawaban dari
Lembaga Diklat

J

Melaksanakan pengusulan Surat
Rekomendasi dari Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa
Barat

1. Surat Permohonan
rekomendasi 2

Surat Jawaban dari
Lembaga Diklat

2 minggu
Surat Rekomendasi
pelaksanaan PKA

4

Melaksanakan kerjasama dengan Pihak
Penyelenggara Pelatihan terkait
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator

Surat Rekomendasi
pelaksanaan PKA

2 minggu
Perjanjian Keriasama &

Surat Pemanggilan

5

Menyampaikan surat
edaran/pemberitahuan ke Perangkat
Daerah tentang penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Surat Pemanggilan t hari
Surat Perintah Sekretaris
Daerah & da-ftar peserta

PKA

6
Meleng[api berkas persyaratan
administrasi T

Surat Perintah
Sekretaris Daerah &
daftar peserta PKA

2 minggu
Berkas Persyaratan

administrasi peserta PKA

7 Memverifi kasi berkas persyaratan
Berkas Persyaratan
administrasi peserta

PKA
2 hari Hasil verifikasi

___l



Mutu BakuPelaksana

Output
KetArggota

Ttr Kelengkapan WaktuI(etua TY.E Kabtd Kepala PD
Ifo. Keglatan

t hari
Daftar Nominatif peserta

PKAyang sudah
ditetapkan

Hasil verifikasi8 Menetapkan calon peserta PKA

I hari
Daftar Nominatif peserta

PKA yang sudah
didaftarkan

Daftar Nominatif
peserta PKA yang
sudah ditetapkan

9
Menyampaikan daftar nominatif peserta
ke lembaga diklat Pemerintah

Daftar Nominatif
peserta PKA yang
sudah didaftarkan

I hari
Daftar Nominatif peserta
PKA yang sudah daftar

ulang
10

Melakukan registrasi ulang pada lembaga
diklat pemerintah

Daftar Nominatif
peserta PKA yang

sudah daftar ulang
3 bulan Laporan pelaksanaan PKA11

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator

Laporan pelaksanaan
PKA

t hari Daftar peserta yang telah
lulus PKAr2 Menerima penyerahan kembali peserta

PKA

t hari
Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan
PKA

Daftar peserta yang
telah lulus PKA13 Menyerahkan STIPP PKA

I hari
Arsip Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan

PKA-A Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan PKA

14 Mengarsipkan S'I-|PP PKA

I



IYOMOR SOP
2023o1PEMBUATAN

TGL. REVISI
202328TGL. EFEKTIF

dan Pengembangan

l(x)1

Manusia

r
*

NIP. 1

DISAHKAIT OLEH

PEIIGAWAS

!a

DAIIPEITDIDIKANFASILITASI
(PKP)KEPEMIMPINAITPELATIHANNAMA SOP

tYtslf,a (Amr rlfiAA[

PEMERII|TAII I(ABUPATEIT PURUIAIGRTA
BAI)AX IIIPEGAWAIAIT DAIT PEITGPMBANGAIT SI'MBTR DAYA

MAI{USIA

KUALIFIKASI PELAKSAITA :
DASAR HUKUM:

2. Memahami proses fasilitasi diklat kepemimpinan pengawas (PKP)

3. Men]rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

4. Mengolah data dan arsiP

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 202O tentang Perubahan Atas

peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 Tentartg Manajemen

Pegawai Negeri SiPil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2O19

tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Aparatur Sipil Negara1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

PERALATANKEIERKAITAIT:

2. KomPuter dan Scanner
4. ATK dan odner PenYimPanan arsiP

1. Buku Registrasi file registrasi
1. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi;

2. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

PEITCATATAIT DAIT PEIYDATAAI{:
PERIITGATAN: 1. Di simpan sebagai data dan dokumen

2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
4. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila tedadi perubahan

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan
5. Resiko kehilangan dan kerusakan arsiP

diklat pengawas1. Ketidaktertiban Proses
(PKP)



I'ASILITASI PEITYELENG{GARAIIN PEITDIDII(AIT DAIT PELATIHAN KEPETIUPINAN PENGAWAS (PKP)

I[oaor : 23ISOP BI{PSDU/2O23

I{o. Kegiataa
Pelaksana Mutu Bahu

Ket
Ketua Tim Anggota

Ttm Kabtd Kepala PD
Lembaga
Pelatlhan

Kelengkapaa Waktu Output

1
Menyusun daftar peserta PKP yang akan
diikutsertakan

Data Pegawai 3 hari
Daftar calon peserta

PKP

2 Memproses penetapan calon peserta PKP
Daftar calon peserta

PKP
t hari

l. Surat
Permohonan

2. Daftar calon
peserta PKP

3

Mengusulkan permohonan kerjasama
dengan Pihak Penyelenggara Pelatihan
terkait Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas

1- Surat Permohonan
2. Daflar calon peserta

PKP

2 minggu
Surat Jawaban dari

kmbaga Diklat

4

Melaksanakan pengusulan Surat
Rekomendasi dari Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa
Barat

1. Surat Permohonan
rekomendasi 2.
Surat Jawaban dari

lembaga Diklat

2 minggu
Surat Rekomendasi
pelaksanaan PKP

5

Melaksanakan kerjasama dengan Pihak
Penyelenggara Pelatihan terkait
Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas

Surat Rekomendasi
pelaksanaan PKP

2 minggu
Perjanjian

Kerjasama & Surat
Pemanggilan

6

Menyampaikan surat
edaran/pemberitahuan ke Perangkat
Daerah tentang penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Surat Pemanggilan t hari
Surat Perintah

Sekretaris Daerah &
daftar peserta PKP

Melengkapi berkas persyaratan
administrasi

Surat Perintah
Selretaris Daerah &
daftar peserta PKP

2 minggu
Berkas Persyaratan
administrasi peserta

PKP

Memverifikasi berkas PersYaratan

Berkas Persyaratan
administrasi peserta

PKP

2 hari Hasil verifikasi

t-YI

9 Menetapkan calon peserta PKP Hasil verifikasi t hari
Daftar Nominatif
peserta PKP yang
sudah ditetapkan

+
tr-

8
___l

5-U



No. Koglatan
Pelaksana Mutu Batu

I(et
Ketua TIm Alggota

Tlm Kebid Kepala PD
Lernbaga
Pelatihan

Kelengkapaa WaAtu Output

10
Menyampaikan daftar nominatif peserta
ke lembaga diklat Pemerintah

Daftar Nominatif
peserta PKP yang
sudah ditetapkan

t hari
Daftar Nominatif
peserta PKP yang
sudah didaftarkan

11
Menginformasikan Pelaksanaan
Pelatihan KepemimPinaa Pengawas _tt'

Daftar Nominatif
peserta PKP yang
sudah didaftarkan

t hari
Daftar Nominatif
peserta PKP yang

sudah daftar ulang

t2 Memfasilitasi Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas

Daftar Nominatif
peserta PKP yang

sudah daftar ulang
3 bulan

Laporan
pelaksanaan PKP

13
Menerima penyerahan kembali peserta
PKP

l.aporan pelaksanaan
PKP

t hari Daftar peserta yang
telah lu1us PKP

t4 Menyerahkan STTPP PKP
Daftar peserta yang

telah lulus PKP
I hari

Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan PKP

15 Mengarsipkan S'ITPP PKP L Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan PKP

t hari
Arsip Surat Tanda
Tamat Pendidikan
dan Pelatihan PKP



24 soPNOMOR SOP
2023o1TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI
28 2o23TGL. Etr'EKTIF

:

1 19950310()1

.bangan
Manusia

dan

DISAHKAIT OLEH

DIKLAT TEKNISf.ASILITASINAMA SOP

HIENV (^BfA ErXAA'd

PEDIERIITTAH I(ABUPATEN PURWAKARTA
BADAITKEPDGAWAIAI{DAITPEITGEMBANGAITSI'MBERDAYA

MANUEIA

KUALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR HUKUM:

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

4. Mengolah data dan arsiP

alur pelaksanaan1. Memahami rincian tugas dalam setiap

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri SiPil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 20oo tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

I20 4 Negaratahun SipilAparaturD tentangomorNi1 UndangUndang-
APerubahan tas71 2020tahun tentangNomorPemerintanturanPera2.

PERLENGKAPAN:
KETERKNTAN:

2. KomPuter dan Scanner
3. ATK dan odner PenYimPanan arsiP

1. Buku Registrasi / file registrasi
1. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

PEIYCATATAN DAIT
PERINGATAN:

2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi / pemutakhiran apabila terjadi perubahan

- oi simpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan

1. Ketidakterliban Proses fasilitasi teknis

4. Resiko kehilangan dan kerusakan



FASILITASI PENYELETGCIARAAN DIKLAT TEKNIS

Itlomor : 24 I $OP BKPSDIU/2O23

tutu BakuPelaksaaa

Waktu Outprlt
Kett

KelengkepanAnggota
Ttm PD

Lembaga
PelatihanKabid

Ketua
TiEKepala

KegiatanIfo.

2

minggu
Perjanjian Ke4'asama diklat

teknis
suratpermohonan Perihal

Kerjasama diklat teknis
Melaksanakan kedasama dengan Pihak
Penyelenggara Pelatihan terkait
Penyelenggaraan Diklat teknis

1

t hari
Surat pemberitahuan

penyelenggaraan diklat teknis
Perjanjian Kerjasama diklat

teknis2

Menyampaikan surat
edaran/pemberitahuan ke Perangkat
Daerah tentang penyelenggaraan diklat
teknis

1

minggu

Surat rekomendasi Calon
Peserta untuk mengikuti
diklat teknis dari Kepala

Perangkat Daerah

Surat pemberitahuan
penyelenggaraan diklat

teknis
1

Membuat usulan permohonan/ usulan
Calon Peserta untuk mengikuti diklat
teknis

2

minggu

Berkas Persyaratan
administrasi peserta diklat

teknis

Surat rekomendasi Calon
Peserta untuk mengikuti
diklat teknis dari KePala

Perangkat DaerahT

Melengkapi berkas PersYaratan
administrasi

4

2 hari Hasil verifikasi
Berkas PersYaratan

administrasi peserta diklat
teknis

__l
Memverifi kasi berkas Persyaratan5

t hari
Daftar Nominatif peserta
diklat teknis yang sudah

ditetapkan
Hasil verilikasi6 Menetapkan calon peserta diklat teknis

t hari
Daftar Nominatif peserta
diklat teknis yang sudah

didaftarkan

Daftar Nominatif Peserta
diklat teknis yang sudah

ditetapkan
Menyampaikan daftar nominatif peserta

ke lembaga diklat Pemerintah

t hari
Bukti Registrasi Ulang diklat

teknis

Daftar Nominatif Peserta
diklat teknis yang sudah

didaftarkan
8 pelaksanaan diklat teknis

t hari
Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan
diklat teknis

t a.poran pelaksanaan diklat
teknisI Menyerahkan STTPP diklat teknis

I hari
Arcip Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan

diklat teknis

Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan

diklat teknis
10 Mengarsipkan STTPP diklat teknis

T

E -[

!
& +

Z



20.2325 soPIYOMOR SOP
o1 2023TGL.

TGL. REVISI
28TGL. EFEKTIF

Manusia
dan Pengem

199503l(x)1

*
le}'tj

DTSAHKAI{ OLEH

DIKLIIT
FI'NGSIONAL
FASILITASI

NAMA SOP

E

r. r.rJfrtl ..

PEMTRIITTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAI{ DAI| PEITGEMBAITIGAN ST'MBTR DAYA

MANUSIA

KUALIFIKASI PELAI(SANA :
DASAR HUKUM:

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

4. Mengolah data dan arsiP

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur Pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentartg Pembahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri SiPil;

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2O19 tentang

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OOO tentang Pendidikan

Aparatur Sipil Negara1. Undang-Undang Nomor tahun 20I4 tentang

dan Pelatihan Jabatan Negeri
PERALATAITKETERKN'TAN:

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner PenYimPanan arsiP

1. Buku Registrasi / file registrasi
1. SOP Pengangkatan pertama jabatan fungsional

2. SOP Pengangkatan Jabfung melalui penyesuaian/inpassing

3. SOP Pengangkatan Jabfung melalui perpindahan
PENCATATAil DAN PENDATAAIT:

PERIITGATAN:
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

diklat fungsional1. Ketidaktertiban Proses fasilitasi penyelenggaraan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan



FASILITASI PEI TELEI{GGARAAIT PEI{DIDIKAIT DAN PELATIHAIT FUtr(NiIOI{AL
Nomor : 2SISOP BKPSDM/2O23

Ifo.
Pelaksana Mutu Baku

Kett
KABAN KABID Ketua

Tlm
Anggota

Tllm PD LEMBAGA
DIXL/IT.Itr' Kelengkepan Waktu Output

1

Melaksanakan kerjasama dengan
Pihak Penyelenggara Pelatihan terkait
Penyelenggaraan diklat fungsional

surat permohonan perihal
Kerjasama diklat fungsional l minggu

Perjanjian Kerjasama diklat
fungsional

2

Menyampaikan surat
edaran/pemberitahuan ke Perangkat
Daerah tentang penyelenggaraan
diklat fungsional

Perjanjian Kerjasama diklat
fungsional

t hari
Surat pemberitahuan

penyelenggaraan diklat
fungsional

3
Membuat usulan
permohonan/ usulan Calon Peserta

untuk mengikuti diklat fungsional

Surat pemberitahuan
penyelenggaraan diklat

fungsional
l minggu

Surat rekomendasi Calon
Peserta untuk mengikuti

diklat fungsional dari Kepala
Perangkat Daerah

4
Melengkapi berkas persyaratan
administrasi diklat fungsional

T

Surat rckomendasi Calon Peserta
untuk mengikuti diklat

fungsional dari Kepala Perangkat
Daerah

2 minggu
Berkas Persyaratar

administrasi peserta diklat
fungsional

5 Memverifikasi berkas persyaratan
Berkas Persyaratan administrasi

peserta diklat fungsional
2h.ari Hasil verifikasi

6
Menetapkan calon peserta diklat
fungsional

Hasil verifikasi t hari
Daftar Nominatif peserta
diklat fungsional yang

sudah ditetapkan

7
Menyampaikan daftar nominatif
peserta ke lembaga diklat fungsional

Daftar Nominatif peserta diklat
fungsional yang sudah ditetapkm t hari

Daftar Nominatif peserta
diklat fungsional yang

sudah didaftarkan

8 Memfasilitasi Diklat fungsional
Daftar Nominatif peserta diklat

fungsional yang sudah
didaftarkan

I hari l,aporan pelaksanaan diklat
fungsional

10
Menyerahkan dan menerima STIPP
diklat fungsional

la.poran pelaksanaan diklat
fungsional

I hari
Surat Tanda Tmat

Pendidikan dan Pelatihan
diklat fungsional

11
Mengarsipkan STTPP diklat
fungsional

Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan diklat fungsional

t hari
Arsip Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan

diklat fungsional

Keglatan

l-r !-r

___l

+ il-
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PEMERIITTAH KABUPATEI{ PURWAXAR'IA
BADAN KTPEGAWAIAI{ DAN PEXGEMBANGAIT STIMBER DAYA

MAIYUSIA

NOMOR SOP 26ISOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28

DISAHKAN OLEH

dan
Manusia

,

1(x)1

NAMA SOP
ORIEITTASI PEGAWN

PEMERINTAH DENGAN PER^IANJIAIT KER^'A

KUALIFIKASI PELAKSAITA :

1

2
Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3.

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentar:g Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Terfiang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2O19 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil
Keputusan Kepala L,embaga Administrasi Negara Nomor :

2S9lK.l|PDP.O7l2O22 Tentang Pedoman Orientasi Pegawai
4

Pemerintah Perjanjian Ke{a

1.

2.

3.
4.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses penyelenggaraan orientasi pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsiP

KETERKAITAN: PERALATAIT / PERLENGI(APAIT :

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimPanan arsiP

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PEITDATAAN:

Diperlukan koordinasi dengan LAN RI untuk pelaksanaan MOOC bagi
PPPK

1

2
3

Di slmpan se,bagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi / pemutakhiran apabila terjadi perubahan

DASAR HUKI,IM:



PEIYEI,ENGGARAAIIoRIEITTASIPEIGAWAIPEME'RINTAHDENGANPERJAITJIANKER.IA
Nomor : 26ISOP BI{PSDM/2O23

WaktuLAICPDAnggotaKetua
TlmKABIDKABAN

Surat rekomendasi
penyelenggaraan Orientasi PPPKminggu

surat pengaju6n peserta
Orientasi PPPK dan Lampiran

Daftar Calon Peserta
untuk mengikuti Orientasi PPPK

Membuat usulan
Caion Peserta

1

t had
Surat Pemberitahuan

penyelenggaraan Orientasi PPPK
Surat rekomendasi

penyelengga.raan Orientasi PPPKMenyampaikan surat pemberitahuan

ke Perangkat Daerah tentang
orientasi PPPK

2

Surat surat usulan Calon Peserta

untuk mengikuti Orientasi PPPK

dari KePala Perangkat Daerahminggu
Surat Pemberitahuan

penyelenggaraan Orientasi PPPKsurat usulan Calon

mengikuti Orientasi PPPK

Berkas Persyaratan administrasi
peserta Odentasi PPPKminggu

Surat surat usulan Calon
Peserta untuk mengikuti

Orientasi PPPK dari KePala

Perangkat Daerah4
MelengkaPi berkas PersYaratan

administrasi Orientasi PPPK

T
t hari

Hasil verifikasi Berkas Persyaratan

administrasi Peserta Orientasi
Berkas Persyaratan administrasi

peserta Orientasi PPPK
5 Memverifikasi berkas persyaratan

Daftar Nominatif peserta Qlientasi
PPPK yang sudah ditetapkant hari

Hasil verifikasi Berkas

Persyaratan administrasi peserta

Orientasi PPPK6
calon peserta Orientasi

PPPK

Pemantauan keglatan M()OC
Peserta Orientasi PPPI(t hari

Daftar Nominatif Peserta
Orientasi PPPKYang sudah

ditetaPkan7 Orientasi PPPK
Diklat Mandiri MOOC

Surat Kelulusan Peserta untuk
Diklat Mandiri MOOC:

Pemantauan kegiatan MOOC

Peserta Orientasi PPPK
Menerima Surat Kelulusan Peserta
untuk Diklat Mandiri MOOC Pada
Orientasi PPPK

8

Surat pemberitahuan ke Perangkat
Daerah tentan g Penyelen gg:araan

onentasi Pengenalan nilai dem etika
PPPK

Surat Kelulusan Peserta untuk
Diklat Mandiri MOOC

Menyampaikan surat pemberitahuan
ke Perangkat Daerah tentang
penyelenggaraan orientasi
Pengenalan nilai dan etika PPPK

9

Mutu Baku
Pelaklgna Kett

OutPutKelengkapanKeglatal

1

1

1



Mutu BakuPelaksana Kett
Yaktu OutputLAN KelenglapanPDKetua

Tlm
Anggota

TlmKABAN KABIDNo. Neglatan

t aporan penyelenggaraan orientasi
Pengenalan nilai dan etika PPPK

Surat pemberitahuan ke
Perangkat Daerah tentang
penyelenggaraan orientasi

Pengenalan nilai dan etika PPPK
10

Menyelenggarakan Orientasi
Pengenalan Nilai dan Etika PPPK

t hari
Sertifikat kelulusan peserta untuk

Orientasi Pengenalan Nilal dan
Etika PPPK

I-aporan penyelenggaraan
orientasi Pengenalan nilai dan

etika PPPK11

Menerbitkan sertifrkat kelulusan
peserta untuk Orientasi Pengenalan

Nilai dan Etika PPPK

l,aporan penyelenggaraan orientasi
PPPK

Sertifi kat kelulusan Peserta
untuk MOOC dan Orientasi

Pengenalan Nilai dan Etika PPPKt2
I-aporan PenYelen ggaraan

PPPK

t hari
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan diklat fungsional
laporan penyelenggaraan

orientasi13
Melaporkan hasil penyelenggaraan

Orientasi PPPK kePada LAN

Arsip Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan diklat

fungsional
t hariSurat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan diklat fungsional14
Mengarsipkan l,aporan
penyelenggaraan Orientasi PPPK

-E ,E
Cl -GT
+ il
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27NOMOR SOP
o1 2023TGL.

TGL. RII/ISI
28 2023TGL. EFEKTIF

NIP.

Kepala

10()1
0-

Kepegawaian dan
Daya Manusia

DISNII{AIT OLEH

DIKLAT DI
REKOMENDASI

PERAITGI(AT DAERAII
IYAMA SOP

t

{, ctrEEEl ..

PEMERIITTNI I{ABUPATEIT PURWAXARTA
BN)A![KEPEGAWAIAIIDAIIPpI{GEMBAIVGANSIIMBERDAYA

MAITUSIA

KUALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR HUKUM:

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan surat Rekomendasi Persetujuan

Penyelenggaraan Diklat Di Perangkat Daerah

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

4. Mengolah data dan arsiP

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 202O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri SiPil;

KETERKAITAN:

2. KomPuter dan Scanner
3. ATK dan odner PenYimPanan arsiP

1. Buku Registrasi / file registrasi
1. SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis

PENCATATAII DAN PENDATAAN
PERIITGATAIT;

2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan

L ni slmpan sebagai data dan dokumen

Penyelenggaraan Diklat di Perangkat Daerah

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

Surat Rekomendasi Persetujuan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsiP

1. Ketidaktertiban Proses

PERSEf,UJUAIY.



PENERBITAN SURAT REKOUEIVDASI PERSETUJUAI| PEI{YELENCIGA.RAA'IT DIXLAT DI PERANGXAT DAERAII

I{omor : 27ISOP BI(PSDU/2O23

No. Ilegieta!
Pclatsa["e Kett

PD Xctua Ttm Xabid Kcpela IkleDgLapan Wahu t

t
Membuat permohonan rekomendasi
penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan di Perangkat Daerah

1. Kerangka Pelaksanaan
Penyelenggaraan Diklat

2.DaItar usulan cslon peserta diklat
di Perangkat Daerah

3.Nota Kesepahaman dan /
Perja,ljian Kerjasama

t hari

Surat permohonan
rekomendasi

penyelenggaraan diklat dr
Perangkat Daereh

2

Menerima dan mernverifi kasi
permohonan rekomendasi
penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan di Pe.angkat Daerah

Surat permohonan rekomendasi
penyelenggaraan diklat di Perangkat

Daerah

I had Hasil verilikasi berkas
persyaratan adrninistratrf

3
Membuat surat rekomefl dasi
penyelenggaraan diklat di Perangkat
Daerai

Hasil verilikasi berkas persyaratan
administratif

I hari
Draft surat rekomendasi

penyelengga.aan diklat di
Perangkat Daerah

Memproses penetaPan surat
rekomendasi Penyelenggaman dfi at
di Perangkat Daerah

Draft surat rckomendasi
penyelenggaraan diklat di Pemngkat

Daerah
t hari

Surat rekomendasi
penyelenggaraan diklat di

Perangkat Daerai

Menyamparkan surat rekomendasi
penyelenggaraan dililat di Pemngkat
Daerah

Surat rekomendasi penyelenggaraan
diklat di Perangkat Daerah

t ha-ri
Surat rekomendasi

peflyelenggaraan diklat di
Perangkat Daerah

6 Mengarsipkan surat rekomendasi
Surat rekomendasi penyelenggaraan

diklat di Perangkat Daerah
t hari

Arsip Surat rekomendasi
penyelenggaraan diklat di

Perangkat Daerah

lf,utu Batu

-]

+
lfir
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PEDIERINTAH KABUPATEN PTIRWAI(ARTA
BN)AIT KTPDGAWAIAI| DAIT PEITGEMBAIYGAIT SIIMBER DAYA

MAITUSIA

NOMOR SOP 28ISOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 2o23
TGL. REVISI
TGL. ET'EKTIF 28 Agustus 2023

DISAHI{AIT OLEH

Kepegawaian dan
Daya Manusia

l(x)1

I{AMA SOP ;"-ffifuMosl DArr MUTASI PNs

DASAR HUKIIM: KUALIFII(ASI PELAKSAIISA :

1

2
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3.

4.

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentartg Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manqjemen
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2O19 Tentang Tata Cara Pelaksanaarl Mutasi.
Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2O2O Tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

l. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Promosi dan Mutasi PNS

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan mictosofi
olfice.

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KETERI(AITAN: PERALATAIT / PERLENGKAPAN :

1. SOP Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK dan odner penyirnpanan arsip

PERIIYGATAN: PEIICATATAIT DAN PEITDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbita.n Surat Rekomendasi Persetujuan
Penyelenggaraan Diklat di Perangkat Daerah

2. Penegasan wewenang dan alur keda dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



Pemohon
(Perangkat

Daerah)
Kepala BKPSDM Kabid Pengembangan

SDM
Tim Baperjakat Bupati BKN Persyaratan /

Kelengkapan
Waktu Output

1. Surat usulan permohonan mutasi, rotasi dan promosi dari perangkat daerah Surat permohonan Surat permohonan

2.
Menerima Surat usulan permohonan mutasi, rotasi dan promosi dari perangkat daerah dan 
mendisposisikan ke Kepala Bidang Pengembangan SDM

Surat permohonan 1 Jam disposisi Surat
permohonan

3.

Menerima disposisi Surat permohonan mutasi, rotasi dan
promosi perangkat daerah dari Kepala Badan, kemudian
direkapitulasi, diperiksa, ditelaah dan di analisa sesuai peruntukkannya dengan mempertimbangkan 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam aspek kepegawaian, serta mempertimbangkan 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, syarat jabatan serta analisis beban kerja dan ketersediaan ASN eksisting 
pada jabatan lama dan jabatan baru yang diusulkan yang akan menjadi bahan pertimbangan Tim 
Baperjakat

disposisi Surat
permohonan

2 Jam

Rekapitulasi dan
analisa usulan
jabatan (SKP, SK
Terakhir, SK
Panglat/Golongan)

4.

Tim Baperjakat menerima usulan dan menganalisa dari
rekapitulasi usulan kemudian melaksanakan pembahasan berdasarkan norma-norma kepegawaian dan 
aspek lainnya seperti : syarat jabatan, aspek senioritas, pengalaman kerja, prestasi dan kinerja, dedikasi 
dan loyalitas, moralitas, hasil uji  kecakapan dan kelayakan, file assessment, sistem karier dan pola 
pembinaan PNS,Pertimbangan objektif lainnya yang mendukung pada proses promosi, mutasi maupun 
rotasi jabatan dalam rangka seleksi mutasi, rotasi dan promosi yang hasilnya berupa nominatif kandidat 
yang dilaporkan sebagai pertimbangan untuk diputuskan oleh Bupati

Rekapitulasi dan
analisa usulan 
jabatan
(SKP, SK Terakhir, 
SK
Panglat/Golongan)

3 Hari BA Baperjakat

5.
Mengajukan surat nota dinas usulan rekomendasi berikut lampiran nominatif kandidat yang pegawai 
yang akan dimutasi, rotasi dan promosi yang merupakan hasil pertimbangan dan ditanda tangani oleh 
Ketua Tim Penilai Kinerja/Baperjakat atau Pyb

BA Baperjakat 1 Hari SK Bupati (PPK)

6.
Menerima Daftar Penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta melakukan input usulan 
rotasi mutasi dan Promosi melalui aplikasi Integrated Mutasi BKN (IMUT)

SK Bupati (PPK) 1 Hari

usulan pengisian
jabatan / ususlan
pertimbangan
teknis

7.
Mengusulkan usulan pertimbangan Teknis BKN terhadap usulan yang telah ditetapkan oleh PPK 
berdasarkan kewenangan PPK dan Usulan Ketua Tim Penilai Kinerja / Baperjakat

usulan pengisian
jabatan / ususlan
pertimbangan 
teknis

1 Hari
surat
pertimbangan
teknis BKN

8. Menerima dokumen pertimbangan Teknis dari BKN terhadap data usulan mutasi, rotasi dan promosi surat pertimbangan
teknis BKN

1 Hari
disposisi surat
pertimbangan
teknis BKN

9.
Memberikan rekomendasi pertimbangan teknis pelaksanaan pengangkatan, untuk kemudian ditetapkan 
dalam bentuk surat keputusan bupati atas dasar koordinasi dengan perangkat daerah koordinasi

disposisi surat
pertimbangan 
teknis
BKN

3 Hari surat rekomendasi
pelantikan

10.
Menerima hasil penetapan pengangkatan dalam jabatan dalam bentuk surat keputusan Bupati tentang 
mutasi, rotasi dan promosi tersebut.

disposisi surat
rekomendasi
pelantikan

1 Hari
disposisi surat
rekomendasi
pelantikan

11.
Menerima hasil penetapan pengangkatan keputusan Bupati dalam rangka mutasi, rotasi dan promosi 
dan mendisposisikan pada Kepala Bidang Pengembangan SDM untuk dilakukan kegiatan pelantikan dan 
pengambilan sumpah dan janji jabatan

disposisi surat
rekomendasi
pelantikan

2 Hari
disposisi surat
rekomendasi
pelantikan

12.
Menerima disposisi penyusunan petikan Surat Keputusan
Bupati tentang mutasi, rotasi dan promosi dan menyerahkannya kepada pejabat yang dilantik dan 
diambil sumpah jabatan

disposisi surat
rekomendasi
pelantikan

1 Hari berkas pelatikan,
SK Pelantikan

SK Bupati tentang 
Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian dalam dan 
dari jabatan

13 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada BKN, DPRD dan Kemendagri berkas pelatikan 1 Hari Laporan

SOP MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI ASN

NOMOR : 28/SOP BKPSDM/2023

Kegiatan

Pelaksana

No.

Mutu Baku

Ket

Tidak

Ya
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NOMOR SOP 29ISOP BKPSDM/2()23
TGL. PEMBUATAN 01 Asustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. ET'EKTIF 28 Asustus 2023

DISAHI{AIT OLEH

.bangan

!- l.

IYAIUA SOP
FASILIf4iSM.EKSI TERBI,KA JABATAIT
PIMPINAIT'TEYGGI

DASAR HUKUM: KUALIFII(ASI PELAKSAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentarrg Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2O2O Tentang Pengisiart
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rrrwakarta

4.

l. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses fasilitasi seleksi jabatan pimpinan tinggi
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi office.
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KETERXAITAN: PERALATAN / PERLENGI{APAN :

SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAIT: PENCATATAN DAN PEITDATAAN:
1. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan
2. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

PE}IERINTAII I(ABUPATEN PURWAIIARTA
BN'AIT KTPEIGAWAIAIT DAIT PEITGEMB/TXGAN SIIMBER DAYA

MANUSIA

Kepegawaian dan
pFmber Daya Manusia



FASILITASI SELTI(SI TERBUXA JABATAN PIUPIITAIT TII|GGI

I$omor : 29 I $oP BIIPSITM/2O23

Xcgi.taa

PelaLram
KetArggota

Tlm
N€tua
TiD Kebtd Xepala Gubernur KAST Keaerdag

n Paurelda Bupatl
Cdon

Pegrte Keleaglapu Ual*u Output

I Menelaah
fomasi JPTymg kosong

Data JPT ymg kowng t hari
Daftar JPT yang

akan di isi dengan
wleksi terbuka

2

Membuat surat pengajuan
rekomendasi pelaksanaan
seleksi terbuka JPI ke
Gubernur

Daftar JPT ymg akm
di isi dengan seleksi

terbuka
6O menit

slmt pengajuan
rekomendasi

pelakwaan seleksi
terbuka JPT ke

Gubernur

.t

Mengajulm rekomendasi
pelaksanaan seleksi
terbuka JPT ke Gubemur

surat pengajuan
rekomendasi

pelaksanaan seleksi
terbuka JPT ke

Gubemur

30 menit
Tanda terima

penerimaan surat

4
Menerbitkan rekomendasi
pelaksanaan seleksi terbuka
JP/T

surat pengajuan
rekomendasi

pelaksanaan seleksi
terbuka JPT

2hxi
surat rekomendasi

pelaksanaan seleksi
terbuka JPT

5
Membuat surat pengajuan
rekomendasi pelaksanaan
releksi terbuka JPT ke KASN

draft surat pengqium
rekomendasi

pelaksanaan seleksi
tertruka.lPT

60 menit

surat pengajuan
rekomendasi

pelakwaan seleksi
terbuka JPT

6
Mengajukan rekomendasi
pelaksanaan sleksi
terbuka JPT ke KASN

surat pengajum
rekomendasi

pelakm*leksi
terbuka JPf

30 menit
Tmda terima

penerimm surat

7
Menerbitkan rekomendasi
pelaksanam sleksi terbuka
JI/T

t--

surat pengajuan
rekomendasi

pelaksmm sleksi
terbuka JPI

2 }lari
surat rekomendasi

pelaksanaan seleksi
tertruka .IPT

8
Mengumunkm wleksi
terbuka JPT website/ medsos -B surat rekomendasi

pelakmmleksi
terbuka JPI

1 minggu
Informasi tentang

seleksi terbuka JPI

I[o.

Uutu Baku

O
__l

* T
ClT

*

cr r-t

T
Cr L
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xegleta!

Pelakram
Calon

Pe$rtaArggota Netue
Tlm

Ksbtd Kepala Grrbsrur KASN
Kaeltlag PiE 6ldr Brp.tl

Tta rf

[utu
Net

Igo. Kelenglapu Wattu Output

I Mendaltarkm dm
melampirkan persytratan

T

Infomasi tentang
releksi terbuka JPT

t hari
Dokumen

Persyaratan seleksi
terbuka JPI

10
Me-mverifikasi dokumen
p€rsyaratan

__l
Dokumen Persytratan

seleksi terbuka JPT
t htri

Dokumen
Persyaratan seleksi
terbukaJPl yang
telah di verifikasi

1l Mengmumkan kelulusan
sleksi administrasi

Dokumen Persyaratan
wleksi terbuka JPT

ymg telah di verifikasi
t hari

Infomasi kelulum
seleksi administrasi

12
Mengumumkan jadwal
assesment dan wawancara

Informasi kelulusan
seleksi administrasi

t hari
Informasijadwal
assesment dan

wawallcara

13
Menyelenggrakm Asessment
& wawanctra

Inlomasi jadwal
asresment dan

wawmcffa
t htri

Pelaksanaan
aswsment dan

wawancffa

74
Penetapan kePutusan
Panselda untuk nilai
kelulusan

L-
PelakS€maan

assesment dan
wawancffa

t hari Hasil Asessment &
wawmcara

15
Mengumumkm kelulusan
wleksi terbuka JPT I

Hasil Asessment &
wawanctra

t htri
Infomasi Hasil
Awssment &
wawalcara

16

Mengajukan rekomendasi
hasil wleksi terbuka JPT ke

KASN dmKemendagri untuk
Kadisdukcapil

Infomasi Hasil
Asessment &
wawmcara

2}lai
Surat Ajuan

rekomendasi hasil
seleksi terbuka JPI

77
Menerbitkan rekomendasi
hasil seleksi terbuka JPT

Surat Ajuan
rekomendasi hasil
sleksi terbuka JI/I

t hari
Surat rekomendasi

hasil sleksi terbuka
JPI dari KASN

18

Menerbitkan rekomendasi
hasil seleksi terbuka JPI
untuk KadisdukcaPil

Surat Ajuan
rekomendasi basil

seleksi terbuka JPT
t htri

Surat rekomendasi
hasil sleksi terbuka
JPT dari Kemendagri

19 Melaporkan kePada BuPati
L Surat rekomendasi

hasil wleksi terbuka
JPI dtri KASN dan

Kemendagri

Iaporan hasil
terbuka JPT

C]

fl .F

+ *
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30 soPNOMOR SOP
o1 2023TGL. PEMBUATAN

TGL. RTVISI
202328TGL. Etr'EKTII.

1995()310()1

Kepegawaian dan
Daya Manusia

DISAHKAN OLEH

PEIYYESUAIAN IJAZAII
UJIAN

NAMA SOP

a!' t

,, f!-Srff ..
-1,. r ,

PEMERINTAII KABUPATEN PURWAKARTA
BN'AIT KEPEGAWAIAIT DAN PEITGEMBANGAN SI'MBER DAYA

MAITUSIA

KUALIFIKASI PELAI(SANA :
DASAR ITUKUM:

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan ujian Penyesuaian ljazah

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsiP

Peraturan Pemerintah Nomof 11 TahUn 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12

Tahun 2OO2

4.KeputusanKepalaBadanlGpegawaianNegaraNomor12Tahun2o02Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peratqran Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO Tentang

Kenaikan Pang!<at Pegawai Negeri sipil sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
BKN dan Ketua LAN Nomor 12lSE/1981 dan

41 Negara5Nomor Aparatur Sipiltentang1 U:Undang-
AtasPerubahantahun 20207 tentang1NomorPemerintanPeraturan2.

5. SE bersama KePala

193/Sek.LAN l8lt98t Pelaksanaan Dinas Negeri Sipil.
PERLEITGKAPAN:KETERXAITAN:

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;

1.
c
3. ATK

1. SOP Pengusulan
SOP Penerbitan

T\rgas Belajar
Surat Keterangan Belqiar

PEIICATATAIT DAII PEITDATAAN:
PERIIIIGATAN:

2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
1

2
3

Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan UPI

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan UPI

pelaksanaan



FASILITASI PEIYYELENG'GARAAN UJIAN PEITYESUAIAIT I.,AZAII (T,PI)

Nomor : 3O/SOP BKPSD[/2O23

Ifo. Keglataa

Pelaksana tutu Baku

K€tt
PD

Angseta
Ttm Ketua Tir r(abid Xepala Kelengkepaa Tlattu Output

1
Menyampaikan surat edaran
penyelenggaraan UPI

Surat Pemberitahuan
penyelenggaraan UPI

I hari
Informasi jadwal
pelaksanaan dan
persyaratan peserta

2
Menyerahkan berkas usulan UPI
melalui pengelola kepegawaian
Perangkat Daerah

- -l Surat Pengantar dan lampiran
berkas usulan UPI

7 hari
Surat Pengantar dan
lampiran berkas usulan
UPI

3
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Pengantar dan lampiran
berkas usulan UPI

7 bari
- lembar Disposisi
- Surat Pengantar dan
berkas usulan UPI

4
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah t-

- Lembar Disposisi
- Surat Pengantar dan lampiran
berkas usulan UPI

t hari disposisi surat

5
Memverifikasi berkas usulan dan
membuat daftar calon peserta
UPI

T

T

Disposisi Kepala Badan dan
Kepala Bidang dan Berkas
usulan UPI

t hari Hasil Verifikasi

Hasil
verifikasi:
1. memenuhi
persyaratan,
2. tidak
memenuhi
persyilatan
3. berkas
tidak lengkap

6
Memeriksa dan memaraf daftar
calon peserta UPI

L- Hasil Verifikasi I hari Draft nominatif calon
peserta UPI

Menetapkan calon peserta UPI

LYrL
Draft nominatif ca-lon peserta
UPI

t hari Nominatif peserta UPI

8
Mengumumkan calon peserta
UPI

Nominatif peserta UPI 1 jam Surat Pemberitahuan
peserta UPI

--l

--_-l,_



IIo. Kegiatan

Pelatsana Mutu Baku
Kett

PD
Anggota

Ttm
Itutua TiE Kabtd Kepala Kelengkapaa trIaHu Output

I Melaksanakan Pembekalan
Surat Pemberitahuan Peserta
UPI

I hari
Informasi teknis UPI dan
pembekalan mindset/Pola
keda

10 UPI
Informasi teknis UPI dan
pembekalan mindsetlPola kerja

2 h.ait
Daftar Hadir
keikutsertaan UPI

11
Menerima hasil UPI dari Pihak Daftar Hadir keikutsertaan UPI 2 hari Berita Acara darr Hasil

pelaksanaan UPI

t2 Memproses Penetapan hasil UPI
Berita Acara dan Hasil
pelaksanaan UPI

t hari
Daftan nominatif
kelulusan peserta dan
STLUPI

13
Mengumumkan kelulusan
peserta UPI

Daftar nominatif kelulu san
peserta dan STLUPI

1 jam
Surat Pemberitahuan hasil
Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat

T4

Menerima Surat Tanda Lulus
Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPD

Surat Pemberitahuan hasil Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat

t hari
Surat Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPI)

15 Mengarsipkan surat

Surat Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat
(STLUPD

10 menit

Arsip Surat Tanda Lulus
Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat
(STLUPD
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PEMERII{TATI I(ABI'PATEIT PT'RWAKARTA
BADAN KTPEGAWAIAIT DAIT PEI{GEMBANGAN SIIMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 3I/SOP Br{PSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF. 28 Agustus 2023 I

DISAHKAIT OLEH

Kepegawaian dan
Daya Manusia

TL

A 199sO310()1

NAMA SOP @GGARAAN. TINGKAT I "*
UJIAN DII{AS

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang Nomor 5 tahun 4 tentang Aparatur Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentarrg Kenaikan Panglat Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun
20,02

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2O02 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO Tentang

Kenaikan Pangtat Pegawai Negeri sipil sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. SE bersama Kepala BKN dan Ketua IAN Nomor |2/SE/I981 dan

l93/Sek.l,AN l8l198I tentang Pelaksanaan U.1-ian Dinas Pegawai Negeri sipi1.

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 27 Tahun 2O16 tentang Pedoman Ujian Dinas

& Ujian Penyesuaian Pangkat PNS di Lingkungan Jawa Barat

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

KEIERI(AITAN: PERALATAN / PERLEII GKAPAIT :

1.
2.
3.

SOP Pengusulan T\rgas
SOP Penerbitan Surat Keterangan Belqiar
SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERIIYGATAIY: PEIICATATAN DAN PEITDATAAN:

1.

2.
3.

Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan Ujian Dinas Tingkat I
Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



TASILITASI PEIiTY-ELEIIGGARAAIT UJIAN DINAS TIITGKAT I
IYomor : 31/SOP BKPSDU/2O23

I{o. Kegiatan
Pelafsara Mutu Baku

Kett
PD

A,lggots
TtE

Ketua
ftm Kabtd Kepala KelengLapa.u Slalrtu Output

I
Menyampaikan surat edaran
penyelenggaraan Ujian Dinas
TK.I

Surat Pemberitahuan
penyelen ggaraan Ujian Dinas
TK.I

t hari
Informasi jadwal
pelaksanaan dan
persyaratan peserta

2

Menyerahkan berkas usulan
Ujian Dinas Tk.l melalui
pengelola kepegawaian
Perangkat Daerah

f Surat Pengantar dan lampiran
berkas usulan Ujian Dinas
TK.I

7 hari
Surat Pengantar dan
lampiran berkas usulan
Ujian Dinas Tk.I

J
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Pengantar dan lampiran
berkas usulan Ujian Dinas
TK.I

7 hai
- lcmbar Disposisi
- Surat Pengantar &
berkas usulan Ujian
Dinas Tk.I

4
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah I - Lembar Disposisi

- Surat Pengantar dan
lampiran berkas usulan Ujian
Dinas Tk.I

t hari disposisi surat

5
Memverifikasi berkas usulan dan
membuat daftar calon peserta
Ujian Dinas Tk.I

Disposisi Kepala Badan dan
Kepala Bidang dan Berkas
usulan Ujian Dinas Tk.I

t hari Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi :

1- memenuhi
persyaratan,
2. tidak memenuhi
pereyaratan
3. berkas tidak
lengkap

6
Memeriksa daftar calon peserta
Ujian Dinas Tk.I L Disposisi Kepala Bidang I hari Draft nominatif calon

peserta Ujian Dinas Tk.l

7
Menetapkan calon peserta Ujian
Dinas Tk.I

LYIL Draft nominatif calon peserta
Ujian Dinas Tk.l

I hari Nominatif peserta Ujian
Dinas Tk.I

8
Mengumumkan calon peserta
Ujian Dinas Tk.I

Nominatif peserta Ujian Dinas
TK.I

1 jam Surat Pembentahuan
peserta Ujian Dinas Tk.l

9 Melaksanakan pembekalan
Surat Pemberitahuan peserta
Ujian Dinas Tk.l

I hari

Informasi teknis Ujian
Dinas Tk.l dan
pembekalan
mindset/pola kerja

-_l

tr



ilo. I(eglatan

Pelaksa!a Mutu Baku
Kctt

PD
Anggota

TIE
Kctua
TtD Kabtd Kepala KelengLapaa Waltu Output

10 Melaksanakan Ujian Dinas Tk.I
Informasi teknis Ujian Dinas
Tk.I dan pembekalan
mindset/pola ke{a

2 hari
Daftar Hadir
keikutsertaan Ujian
Dinas Tk.l

11
Menerima hasil Ujian Dinas Tk.l
dari pihak pelaksana

Daftar Hadir keikutsertaan
Ujian Dinas Tk.l

2h.ari
Berita Acara dan Hasil
pelaksanaan Ujian Dinas
TK.I

r2 Memproses penetapan hasil
Ujian Dinas Tk.l

Berita Acara dan Hasil
pelaksanaan Ujian Dinas Tk.l

I hari
Daftar nominatif
kelulusan peserta Ujian
Dinas Tk.l dan STLUD

13
Mengumumkan kelulusan
peserta Ujian Dinas Tk.I

Daftar nominatif kelulu san
peserta Ujian Dinas Tk.l dan
STLUD yang telah ditetapkan

1 jam Surat Pemberitahuan
hasil Ujian Dinas Tk.l

t4 Menerima Surat Tanda Lulus
Ujian Dinas Tk.I

Surat Pemberitahuan hasil
Ujian Dinas Tk.I

t hari Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas Tk.l

15 Mengarsipkan surat

I

Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD) Tk.II

1O menit
Arsip Tanda Lulus Ujian
Ujian Dinas (STLUD)
TK.II
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danKepegawaian
Manusiaber Daya

DISAHKAN OLEH

UJIAN DINAS
NAMA SOP

.r, trEtrtEl ..

I

PTMERINTAH KABI'PATEN PT'RWAI(ARTA

BADANKEPBGAWAIAIIDAIIPEI{GEMBAIYGAIISIIMBERDAYAMAIUSIA

KUALIFIKASI PELAKSAI{A :
DASAR I{UKIIM:

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat II

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsiP

1.

2.
3.

4.
5.

2002
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2OO2 Tentang

KetentuanPelaksanaanPeraturanPemerintahNomorggTahun2oooTentang
Kenaikan Pang!<at Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. SE bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 72lsBll98l dan

issls"t."AN tSllgSl tentajng Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil'

lO. P.raturrn Gubernur Jawa Barat No' 27 Tahun 2o16 tentang Pedoman Ujian Dinas

I
2

NegaraAparaturtahun5 2 tentangNomorUndang-Undang
Atas PeraturanPerubahan20207 tahun tentangNomorPemerintanPeraturan

Sipil;Negeri20 Pegawal1 Tahun Tentang ManajemenNomorPemerintah
Kenaikan PegawaiPangkat2000 tentarrgTahunNo. 99PemerintahPeraturan

No. Ta.l.unt2PemerintaltPeraturandiubahtelah denganSipilNegeri sebagaimana

Penyesuaian Pangkat& Jawa BaratPNS di
PERALATAN

KETERI(AITAN:
1.

2.
3.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;

ATK

1

2
3 SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

TugasSOP Pengusulan
Surat BelajarKeteranganP PenerbitanSO

PENCATATAN PEIYDATAAII:DAN
PERINGATAIT:

Di lakukan registrasi manual dan elektronik

Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila

l.
c

3.

Di simpan sebagai data dan dokumen

terjadi perubahan
Ketelitian verifrkasi dokumen persyara

Ketidalrtertiban proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat II
1.

2.
3.

Ujian Dinas Tingkat IItan

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap Proses Pelaksanaan

1

1



FASILITASI PEITTELENGGARAAIT UJIAN DINAS TINGI{AT II

Nomor : 32ISOP 311119P9/2O2O
Mutu Baku

Pelakaana Keteralgaa
OutputWattuKeleagkaPaaKabid KepalaAnggota

Tfm
Ketua Tlmmf,o. Kegiata,l

Informasi jadwal
. dan
peserta

t hari
Pemberitahuan

Ujian DinasMenyamPaikan sur61

Dinas Tk.II
penyelenggaraan1

Surat Pengantar dan
lampiran berkas usulan
Ujian Dinas Tk,II

7 hariberkas usulan Ujian
Dinas Tk.ll

Pengantar dan

2

- Lembar DisPosisi
- Surat Pengantar & berkas

Ujian Dinas Ik.II
7 }rariberkas usulan Ujian

Dinas Tk.II

Pengantar dan

3
Menerima berkas dari

Daerah (PD)

t hari disposisi surat
trmbar DisPosisi

- Surat Pengantar dan

lampiren berkas usulan Ujian
tA.lldaerah

berkas dari
4

T
T

l. memenuhi
persyaratan,
2. tidak

berkas tidak

verifikasi

Verifrkasit hari
Disposisi KePala Badan dan

Kepala Bidang dan Berkas
Ujian Dinas Tk.lI5

usulan dan membuat
daftar calon Peserta Ujian

berkas

TK.II

nominatif calon
Ujian Dinas Tk'II

T

t hariDisposisi KePala Bidang
6 Ujian Dinas Tk.lI

daftar calon

Nominatif Peserta Ujian
Dinas Tk.III harinominatif calon Peserta

Dinas Tk.IIE
7

Menetapkan calon Peserta
Ujian Dinas Tk.II

peserta Ujian Dinas Tk.lI
Pemberitahuan

1 jamNominatif peserta Ujian Dinas

TK.II8 Ujian Dinas Tk.Il
calon

Menyerahkan berkas

usulan Ujian Dinas Tk.II

melalui Pengelola
kepegawaian Perangkat

lDaerah I
I



Kegtatan
PeIaLsaaa Uutu Baku

XeteraagaaAnggota
Tim Ketua Tlm Kabtd Kepala Keleagtapaa Wahu Output

9 Melaksanakan pembekalan
Surat Pemberitahuan peserta
Ujian Dinas Tk.lI

t hari
Informasi teknis Ujian Dinas
Tk.lI dan pembekalan
mindset/po1a kerja

10
Melaksanakan Ujian Dinas
TK.II

Informasi teknis Ujian Dinas
Tk.II dan pembekalan
mindset/pola kerja

2 hari Daftar Hadir keikutsertaan
U-iian Dinas Tk.lI

11
Menerima hasil Ujian Dinas
Tk.II dari pihak pelaksana

Da-ftar Hadir keikutsertaan
Ujian Dinas Tk.ll

2}lan
Berita Acara dan Hasil
pelaksanaan Ujian Dinas
TK.II

72
Memproses penetapan
hasil Ujian Dinas Tk.ll

Berita Acara dan Hasil
pelaksanaar Ujian Dinas Tk.II

I hari
Daftar nominatif kelulu san
peserta Ujian Dinas Tk.II
dan STLUD

13
Mengumumkan kelulusan
peserta Ujian Dinas Tk.ll

DaJtar nominatif kelulusan
peserta Ujian Dinas Tk.II dan
STLUD yang telah ditetapkan

1 jam Surat Pemberitahuan hasil
Ujian Dinas Tk.II

T4
Menerima Surat Tanda
Lulus Ujian Dinas Tk.II

Surat Pemberitahuan hasil
Ujian Dinas Tk.II

t hari Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas Tk.lI

15 Mengarsipkan surat
Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD) Tk.II

1O menit Arsip Tanda Lulus Ujian
Ujian Dinas (STLUD) Tk.II

PD
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PEMERIIYTAH KAEI'PATEIT PT'RWAKARTA
BADAN KEPDGAWAIAIT DAN PEI{GEMBANGAN SI'MBER DAYA MANUSIA

IYOMOR SOP 33/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAITI 01 Azustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Asustus 2O23

DISAHKAN OLEH

Kepegawaian dan
X,. Daya Manusia

rL

199sO31()()1

IiIAMA SOP
T'ASILITASIITJ iTOMPE"TEITSI JABATAN
FI'IIIGSIOIIAL

DASAR HUKIIM: KUALIFII(ASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2- Memahami proses fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fugnsional
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAIY: PERALATAIT / PERLEITGI{APAIT :

1. SOP Pengangkatan pertama jabatan fungsional
2. SOP Pengangkatan Jabfung melalui penyesuaian/inpassing
3. SOP Pengangkatan Jabfung melalui perpindahan

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN: PEITCATATAN DAIT PEIYDATAAIT:
1. Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan Ujikompetensi JF
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



FASILITASI U.'I TOMPETEITSI JABATAII FI'NG{IIOIVAL

IIoEor : 33/sOP BxPsDu/2023
Mutu Baku

I(ett
WattuKelenALapalrPD Bupatl Pembha JF

Atrggote
TlmI(abid Netu

TirDKepala
No. Xeglatan

Disposisi Surat pemberitahuan
menAenai Penyelenggaraan ujian
komp€tensi bagi JF dari instansi

pembina

Meneima surat Pemberitahuan
mengenai PeoYelenggaraan ujian
kompetensi bagi JF dari instarsi
p€mbina

Surat pemberitahuan
p€nyelenasaraan ujian

kompetensi bagi JF
t hari

Surat pembe tahuan
penveleresaraan ujian

kompetensi bagi JF2

Menyampajkan surat
edaran / pemberitah uan ke Perangkat

Daerah tentang penyelenggaraan
ujian kompetensi bagi JF dari
instansi pembina

Surat rekomendasi Calon Peserta

untuk mengikuti diklat teknis
dari Kepala Perangkat Daerahmmggu

Surat pemberitahuan
penyelengsaruan ujian

kompetensi bagi JF

Membuat usulan
p€rmohonan / u sulan Calon Pes€rta

untuk mengiL:uti ujian kompetensi

basi JF

3

2
minggu

Berkas Persyaratan administrasi
Calon Peserta ujian kompetersi

JF

PenetapaD Anska Kredit
JF, SKP 2 tahun bemilai
baik, SK jabatan terkahir,

SK Pangkat Terkahir,
ijaz-ah (untukpindah

kategori)

Metengkapi berkas Pelsyaratan

T

2 hari
Hasil verifikasi Administrasi

Calofl Pes€rta ujian kompetensi
JF

Berkas Persyaratan
administrasi Calon Peserta

ujian kompetensi JFMemverifi kasi berkas Persyaratan

Y

t hari
Daftar Nominatif Usulan Calon

Peserta ujian kompetensi JF

Hasil verifikasi
Administrasi Calon Peserta

ujian kompetensi JF
Menetapkan calon Peserta ujian

6

t hari
Daftar Nominatif p€s€rta diklat
teknis yang sudah didaftarkan

Daftar Nominatif Usulan
Calon Peseda ujian

kompetensi JF
Menyampaikan daftar nominatif
p€serta ke instansi P€mbina JF7

Daftar Nominatif peserta diklat
teknis yang sudah di tetapkanL hari

Daftar Nominatif peserta
diklat teknis yang sudah

didaftarkan
a

Menerbitkan surat Penetapan
peserta ujian kompetensi JF

Output

1
O

&
1

5

LnF
I

T
& f

tr +
-ts



trIo. Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Kett
Kepa.la Xabld Ketua

Tlm
Anggota

Tlnr PD Bupati Inrtaaarl
Pemblna JF Kelengkapaa Wahtu Output

9

Menyampaikan surat
edaran/pemberitahuan ke Perangkat
Daerah tentang penyelenggaraan
ujian kompetensi bagi JF

Daftar Nominatif peserta
diklat teknis yang sudah di

tetapkan

30
menit

Surat edaran / pemberitahuan ke
Perangkat Daerah tentang

penyelenggaraan ujian
kompetensi bagi JF

10
Menyampaikan surat rekomendasi
usulan pengangkatan dalam JF dan
kenaikan dalam JF

L Hasil penyelenggaraan
ujian kompetensi bagi JF

30
menit

Surat rekomendasi usulan
pengangkatan dalam JF dan

kenaikan dalam JF

11

Membuat nota dinas usulan
pengangkatan dalam JF dan
kenaikan dalam JF

Surat rekomendasi usulan
pengangkatan da-lam JF
dan kenaikan dalam JF

60
menit

Usulan pengangkatan dalam JF
dan kenaikan dalam JF

t2
Menetapkan keputusan
pengangkatan dalam JF dan
kenaikan dalam JF

Usulan pengangkatan
dalam JF dan kenaikan

dalam JF'
f hari

Keputusan pengangkatan dalam
JF dan kenaikan dalam JF

13

Menyerahkan penetapan keputusan
pengangkatan dalam JF dan
kenaikan dalam JF 'E keputusan pengangkatan

dalam JF dan kenaikan
dalam JF

t hari Tanda terima penyerahan
keputusan

t4
Mengarsipkan penetapan keputusan
pengangkatan dalam JF dan
kenaikan dalam JF

keputusan pengangkatan
dalam JF dan kenaikan

dalam JF
t hari Arsip

U
& -l

,tf -*

& F
+

* E 'E tr
G __.1



PEMERINTAH KAAI'PATEN PI'RWAKARTA
BN)AN KEPEGAWAIAN DAN PEtr{GEMBAIYGAN ST'MBER DAYA MAIIUSIA

NOMOR SOP 34/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Asustus 2O23

DISAHKAN OLEH

bangan

t.It
rl ,

t
1995031001

NAMA SOP
JABATAIT

DASAR TTUKUM: KUALIFII(ASI PELAI(SA,ITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1.

2.
3.

4.
5.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi
ofire
Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

KETERXAITAN: PERALATAil / PERLEI{GI(APAN :

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAI{: PENCATATAI| DAN PEIIIDATAAN:

1.

2.
3.

Ketidaktertiban proses pen gangkatan jabatan fungsional
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PENGAXGXATAN PERTAfiA JABATAIT FTINGSIONAL

Nomor :34/SOP BXPSDU/2O23
Mutu BakuPelatsana Kett

OutputWelrtuKelengkapaaKepalaKabtdI(etua TlmPD
Amggota

TtE
I{o. Keglatan

Surat Rekomendasi dan
persyaratarl5 menitSurat Rekomendasi dan berkas

persyaratan1
Menyerahkan berkas ke

BKPSDM

- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

5 menitRekomendasi dan berkas
persyaratan2

berkas dari Perangkat
(PD)

suratt hari
Lembar DisPosisi
Surat Rekomendasi dan berkas

3 daerah
berkas dari

til Nota Dinas pengusulan
dan Draft Suratt hariDisposisi surat

4
Memverifikasi dan menelaah

rekomendasi beserta

Surat Keputusan yang telah
di tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaian

4 hari
Dinas pengusulan

penetapan dan Draft surat
Keputusan5

Memproses PenetaPan Surat
Keputusan

Surat Keputusan1O menit
Keputusan Yang telah di
tangan Pejabat Pembina

Kepegawaian6
dokumen legalisir

nomor atas

Tanda Terima penyerahan SK1O menitKeputu san Pengangkatan
JF7 Surat KePutusan

Surat Keputusan
pengangkatan Pertama JF1O menitSurat Keputu san Pengangkatan

pertama JF8 surat keputusan



.r, EEEEEI ..

I

PEMERIITTAH I(ABI'PATEII PT'RWAI(AR'IA
BADAN KEPEGAWAIAIT DAIT PEITGEMBANGAN SIIMBER DAYA MAIVUSIA

NOMOR SOP 35/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 Azustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Azustus 2023

DISAHKAN OLEH

dan
Daya Manusia

1995031()()1

t
I{IP

ITAMA SOP
pencanffiatEr 

'ABATAII 
FTTNCTSTOITAL

MELllLr[ priff-risuenx / INPASSII{ G

DASAR HUKUM: KUALIFII(ASI PELAKSAIIIA :

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 5 un 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Al7 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor L Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2O23

tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

4

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses pengangkatan jabatan fungsional melalui
penyesuaian/ inpassing

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi.

oJftce
4. MenSrusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

KETERI(AITAN: PERALI\TAN / PERLEITGKAPAN :

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAIT PEITDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional
melalui penyesuaian/ inpassing

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PEITGAIYGKATAN JABATAIT TUilGSIOITAL MELALIII PEITYESUAIAN / INPASSII{G

Nomor : 35/SOP BXPSIDM/2O23

llo. Kegiatar

Pelaksana tutu Baku
Kett

PD
Aaggota

Tln Ketua Tirn Kabtd Kepala I(clengkapan Waku Output

1
Menyerahkan berkas ke
BKPSDM -l Surat Rekomendasi dan berkas

persya.ratan
5 menit Surat Rekomendasi dan

berkas persyaratan

2
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Rekomendasi dan berkas
persya.ratan

5 menit
- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

3
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah r-

- lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

2 hari Disposisi surat

4
Memverifikasi dan menelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

T
Disposisi surat 2 ll.ari

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft Surat
Keputusan

5
Memproses penetaPan Surat
Keputusan

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft Surat
Keputusan

2 h.ari
Surat Keputusan yang telah
di tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaiaa

6
Meregistrasi nomor atas
dokumen legalisir

Keputusan yang telah di tanda
tangan Pejabat Pembina
Kepegawaian

1O menit Register Keputusan

7 Menerima Surat Keputusan

I

Keputusan pengangkatan JP
melalui inpassing/ penyesuaian

1O menit Tanda Terima penyerahan
Keputusan

8 Mengarsipkan surat keputusan
Keputusan pengangkatan JP
melalui inpassing/ penyesuaian

10 menit
Arsip Keputusan
pengangkatan JF melalui
inpassing/ penyesuaiarrb



.r, tr[trfm..
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PEMERIITTAH KABUPATEN PT'RWAI(ARTA
BAI'AN KEPDGAWAIAIT DAIT PENGEIUBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 36/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAII 01 Agustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Azustus 2O23

DISAHKAN OLEH

t
A NIP

'\

1995031()01

NAMA SOP
PPTIhff G*ENATT.JABATAIT FI,NGSIONAL
MELALT,I Ptrif[IDAHAIT

DASAR HUKTIM: KUALIFII(ASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka IGedit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi
office
Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

1.

2.
3.

4.
5.

KETERKAITAIT: PERALATAIT / PERLENGKAPAIT :

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

3. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS

1. Buku Registrasi / frle registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAIT: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
I Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional

melalui perpindahan
Penegasan wewenang dan alur keda dalam setiap proses pelaksanaan2.

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila teq'adi perubahan



PEIYGAITGKATAN JABATAN FUITGSIONAL MELALIII PERPII{DAIIAN

Nomor : 36/SOP BXPSDM/2O23

Ifo. K€gtataa

Pelalsana Mutu Baku
Kett

PD
Anggota

Tin Kctua Tlm Kabid Kepala Keleaqkapan Walrtu Output

1
Menyerahkan berkas ke

BKPSDM

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratzrn

5 menit Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

o Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit
- kmbar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persya.ratan

3
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah t-

- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

2 hari Disposisi surat

4
Memverifikasi dan menelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

Disposisi surat t hari
Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft Surat
Keputusan

5
Memproses penetaPan Surat
Keputusan

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft Surat
Keputusan

2}:ad

Surat Keputusan yang
telah di tanda tangan
Pejabat Pembina
Kepegawaian

6
Meregistrasi Surat KePutu san
yang telah ditetapkan

Surat Keputusan yang telah di
tanda tangan Pejabat Pembina
Kepegawaian

1O menit Register Surat Keputusan

Menerima Surat Keputusan
Surat Keputusan Pengangkatan
JF melalui perpindahan

1O menit Tanda Terima penyerahan
SK

8 Mengarsipkan surat kePutusan
Surat Keputu san pengangkatan
JF melalui perpindahan

1O menit
Arsip Surat Keputusan
pengangkatan JF melalui
perpindahan

-]
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BADAIT KEPEGAWAIAIT DAN PEITGEMBANGAN STIMBER DAYA MANUSIA

KUALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR HUKIIM;

Memahami proses pemberhentian jabatan fungsional melalui

penyesuaian / inpassing
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsiP

1.
o

3.

4.
5.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Peraturan Pemerintan Nomor L7 tahun 202o tentang Perubahan Atas

peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan

Fungsional
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2o23

tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan

1

2

.)

4

Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

Fungsional
PERALATAN PERLEITGKAPAIT:

KETERKAITAN: 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

PEITCATATAN DAN PENDATAAIT:
PERINGATAN:

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan

1.

2.
3.

penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

1.

2.
3.

jabatan fungsionalKetidaktertiban Proses pemberhentian

peraturan perundang-undangan



PEUBERIIENTIAN JABATAN T"UITGSIOITAL
Nomor : 37ISOP BIIPSDM/2O23

Pelatsana Mutu Baku

Kepala Waktu
No. Xegiatao

PD
Anggota

Tlm
I(etua
TtE Kabtd I(elengkapan Output

I(Gtt

I Menyerahkan berkas ke
BKPSDM

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit
- l,embar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

o Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

2 }:.ariJ
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah l--

- I-embar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

Disposisi Surat

T
Disposisi Surat 2 }l.ari

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft Surat
Keputusan

4
Memverifikasi dan menelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

2 hari5
Memproses penetapan
Keputusan Pemberhentian JF

Nota Dinas pengusulan penetapan
dan Draft Keputusan
Pemberhentian JF

Keputusan Pemberhentian
JF yang telah di tanda
tangan Pejabat Pembina
Kepegawaian

6
Meregistrasi Surat Keputusan
yang telah ditetapkan

Keputusan Pemberhentian JF yang
telah di tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaian

1O menit Register Keputusan
Pemberhentian JF

Keputusan Pemberhentian JF 10 menit
Tanda Terima penyerahan
Keputusan Pemberhentian
JF

7 Menerima Surat Keputusan

10 menit8 Mengarsipkan surat keputusan Keputusan Pemberhentiafl JF
Arsip Surat Keputusan
pemberhentian jabatan
fungsional

I

-l
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PEMERINTAII I(ABI'PATEN PI'RWAKARTA
BADAITKEPDGAWAIAIIDANPEI{GEMBAI|GANSIIMBERDAYAMAIIUSIA

KUALIFIKASI PELAKSAI{A :
DASAR HUKIIM:

Memahami proses pengangkatan kembali jabatan fungsional;

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakar: microsofi

oJfice
Menyusundokumen-dokumensesuaidenganketentuantatanaskah
Mengolah data dan arsiP

1.

2.
3.

4.
5.

alur pelaksanaanMemalrami rincian tugas dalam setiap

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri SiPil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tent'ang Jabatan

Fungsional
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor' 3 Tahun 2O23

tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan

1

2

3

4.

Aparatur SiPil Negara

tentang Perubahan Atas
I20 4tahun tentang5NomorndangUndang-U

02027 untahNomorPemerintanPeraturan

Fungsional
PERALATAN

KETERKAITAII:

Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/ Jaringan internet;

ATK

1

2
3

Buku Registrasi / file registrasi
l. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

PEI{CATATAN PENDATAANDAN
PERII{GATAN:

Di lakukan registrasi manual dan elektronik

Dilakukan evaluasi / pemutalhiran apabila terjadi perubahan

1

2
3

Di simpan sebagai data dan dokumen
1.

2.
3.

balikem fungsionaljabatanKetidaktertiban pengangkatanproses
dalam pelaksanaanalurdan setiap proseskerjawewenangPenegasan

sesualtuhkandibutifadministra yang.tanKesesuaian persyara
peraturan perundang-

Kepafa



PEITGANGKATAN XEMBALI JABATAN T-T'ITGSIONAL

Nomor : 3E/SOP BKPSDU/2O23

Mutu BakuPelaksana

Walrtu Output
Kett

Kabid Kepala KeleaglapaaPD
Angota

Ttm Ketua Ttm
Ifo. Kegiatan

5 menit Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan-_]I Menyerahkan berkas ke

BKPSDM

5 menit
- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan2

Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

2l:.e;-i Disposisi surat
- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratant-

Mendisposisi berkas dari
perangkat daeralt

2 }rari

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft
Keputu san Pengangkatan
Kemba-li JF

Disposisi surat
T

4
Memverifikasi dan menelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

2l:.ai
Keputusan Pengangkatan
Kembali JF yang telah di
tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaian

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft Keputusan
Pengangkatan Kembali JF

5
Memproses penetapan
Keputu san Pengangkatan
Kembali JP

1O menit
Register Keputusan
Pengangkatan Kembali JF

Keputusan Pengangkataa
Kembali JF yang telah di tanda
tangan Pejabat Pembina
Kepegawaian

6
Meregistrasi Keputu san
Pengangkatan Kembali JF yang
telah ditetapkan

1O menit
Tanda Terima penyerahan
Keputusan Pengangkatan
Kembali JF

Keputu san Pengangkatan
Kembali JF7

Menerima Keputusal
Pengangkatan Kembali JF

1O menit
Arsip Keputusan
pengangkatan kembali
iabatan fungsional

eputusan Pengangkatan Kembali
JF8 Mengarsipkan surat keputusan

I



PEMERINTAH KABI'PATEIT PT'RWAXARIA
BADAN KEPDGAWAIAI{ DAIY PEITGEMBANGAN ST'MBER DAYA MANUSIA

ITOMOR SOP 39/SOP BKPSDM/2023
TGL. PTMBUATAN O1 Agustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

DISAHKAIY OLEH

Kepegawaian dan Pengem
Sumber Daya Manusia

{

ItP 1995031OO1

NAMA SOP
pprG@ FrrNGsrorrAL DARr
KATEC'diTH#RAIIPILAIT KE KATEGORI
I(EAHLIAIT

DASAR HUKIIM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses pengangkatan jabatan fungsional kategori keterampilan

ke kategori keahlian;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi.

oJfice
4. MenSrusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KEIERKAITAN: PERALATAN / PERLEII GKAPAI :

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;
3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat.

l. Buku Registrasi / frle registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses pengangkatan jabatan fungsional kategori

keterampilan ke kategori keahlian
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

t

lr



PTITGANGKATAIT JABATAN FUNGSIONAL DARI KETERA,UPILAN XE KEAIILIAN
I[omor : 39/SOP BKPSDM/2O23

No. Kegtatan
Pelaksaaa Mutu Baku

Kett
PD

Aaggota
Tlm

Ketua
Tlm Kabtd Kepala Kcleagkapan Waktu Output

1 Menyerahkan berkas ke BKPSDM
Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

2
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah [PD)

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

- l,embar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

3
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah t-

- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

2 }:.ari Disposisi Surat

4
Memverifikasi dan menelaah surat
rekomendasi beserta lampiran

E
Disposisi Surat 2h^eri

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft
Keputusan

5 Memproses penetapan Keputusan
Nota Dinas pengusulan penetapan
dan Draft Surat Keputusan

2 hari
Keputusal yang telah di
tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaian

6

Meregistrasi Keputusan
pengangkatan jabatan fungsional
dari keterampilan ke keahlian

telah ditetapkan

Keputusan yang telah di talda
tarrgan Pejabat Pembina
Kepegawaian

1O menit Register Keputusan

7
Menerima Keputusan
pengangkatan jabatan fungsional
dari keterampilan ke kea-hlian

Keputusan pengangkataa jabatan
fungsional dari keterampilan ke
keal"lian

1O menit Tanda Terima penyerahan
Keputusan

8
Mengarsipkan Keputu san
pengangkatan j abatan fungsional
dari keterampilan ke keahlian

Keputusan pengangkataa jabatan
fungsional dari keterampilan ke
keahlian

1O menit

ArsipKeputusan
pengangkatan jabatan
fungsional dari keterampilan
ke keahlian

-l
5 menit

f
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KUALIFIKASI PELAKSAITA :DASAR IIUKIIM:

Memahami proses kenaikan jabatan fungsional;

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

oJftce
Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsip

1.

2.
3.

4.
5.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tenitang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2023 Tentang Jabatan

Fungsional
peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2o23

tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan

1

o

3.

4

Undang-Undang Nomor

Fungsional
PERALATANKETERXAITAIII:

Buku Registrasi / frle registrasi
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
ATK

I
2
3

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat.

PEITCATATAIT DAN PENDATAAN:PERINGATAN:

Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan

1

o

3

Di simpan sebagai data dan dokumen

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

l.
2.
3.

jenjang jabatan fungsionalKetidaktertiban proses kenaikan

undanganperaturan

BKPSDM/2O23



I(EI| AIXAIT JEICJANG JABATAN T'UNGSIOITAL

Nomor : 40/SOP BKPSDU/2O23

Mo. Kcgfatan

Pelaksara Mutu Baku
Kett

PD
Aaggota

Tim
Kctua
Ttn Kebld Kepala KelenskaPa[ Waktu Output

1 Menyerahkan berkas ke BKPSDM
Surat Rekomendasi dan berkas
persya.ratan

5 menit Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

2
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit
- lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

3
Mendisposisi berkas dari perangkat
daerah t-

- lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

2 hari Disposisi Surat

4
Memverifikasi dan menelaah surat
rekomendasi beserta lamPiran

T
Disposisi Surat 2hari

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft
Keputusan

5
Memproses penetapan KePutusan
Kenaikan Jenajng JF

Nota Dinas pengusulan penetapan
dan Draft Keputusan Kenaikan
Jenajng JF

2han

Keputusan Kenaikan
Jenqing JF yang telah di
tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaian

6
Meregistrasi Keputusan kenaikan
jen-iang jabatan fungsional yang
telah ditetapkan

Keputusan Kenaikan Jenajng JF
yang telah di tanda tangan Pejabat
Pembina Kepegawaian

1O menit Register Keputusan
Kenaikan Jenajng JP

7
Menerima Keputu san kenaikan
jenj ang jabatan fungsional

Keputusan kenaikaa jenjang
jabatan fungsional

lO menit
Tanda Terima penyerahan
Keputusan Kenaikan
Jenajng JF

8
Mengarsipkan Keputu san kenaikan
jenjang jabatan fungsional

Keputusan kenaikan jenjang
jabatan fungsional

1O menit Arsip Keputusan kenaikan
lenj ang jabatan fungsional

-l
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PEMERINTAH KABUPATEN PURUIAKARTA
BADAIT I(EPDGAWAIAN DAIT PENGEMBANGAIT SUMBTR DAYA MAITUSIA

KUALIFIKASI PELAKSAITA :
DASAR ITUKUM:

Memahami proses Penerbitan surat izin seleksi tugas belajar;

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SITIBEL

Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsiP

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

pemerintah Nomor 11 Tahun 201? Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil
peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2OOO

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birolcasi No,

o4 TAhun 2013 tentang Pemberian TUgas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri

Sipil
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No'

5

6.

NegaraSipil20 4 tentang5NomorUndang-Undang
PeraturanAtasPerubahan7I 2020tahunNomor tentangPemerintanPeraturan

PemberianMaksimal T\rgasPensiunI'Batas sia33264 M.PAN- tentangRBi tol2oBl
lzinPNSdanDosen serta BelajarPNSar Guru,Belaj bag

Surat KeteranganPemberian lan2009Tahun Belajar63 tentangNo.Peraturan Bupati
Kenaikan PangkatPenyesuaiandanFormal UjianPendidikanLulustelah Mengikuti

PurwakartaPemerintah Kabupatendi LingkunganPegawai

2.

3.

4.

PERLENGKAPAIT:
KETERXAITAN:

1.

2.
3.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
ATK

1. SOP Pengusulan T\rgas Belajar;

2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

PEITCATATAN DAN PENDATAAI{:
PERIIIIGATAII:

Di lakukan registrasi manual dan elektronik
takhiran apabila tedadi perubahan

1.

2.
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen

Dilakukan evaluasi/ Pemu
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

1

2

seleksi tugas belajarlzfiltsuraPenerbitanKetidaktertiban proses

perundang-undangan



PEITERBITAN SURAT IZIN SELEKSI TUGAS BELA"'AR

Nomor : 4|ISOP BXPSIDM/2O23

l{o. K.giatan
Pelaksana Mutu Baku

Kett
PD

Aaggota
TtE Ketua Tln Kebtd Kepala Kelenglropaa Walrhr Output

1
Menyerahkan berkas ke

BKPSDM --]
Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

5 menit
Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

c Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

5 menit
- kmbar Disposisi
- Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

3
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah

- I-embar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
Perangkat Daerah

2hai Disposisi Surat

4
Memverifi kasi dan menelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

Disposisi Surat 2h^ai Draft Surat Rekomendasi Izin
Seleksi T\rgas Belajar

5
Memberikaa paraf PenetaPan
Surat Izin Seleksi'I\rgas Belajar

Draft Surat Rekomendasi Izin
Seleksi Ttrgas Belajar

I hari
Draft Surat Rekomendasi Izin
Seleksi T\rgas Belajar yang
telah diparaf

6
Memberikan tanda tangan
penetapan Surat Izin Seleksi
Ttrgas Belajar

T Draft Surat Rekomendasi lzin
Seleksi T\:gas Belqjar yang telah
diparaf

t hari
Surat Rekomendasi Izin
Seleksi Tugas Belajar yang
telah ditandatangan

7
Meregistrasi Surat Izin Seleksi
T\rgas Belajar

Surat Rekomendasi Izin Seleksi
Tugas Belaljar yang telah
ditandatangan

10 menit Register Surat Rekomendasi
Izin Seleksi Tugas Belajar

8
Menerima Surat Izin Seleksi
Tugas Belqiar

Surat Rekomendasi Izin Seleksi
T\rgas Belajar

10 menit
Tanda Terima penyerahan
Surat Rekomendasi Izin
Seleksi Ttrgas Belajar

9 Mengarsipkan surat
Surat Rekomendasi Surat Izin
Seleksi Trrgas Belajar

1O menit
Arsip Surat Rekomendasi
Izin Seleksi Tugas Belajar

r-
f I-l

L-
t T

LI



PEMERINTAH IOBTIPATEIY PURWAKARTA
BADAIT KEPEGAWAIAN I'AN PEI|GEUBAITGAIT SUMBER DAYA MAITUSIA

NOMOR SOP 42|s,OP BKPSDM/2()23
TGL. PEMBUATAIT 01 Azustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIT 28 Azustus 2023

DISAHKAN OLEH

*

waian dan
Daya Manusia

NAMA SOP *-"""iffi;,GAs BELA^,AR

DASAR ITUKIIM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

]. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 202O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor l1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000
4. Surat Edaran Menteri Pendayagu.naan Aparatur Negara dan REformasi Birolaasi No,

O4 TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar datlnn Belajar bagi Pegawai Negeri

Sipil
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.

B/3264IM.PAN-RBllOl2OlS tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian T\rgas

Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar
6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentarrg Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan

telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pang!<at

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses pengusulan tugas belajar;
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
olfice
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SITIBEL
Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

1

c

1

2.
3.
4.

KETERKAITAN: PERALATAIT/ PERLEIYGI(APAN:

1. SOP Penerbitan surat izin seleksi tugas belajar
2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

1. Buku Registrasi / Iile registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERIIYGATAIT: PEIICATATAN DAIT PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses pengusulan tugas belajar
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila teq'adi perubahan



PENGUSULAN TUGAS BELA"IAR

Nomor : 42ISOP BIGSDU/2O2S

Uo. Kegiatan

Pelalrsana Mutu Baku
Kett

PD
Alggota

TtE
Ketua
TtE Kabtd Kepala Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas ke

BKPSDM

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit
Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

2
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

5 menit
- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan
berkas persyaratan

C Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah t-

- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dan berkas
persyaratan

2 hari Disposisi surat

4
Memverifikasi dan menelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

Disposisi surat 2han
Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft
Keputusan Tugas Belqjar

5
Memproses penetaPan
Keputu san Tugas Belajar

Nota Dinas pengusulan
penetapan dan Draft KePutusan
T\rgas Belajar

2 hari

Keputusan Tugas Belajar
yang telah di tanda tangan
Pejabat Pembina
Kepegawaian

6
Meregistrasi Keputusan Tugas
Belajar yang telah ditetaPkan

Keputusan Tugas Belajar Yang
telah di tanda targan Pejabat
Pembina Kepegawaian

1O menit
Register Keputusan Tugas
Belqjar

7
Menerima Keputusan Tugas
Bel4iar

Surat Tugas Belajar 1O menit
Tanda Terima penyerahan
Keputusan Tugas Belajar

8
Mengarsipkan Keputusan Tugas
Belajar

Surat Tugas Belajar 1O menit
Arsip Keputusan Tugas
Belajar

-l

f
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PEMERIITTAH KABUPATEII PURWAKARTA
BADAIT KIPEGAWAIAN DAIY PENGEMBANGAIT SUMBER DAYA MAITUSIA

NOMOR SOP 43ISOP BKPSDT,T/2O23
TGL. PEMBUATAN O1 Agustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Azustus 2O23

DISAIIKAIT OLEH

NIP

waian dan
Daya Manusia

1m1

NAMA SOP
.,.ri-;;.:! ;

PENERBITAN SI'RAT KETERANGAIY BELA"IAR

DASAR I{UKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor l7 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 Tentang Manqiemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2OOO

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birolrrasi No,
O4 TAhun 2O13 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparahrr Negara dan Reformasi Birokrasi No.

813264/M.PAII-RB/1Ol2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemtrerian T\rgas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian lzin Belajar, Surat Keterangan
telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Panglat
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

3. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
4. Memahami proses Penerbitan surat keterangan belajar;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olftce
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SITIBEL
7. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
8. Mengolah data dan arsip

KEIERI(AITAN: PERALATAN / PERLEI{GIIAPAN:

1. SOP Pengusulan T\rgas Belajar; 1. Buku Registrasi / Ille registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN: PEITCATATAIT DAN PEITDATAAIT:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan surat keterangan belajar
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PENERBITAI{ SURAT XETERANGAN BELAJAR

IYomor : 43ISOP BKPIiDM/2O23

No. Kegtatar
Pelaksane Mutu Baku

Kett
PD

Aaggota
Tlm Ketua Tim Kabtd Kepala Kelengkapar Walrtu Output

1
Menyerahkan berkas ke
BKPSDM

Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

5 menit
Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

c Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

5 menit
- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

J
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah

- Lembar Disposisi
- Surat Rekomendasi dari
Perangkat Daerah

2 hati Disposisi surat

4
Memverifikasi dan meaelaah
surat rekomendasi beserta
lampiran

T
Disposisi surat 2h.ai Draft Surat Keterangan

Belajar

5
Memberikan paraf PenetaPan
Surat Keterangan Belajar

Draft Surat Keterangan Belajar f hari
Draft Surat Keterangan
Belajar yang telah diparaf

6
Memberikan tanda tangan
penetapan Surat Keterangan
Belajar

Draft Surat Keterangan Belajar
yang telah diparaf

I hari Surat Keterangan Belqjar
yang telah ditandatangan

7
Meregistrasi Surat Keterangan
Belajar

Surat Keterangan Belajar yang
telah ditandatangan

1O menit
Register Surat Keterangan
Belajar

8
Menerima Surat Keterangan
Belqjar

Surat Keterangan Belajar l0 menit Tanda Terima penyerahan
Surat Keterangan Belajar

9 Mengarsipkan surat Surat Keterangan Belajar 10 menit Arsip Surat Keterangan
Belajar

-l

I
I-l

tr T I-l
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PEMERIIYTAH KABUPATEN PURWANARTA
BADAN KEPEIGAWAIAN DAN PEITGEMBAITGAIT SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 44|s,OP BxPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAIY 01 Agustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIr. 28 Agustus 2023

DISAHI(AN OLEH

dan Pengem
Manusia

1995031(x)1

*

NAMA SOP
. "tl:,|t.r

PENERBITAIY SURAT KEPUTUSAIY/PERIITTAH

DASAR HUKUM:

l. Undang-UndangNomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentalg Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pang!<at Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2O0O

4. Surat Maran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi No,
O4 TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagr Pegawai Negeri
Sipil

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
E}13264/M.PAN-RB/ 10/2013 tentangBatas UsiaPensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat
Keterangan telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses Penerbitan surat keputusan/perintah;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan

microsoft olfice
4. Men5rusun dokumen*dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN: PERALATAIT/ PERLEITGI(APAIT:
1. Buku Registrasi / hle registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan surat keputusan/perintah
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

KUALIFIKASI PELAKSANA :



PERBAIKAN SURAT I{EPUTUSAIT /PERINTAII
Nomor : 44ISOP BI{PSDM/2O23

Mutu BakuPelaksaaa

Output
Kett

Kabtd Kepala Kelengkapan WaltuPD
Anggota

TiE Ketua Tim
lllo. Kegiataa

Surat Pengantar Perbaikan
dari Perangkat Daerah

Surat Pengantar Perbaikan dari
Perangkat Daerah

5 menit1
Menyerahkan berkas ke
BKPSDM

5 menit
- l,embar Disposisi
- Surat Pengantar Perbaikan
dari Perangkat Daerah

Surat Pengantar Perbaikan dari
Perangkat Daerah2

Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Disposisi surat
- Lembar Disposisi
- Surat Pengantar Perbaikan dari
Perangkat Daerah

2hai

r-3
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah

Surat Keputusan/Surat
PerintahDisposisi surat 1 jam4

Memverifikasi, merevisi dan
mencetak berkas Perbaikan
Surat Keputusan /Surat Perintah

Register Surat Surat
Keputusan/ Surat PerintahSurat Keputusan/ Surat Perintah 10 menit5

Meregistrasi Surat
Keputu san/ Surat Perintah

Tanda Terima penyerahan
Surat Keputusan/Surat
Perintah

Surat Keputu san / Surat Perintah 10 menit6
Menerima Surat
Keputusan/ Surat Perintah

Arsip Surat
Keputusan/Surat PerintahSurat Keputusan / Surat Perintah 1O menit7 Mengarsipkan surat

I
I

tI
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PEMERINTAH KAAUPATEIT PURWAKARTA
BADAN KIPBGAWAIAIT DAN PENGEMBAITGAIY SU}IBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 45/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN O1 Azustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EI.EKTIT' 28 Agustus 2023

DISAHI(AN OLEH

waian dan
Daya Manusia

*
A 1995031()()1

NAMA SOP
PTNCIGANTiAN SURAT KEPUTUSAIT/PERIITTAII
JABATAII FUIYGSIOIYAL

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023 tentang
Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses penggantian surat keputusan/perintah jabatan

fungsional;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KEIERXAITAN: PERALATAN / PERLEITGKAPAIT:
1. SOP Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional;
2. SOP Pengangkatan Jabatan fungsional melalui perpindahan
3. SOP Kenaikan jenjang dan pepindahan kategori jabatan fungsional

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAIT;
1 . Ketidaktertiban proses penggantian surat keputusan/ perintah jabatan

fungsional;
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

perundang-undangan

4. Di simpan sebagai data dan dokumen
5. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
6. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PENGGANTIAIT SURAT I(EPUTUSAII/PERIITTAII JABATAN TUNGSIIOITAL

Nomor : 33/SOP BrcSDM/2O2O

IlIo.

Pelaksana Mutu Baku

Kett
Anggota

Ttm
Ketua
Tia Kabtd Kepala Keleagkapan Waku Output

1
Menyerahkan Surat Pengantar
Penggantian SK ke BKPSDM I Surat Pengantar Penggantian dari

Perangkat Daerah
Surat Pengantar Penggantian
dari Perangkat Daerah

2
Menerima berkas dari Perangkat
Daerah (PD)

Surat Pengantar Penggantian dari
Perangkat Daerah

5 menit

- Lembar Disposisi
- Surat Pengantar
PengganLian dari Perangkat
Daerah

3
Mendisposisi berkas dari
perangkat daerah

- Lembar Disposisi
- Surat Pengantar Penggantian dari
Perangkat Daerah

2 hasi Disposisi surat

4

Memverifikasi, dan menelaah
dan mencetak berkas
penggantian Surat
Keputusan/ Surat Perintah

T
Disposisi surat 1 jam Surat Keteraagan

5 Meregistrasi Surat Keterangan Surat Keterangan 1O menit Register Surat Keterangan

6 Menerima Surat Keterangan Surat Keterangan 1O menit Tanda Terima penyerahan
Surat Keterangan

7 Mengarsipkan surat Surat Keterangan 1O menit Arsip Surat Keterangan

Kegiatan
PD

5 menit

I



PEUERIITTAII KABUPATEIT PURWAKARTA
BADAN KIPDGAWAIAN DAIT PEITGEUBAISGAIT SIIMBER DAYA

UANUEIA

NOMOR SOP 46lSOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAIY Ol Agustus 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEI(TIF l--TaffiEp23

DISAHKAN OLEH

dan
Daya Manusia

A
1995031()()1

I{AMA SOP

__________rT:_.:i j:;_
VERIFII(ASI PPEITGA"'UAN
PTNGHASILAN PEGAWAI

TAMBAIIAIT

DASAR HUKUM: KT'ALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ql7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan TPP

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

offrce.
Memahami perhitungan TPP

Tertib Administrasi dan Kearsipan
Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi TPP

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

KEIERKAITAIT: PERALATAN / PERLENGKAPAN:
SOP Pengusulan Kenaikan pangkat;
SOP Pemberhentian Pegawai
SOP Mutasi jabatan pelaksana antara perangkat daerah

l.
2.

Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/J aringan internet;
ATK

PERIITGATAN: PENCATATAIT DAN PEIIDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan nama dan kelas jabatan yang sesuai dengan peta
jabatan

Data kepegawaian di aplikasi TPP
Data kepegawaian di SIMPEG BKPSDM



VERTFTXAST PEXGA^'UA'{ TA.}TBAHAI{ PENGIIASIIJU( PBGAWN

060r : 46/gOP BXPsD l2O23

Ilo I,IRAIAII XIGIATAJI
'EIIII(AAJ{A

DIUTU SAI(U

Xett
Kabtd Kotur TIE

I
I(Gtur
Tle 2

AraSotr Ttm Kcprh Bedra Pcrlyrtrt r/ K.lorgtrp.,r Itr.Itu Output

t

Mcndisposisi pcrmohonan
pco8ajuen TPP, mchberikan
arehan dan menetaPkan
ekspeli$asi kin.da.

l5 mnt
Taflda tcrima
pcnycrahan dokumcn
penSajuan TPP

30 mnt

Rincian tuge3 dan
beakas !.kapttula.l PD,
Data kchadiran/
diliplin dan ktt.da
yang tclah tcrvarifikali

2

Mcnyuaun pcrencenaan
pengajuan TPP, mcnyuaun
?incian kegretan dan tnclllbagr
tuSas kepada an8Solae tlm untuk
mcnyeleseikan pfolc!
administrasi Pcgawal,

3

Menghitung den mcilkePltulasi
k.lengkepan deta
kchadiren/diaiPlin manuel
dcngan data di aplikeli TPP

Rlnclen tugat dan belkeo
rekapttule.i PD, Data kcbediran/
disiplin dan l<incda yan8 tclah
tdv.ri6karl

60 mnt
Draft R.kaplttrla6l Deta
kchadiran/ disiplin dan
kincda darl apllke.i

t--
Mam€riksa den mcmvalidad
Ekapitulali deta di6plln dan
Hncrja pega*'ai

E @ Draft R€kapitulasi Data kchadiren/
disiplin dan klncrja dari aplikasl

30 mnt
Date rckapltul,asi
displtn dan kln rja

Fgawai yang divalid$i

i

5

Mcncetek Berita Acara
rckapitulasi data disiPlin dan
kinerja dari eplikasi TPP

-L-J Data rrkepitul,aoi displtn den ldnede
pegawai yaflg divaltde3i

l5 mot
Bcnta Acera Verlfrkaai
TPP

I
SP ti!, intcmdi BA vcrifikari
lnt mal; Rekap bcsaran hncrja
manual; flkap bcsaran kchaditan
menual; rckep 100% manual; rckaP
TPP sist El; Laporan kclEdiran
pcgrwai (!iat.li); RckaP Hncrja
(sistcd); Sukct Seldt; Sukct cuti;
Sukct/SP utk yg di hadirkan; R.kaP
c.tapldn (akhlr tthun); ftcP SK
Hukdi! (bile adq)-l

-l 
, l-j l

l

L



I'RATAN XEGIATAIY

PELAI(SAITA UUTU BAIN'

KettKabtd
Penblnm

Ketua
Tlm 2 Atrggohfim Kepala Badaa Pers5raratan / Kelengkapan Waku Output

6
Penandatanganan Berita Acara
rekapitulasi data disiplin dan
kine{a oleh Tim Verifikasi

Berita Acara Verifikasi TPP t hari

Berita Acara Verifikasi
TPP yang
ditandatangani Tim
Verifikasi

7

Menyerahkan Berita Acara Hasil
Verifrkasi TPP yang telah di
tandatangani oleh tim verifikasi
kepada perangkat daerah
kemudian diarsipkan.

Berita Acara Verifikasi TPP yang
d i tand atangani Tim Veriftkasi

l5 mnt
BA Serah Terima
Verifikasi TPP

1

6



PEMERIITTATI I(ABUPATEN PT'RUIAXARTA
BAI)AIT KEPEGAWAIAIT DAIY PEITGEMBANGAN STruBER DAYA

UAITUSIA

IYOMOR SOP 47ls,OP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN O1 Aeustus 2023
TGL. R"EVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustrr$ 2O23

DISAIIKAN OLEH

Kepegawaian dan bangan
Daya Manusia

a
*

rn
z:

+ 1995031()()1

NAMA SOP

'"t!$l#r'
PEMBERIAII HIII(IMAI{ DISIPLUY SEDANG/BERAT
BAGI PNS

DASAR HUKTIM: KUALIFIKASI PELAI(SANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2018 tentang Manqjemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 TAHUN 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahlun 2O2l
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberian hukuman disiplin PNS
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

ollice.
3. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN
4. Mampu berkomunikasi dengan efektif dan sopan
5. Mampu berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian di perangkat daerah
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGI(APAII :
SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
SOP Kenaikan Gaji Berkala

l. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN: PEIICATATAII DAN PEI{DATAAN:

Untuk di perhatikan masa pemberian dan waktu selesai hukuman disiplin
untuk di kembalikan lagi hak pegawainya

Data kepegawaian di SI ASN

a t



PEUBERIAI| HT'I(UUAI{ DISIPLff SEDAIYG/BERAT BAGI PIYS

Ilomor : 47ISOP BI(PSDI[/2O2S

No T'RAIAN KE'EIATAIT

PEIAIISAITA MUTU BAIIU

Ket
KepaLa

BKPSDM
Kabtd

Pembinaan
Ketua dan

Anggota Tlm
Tim

Pemerlksa
Desan

Kohormatan
PNS YBS

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

1

Menerima pengaduan Pelanggaran
disiplin PNS yang telah berulang dan
mendapatkan SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin Ringan dari Kepala
PD dan mendisposisi surat

Surat Pengaduan;
absensi; SK Hukuman
Displin Ringan.

I hari Surat Disposisi

2 Membentuk Tim Pemeriksa Surat Disposisi t hari SK Tim Pemeriksa

3
Memangqil PNS ybs untuk di lakukan
pemeriksaaan

Surat Pengaduan; SK
Tim Pemeriksa

7 han Surat Pemanggilan
PNS ybs

4 Membuat Berita Acara Pemeriksaan

r rtr J un, er\

Hkuman Disiplin
Ringan, Surat

t hari
Berita Acara
Pemeriksaan

5

Memfasilitasi Rapat Dewan
Kehormatan Pegawai, Membahas
Hukuman Disiplin yang akan di
berikan kepada PNS 1'bs sesuai
dengan pelanggaran yang dilakukan

Berita Acara
Pemeriksaan

I hari
Hukuman Disiplin
yang akan diberikan
kepada PNS ybs

6
Membuat Nota Dinas dan Draft SK
Penjatuhan Hukumafl DisiPlin

Berita Acara
Pemeriksaan

I hari
Draft SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

7
Memproses SK Penjatuhan disPlin
pegawai

Draft SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin yg
sudah di paraf Sekda

t hari SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

8
Menyerahkan SK dan
mendokumenta.sikan SK

SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

I hari
SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

I
Menyatakan banding atas hukuman
disiplin yang diterima apabila tidak
puas

SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

I 5 hari Ajuan Banding atas
Hukuman Disiplin

10 Melaksanakan Hukuman DisiPlin

I

SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

SK Penjatuhan
Hukuman Disiplin

5

+

+



soPIYOMOR SOP
o1 2023TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI
28TGL. EFEKTIF

9670,829199503l(x)1

,o

W

Badan Kepegawaian dan

DISAHI{AN OLEH

PEMBERHEITTIAI| PEIGAWAI IYEIGERI SIPE
YANG MEITJADI AITGGOTA PARTAI FOLITIK
(usrrLAN/PERMOHONAX)

NAMA SOP

1, rl-f{trI .r

t

wEtlrr IIRTA

PEDIERII| TATI I(ABUPATEIT PURWAXARTA
BADAIIKEPEGAWNAIIDAIIPEITGEMBANGAIISIIMBERDAYA

MAIYUSIA

KT'ALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR HUKIIM:

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

oflice.
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4. Tertib Administrasi dan Kearsipan

1

c
aturan yang berkaitan dengan pemberhentian Pns

1.
2.
3.

4.
Pegawai Negeri SiPil.
PP-Nomor37T"h,',2oo4tentangl.aranganPegawaiNegeriSipil
Menjadi Anggota Partai Politik

un 120 +5NomorndangUndang-U
PNS1o 811 2 ManajemenTahunNPemerintah omor tentangPeraturan
atasPerubahan020 ten71 oTahunN,Pemerintah omor tangPeraturan

2o ten1 unTah Manajementang1NomorPemerintahPeraturan

PERALATANKETERXAITAN: l.
2.

Modem/Jaringan internet;
ATK
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk,- SOP Pemberhentian ASN

PENDATAAN:DAN
PERINGATAI{:

Data DisimPan manual
SOP berkaitan erat dengan seluruh data kepegawaian yang harus sangat di
perhatikan kebenarannYa

..



PEUBERIIEITTIAIT PI{S YANG UEIYJADI AIT(XX)TA PARTAI POLITIK (UST'LAJ{/PERUOHOITAIT)

I[omor : 48/SOP BX,PSDU/2O2O

IYo I'RAIAN XEGIATIIN

PEL/II(SAITA MUTU BAIq' Kett

PiIS ybs Bupati Kepala
BKPSDM

Ketua Tim
Pemblnaan

Persyzaratan/ Kelenghapan Yaktu Output

1

Mengajukan pengunduran diri
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah bagi Pegawar Negeri SiPil
yang akan menjadi anggota
dan/atau pengurus Partai Politik

Cl
Surat Penqajuan yang di tembuskan
kepada a. atasan langsung PNS ybs
serendah-rendahnya pejabat struktural
eselon [V;
b. pejabat yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian instansi yang
bersangkutan;
c. pejabat yang bertanggungjawab di
bidang keuangan instansi yang
bersangkutan

t hari surat disposisi

2
Mendisposisi Surat Pengajuan
Pengunduran Diri sebagai PNS

2O hari

Atasan lan gsung memberikan
pertimbangan kepada Bupa.ti

L Surat Pengajuan Pengunduran Diri PNS

Pejabat Pembina Kepegawaian
memberikan keputu san, bila
menangguhkan harus beserta alasan
tertulis

Bila pejabat pembina kepegawaian tidak
memberikan respon, berarti pengajuan di
kabulkan

3
Mengeluarkan Surat KePutusan
Pemberhentian sebagai PNS

Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina
Kepegawaian

7 hari

SK Pemberhentian secara Terhormat bila
di setujui oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian

_-l

Mengeluarkan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS secara
TidalCTerhormat bila PNS ybs tidak
mengajukan pengajuan pengunduran diri
secara tertulis sebelum menjadi
an ggota/ pengurus Parpol

4
Menyerahkan SK Pemberhentian
segagai PNS kepada PNS ybs

SK Pemberhentian t hari
Tanda Terima Penyerahan SK
Pemberhentian

5

Menyerahkan SK Pemberhentian
sebagai PNS kepada Pihak Yang
berkepentingan

SK Pemberhentian t hari SK Pemberhentian

+

(_l



49NOMOR SOP
o1 2023TGL. PEMBUATAIT

TGL. REVISI
2023TGL. EFEKTIF

",,r,

Kepegawaian dan
Pengembangan

Manusia

19950310()1

*
DISAHI(AN OLEH

SIPIL YAI|G MEITJADI ANGGOTA PARTAI
PPGAWAI NEGERI

P'OLITIK
ITAMA SOP

PIMERIITTAH IIABI'PATET PURWAKARTA
BADAIT KEPEGAWAIAIT DAIT PEITGEUBAITGAIT STIMBER DAYA

TANUSIA

KI'ALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR I{UKIIM:

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.

3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4. Tertib Administrasi dan Kearsipan

pemberhentian PNS1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentarrg Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentartg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. PP Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Larangan Pegawai Negeri sipil
Menjadi Anggota Partai Politik

PERALATANKEIERKAITAN:
1. Form penyusun€ul laPoran
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internetSOP Pemberhentian ASN

PENCATATAN DAN PEIIIDATAAN:PERINGATAN:
Pencatatan secara manual dan elektronik

Pemberhentian sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai akhir
bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau Pengurus partai
politik.

diberhen

atau partaiadi dan pengurLsN, menJ anggotaPegawai egeri yangSipil
Nsediri Pegawai egerl Sipil,,bagaitanpapolitik mengundurkan

N,thorma Sipil.tidaktikan Pegawai egeridengan sebagai

: 28 Agustus



PEMBERHENTIANPI{sYAI5GuEI{JN)IAItGcIoTAPARTAIFoLITtrI(TEMUAITI
l[omor : 49ISOP BXPSDM/2O23

KettMITTU BAI(UPEI,AKSAI{A

OutputVaktuPIIS ybs Per:yaratan/ KelengkaPanI)ewan
Kehormataa

Ketua Tlm
Pemblnaan

Kebld
Pemblnaan

Kepatra
BKPSD}I

No URA[AN KEGIATAN

disposisit hari
Surat pengaduan dan bukti

anggota partai Politik
berupa kartuMenerima berkas Pengaduan

dan Mendisposisi Surat

Pejabat Pembina KePegawaian

memberikan keputusan, bila
menangguhkan harus beserta
alasan tertulis

Diri PNS

Pengajuan Pengunduran

surat pengaduan
Pegawai, dalam
rapat Dewan

2

Pemberhentian secara Hormat
hak pensiun bila PNS

kurang dari 50 ta.hun
dan masa ke{a kurang dari 2O

Tahun

Mengeluarkan Surat KePutusan
Pemberhentian sebagai PNS

secara APS bila PNS berumur
5O tahun dan masa kerja

minimal 20 tahun

7 hariSurat Persetujuan dari Pejabat

Pembina Kepegawaian3
Memproses Surat KePutusan
Pemberhentian sebagai PNS

Tanda Terima Penyerahan SK

Pemberhentiant hariSK Pemberhentian
4

Menyerahkan SK Pemberhentian
sebagai PNS kePada PNS Ybs

I hari SK PemberhentianSK PemberhentianMenyerahkan SK Pemberhentian
sebagai PNS kePada Pihak Yang
berkepentingan

5

I I

-.-f
D

I



NOMOR
stus 2O23o1TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI
202328TGL. EFEKTIF

1995031001

*

Kepala.
Daya Manusia

dan

DISAIIKAN OLEH

PERCERAIAN BAGI PI{S
KEPUTUSAN IZII|

NAMA SOP

PE}IERII|TNI I{ABUPATEI| PURWAIGTTTA

BN)AI{ KEPEGASEAIT BEU ?EN-OPUf,ANGAII SI'MBER DAYA
MA!fl,sIA

KT'ALIFIXASI PELAKSANA :
DASAR ITUKUM:

office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

;. la"."p" L"ttoordinasi dengan tementerian dan perangkat daerah

5. Tertib Administrasi

I
2

Pegawai Negeri SiPil.
4. Uria"t g-U.r-aang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

-

5. Peraturan p"rrre.ittah- No*ot 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Unaarg-Unaang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Peraturan Pemerintah Nornot' 10 Tahun 19831entang Izin Perkawinan

dan Percerai"t B;;'P;g-;*;i ll"s"ti Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Femerintah Nomor 45 Tahun 1990'

1.
2.
3.

41Tahun5 20NomorUndang-Undang PNS18 Manajemen20 tentangomorN, 11 TahunPemerintahPeraturan atasPerubahantentang202071 TahunN,tah omorPemerinPeraturan
20 71 Manajemen1 tentang1 TahunNomortahPemennPeraturan

KETERKAITAN: 1

2
KeputusanSuratForm internetJannganModem/Flashdisk,Printer,ter ScannerKompu

kepegawaianSOP Peremajaan I
RekonsiliasiSOP

PENDATAAIII:DAN
PERINGATAN: elektronikPengarsiPan secara manual dandari perangkatharus berasal

denganaturan yang
microsoftmenggunakankomputerkemampuanMemiliki pengoperasian

BKPSDM

dan
daerah asal Pegawai Yang bersangkutan



PEITERBITAIT SI'RAT KEPUTUSAIT IZIIT PERCERAIAII BAGI PltS

Ilomor : SO/SOP BKPSDU/2O23

!lo URAIAIY XE1GLATAN

PELAXSATA MUTU BAI(U

Ket
PIfs yi3 Kctua Tlm

Kcpeg PD
Sctretsrts

PD

TtD
PeEerilsa

PD

Kepala
PD

IEtEkut
Tlm

Pemeritsa
Inspcliont

I(epala
BXPADU

DcEan
KehorEatal

Peryrretrn/
Ncle6Er.pu If,aku Output

1

Menyerahkan berkas
pefinohonan surat
Izin/ rekomendasi Perceraian
PNS kepada Ketua Tim
Kepegawaran

Berkas
Permohonan
Perceraian

5 menit
Berkas

Permohonan
Perceraian

2

Memeriksa permohonan Surat
Izin/rekomendasi Perceraian
PNS beserta kelengkapannya.

.l
Berkas
Permohonan
Perceraian

I hari Disposisi

3

Meminta keterangan dari
pemohon dan suami/istri
pemohon untuk dimintai
keterangan sebagai bentuk
pembinaan agar tidak te{adi
perceraian/mediasi.

I

Surat
Undangan

t hari
Berita Acara

Mediasi

4

Apabila proses mediasi tidak
diindahkan oleh kedua belah
pihak, maka diketik dalam
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani pemohon,
suami/istri pemohon dan Tim
Pemeriksa/Binap. r

Berita Acara
Mediasi

t hari
Berita Acara
Pemeriksaan

5

Membuat draft rekomendasi
pemberian izin perceraian
untuk diparaf oleh Sekretaris
dan ditandatangan oleh Kepala
Perangkat Daerah. __l

Berita Acara
Pemeriksaan

t hari
Surat

Rekomendasi

6

Memeriksa draft rekomendasi
Izin Perceraian PNS beserta
BAP, jika setuju rekomendasi
ditandatangani.

BAP & Surat
Rekomendasi

t hari
Surat

Persetujuan5



lllo URAI]AN KEGIATAII

PELAKS/TNA IIUTU BAKU

Ket
PIIA ytr Ilctra TtE

Kepcg PD
a€kretuis

PD

TtE
Pemerltsa

PD

Kepala
PD

Inrlrcttur
Ttm

Pemerltra
Inrpehorat

Kopala
BI(PSDU

Dcm
Kelromatan

PeBlrantrl/
Kelergkapu Waktu Output

7

Memroses Administrasi
Kepegawaian memberi nomor
Surat Rekomendasi Izin
Perceraian PNS, Mencatat
dalam buku agenda dan
menyampaikan kepada
pemohon dan kepada Inspektur

Surat
Persetujuan

t hari

Surat
Persertujuan

yang sudah di
catat

8

Memanggil pemohon dan
termohon untuk dimintai
keterangan mengenai penyebab
adanya pengajuan izin
perceraiafl . Hasil pemeriksaan
terhadap yang bersangkutan
dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan dan
ditandatangani pemohon,
suarni/istri serta Tim
Pemeriksa.

I

Surat
Persertqiuan

yang sudah di
catat dan surat

undangan

t hari
Berita Acara
Pemeriksaan

I
I

Membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan yang disampaikan
kepada Kepala BKPSDM

BAP t hari
Laporaa Hasil
Pemeriksaan

10

BKPSDM membahas t aporan
Hasil Pemeriksaan Inspelrtorat
bersama Dewan Kehormatan
Pegawai

L- Laporan Hasil
Pemeriksaan

3 hari Notulensi

11

Memberi rekomendasi yang
dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Pemberian lzin
Perceraian Bagi PNS dan
membuat Nota Dinas serta SK
pemberian Izin Perceraian Bagt
PNS yang akan ditandatangan
oleh Bupati untuk golongan III
ke atas atau Kepala BKPSDM
untuk golongan II d ke bawah

r
Notulensi dan
Laporan Hasil
Pemeriksaan

t hari Rekomendasi

f



lllo URAIAIIT KEGIAT/III

PILAI(SA-ilA UUTU BAI(U

Ket
PfiS ytr Ketra Tlm

Kopeg PD
Setretaris

PD

Tln
Pemedksa

PD

Kopala
PD

Iupottur
TtE

Pemcdtaa
IElrclrtont

Ilepala
BI(PSDM

Dwaa
K€homatm

PcEFratu/
Itelengkapm Waktu Output

12
Menandatangi SK Pemberian
Izin Perceraian bagi PNS Gol
II/d ke bawah

Draft SK
Pemberian Izin
Cerai

t hari
SK Pemberian

Iztn
Perceraian

13

Memproses penandatangani SK
Pemberian Izin Perceraian PNS

untuk golongan III ke atas
3 hari

SK Pemberian
lzirr

Perceraian

14
Menyerahkan SK Pemberian
Izin Perceraian bagi PNS

I hari
SK Pemberian

Izlrr
Perceraian

T



PEMERINTAH I(ABUPATEN PURWAI(AR'TA
BAI)AIT KEPDGAWAIAIT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

ITOMOR SOP 51/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN O1 Agustus 2023
TGL. RIVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2Qp-3

DISAHKAN OLEH

dan
Malusia

{

*
$ 1995031001

NAMA SOP
PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGIIITGAI|
ITEGARA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A2O ftfi.ang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala BKN No. 24 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Pemberina Cuti PNS

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahlun 2O2l
perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2Ol7 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

1

2

3
4

Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan Cuti PNS

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi
office.
Tertib Administrasi
Mampu berkomunikasi dengan baik;

KEIERKAIIAN: PERALATAN / PERLENGI(APAII :
- SOP Peremajaan/perbaikan data kepegawaian
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Form Surat Keputusan
2- Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIITGATAIT: PEI|CATATAN DAII PENDATAAN:

Persyaratan harus lengkap untuk pengumsan berkas ke Badan
Kepegawaian Negara

Di simpan sebagai data manual dan elektronik

MA![USIA



PEUBERIAIT CUTI DI LUARTAITGGIINGAN NEIGARA (CTLIT}

Nomor : 51/SOP BKPSDU/2O23

I{o URAIAI| KDGIATAN

PELAKSANA UUTU BAKU

I(et
PIIS yba

Kepala
PD

Kepda
BKPITDU

Ksbld
Penblama

Kctua TItn
Pemblm Bupatt BrIT Persyaratan / !(slsn ctapaa trIalrtu Output

1

Mengajukan permohonan cuti
di luar tanggunagan negara
(CLTN) kepada Kepada
Perangkat Daerah (PD) I

Copy SK CPNS ( 80%)
- Copy SK PNS (1OO%)

- Copy SK Terakhir
- Copy Kartu Keluarga(KK)
- Copy Surat Nikah
- Copy Daftar Gaji Terakhir
- Copy SKP 2 Tahun Terakhir
- Keterangan tidak dalam
hukuman Disiplin

2hai Surat
Permohonan

2

Mengajukan permohonan cuti
di luar tanggunagan negara
(CLTN) ke BKPSDM

Surat Permohonan dan Berkas
2 hari-l
minggu

Surat
Permohonan
yang sudah di
tandatangi
Kepala PD

J
Menerima surat permohonan
CLTN dan mendisposisi

t_ Surat Permohonan yang sudah
di tandatangi Kepala PD

t hari Disposisi

4
Membuat nota dinas dan surat
rekomendasi pengqiuan CLTN

I
Surat Permohonan CLTN dan
Berkas dan Disposisi

f ha-ri
Nota Dinas &
Surat
Rekomendasi

5
Menaadatangi Surat
Rekomendasi pengajuan CLTN

I
Nota Dinas & Surat
Rekomendasi

t hari
Surat
Rekomendasi
CLTN

6
Mengajukan surat rekomendasi
CLTN ke Kanreg BKD untuk di
tandatangani Kepala Kabreg

t_
Surat Rekomendasi CLTN I minggu

Surat
Rekomendasi
yang sudah di
tandatangani
Ka Kanres

7
Menerima surat rekomendasi
pengajuan CLTN dari Kanreg
BKN a Surat Rekomendasi yang

sudah di tandatangani Ka
Karlreg

t hari Disposisi



IYo URAIAI| KDGIATIIIT

PELAIGIAITA TIUTU BAKU

Ket
PfS ybt Eepala

PD
I(epala

BKPSIDM
Ksbtd

Pemblaua
Ketue Tim
Pembinam Bupati BKIt Persyaratan/ Kelerokapan WalCu Output

8
Membuat SK Cuti di Luar
Tanggungan Negara _l

Surat Rekomendasi yang
sudah di tandatangani Ka
Kanreg & Disposisi

f hari Dra-ft SK CLTN

9
Menandatangi Surat Keputusan
CLTN

DTAft SK CLTN t hari SK CLTN

10
Menyerahkan SK CLTN dan
Tembusannya

_l
SK CLTN I hari SK CLTN

l1 Mendokumentasikan dan
Menyimpan SK CLTN

SK CLTN I hari SK CLTN



PEMERIITTAII I(ABUPATEIY PURWAXARTA
BADAII KEPEGAWAIAIT DAIT PTI|GEMBAI{GAN SIIMBER DAYA

MAITUSIA

ITOMOR SOP 62ISOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 Asustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2OP3

DISAHKAN OLEH

waian dan
Manusia

,{

1995031()()1

ITAMA SOP
PENGA"IUAII PEITGHARGAAN SATYALAITCANA
KARYASATYA

DASAR HUKIIM: KI'ALIFII(ASI PELIII(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 202O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun L994 tentang Tanda
Kehormatan Sat5ra Lencana Karya Satya

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan penghargaan PNS
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

ofhce.
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIOLA Kemendagri
4. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat kepada PNS I
2

Form Surat Keputusan
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Mode4q/Jaringan internet

PERINGATAN: PEI{CATATAN DAN PEIYDATAAN:
Satya tcncana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan
kepadaPNSyang telah mengabdi selama lO, 2O,3O tahun. Jika SOP
Pengurusan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya tidak
dilaksanakan akan menghambat pengurusan Penghargaan yang diterima
oleh Pegawai Negeri Sipil

Buku Registrasi pengurusan Tanda Kehormatan Sat5ra l,encana Karya Sat5ra

Disimpan sebagai data elektronik dan Manual



PENGA"'UAN PENGHARGAAIIS SATYAI,ANCANA KARYASATTA

IYomor :S2ISOP BKPSDU/2O23

Menyusun perencanaErn
pengajuan

Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya lcncana
Karya Satya, menyusun rincian
kegiatan dan membngr tugas
kepada anggotaa tim untuk
menyelesaikan proses

administrasi pemberkas
pengajuan Tanda Kehormatan
Sat5ra Lencana Karya Satya.

No URAIAI{ KBGIATAN

MUTU BAXU

Kett
Kebtd

Ketua
Tim

Anggota
Tt! Kepala Bupati Kcmen

dagri Persyaratan / Kelengtapan Waatu Output

I

Menerima berkas dar
mendisposisi pengajuan
Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya Lencana
Karya Satya, memberikan
arahan dan menetapkan
ekspektasi kinerja. _l

Berkas permohonan
Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya Lencana
Kaqra Satya :

1) Biodata;
2) SK CPNS;
3) SKTerakhir;
4) SKJabatan;
5) Surat keterangan tidak
pernah dijatuhi hukuman
sedang atau berat;
6) P2K PNS terakhir

15 mnt
Berkas permohonan dan

persyaratannya

Prosedur ini
didahului

pengiriman
Surat Pem-
beritahuan
ke SKPD.
Berkas

diterima dan
dikumpul

secara
kolektif

2
Berkaspermohonan dal

persyaratannya

Rincian tugas anggota tim
dan kelengkapan berkas

pengajuan, Berkas
permohonan dan

persyaratannya, Konsep
surat dan berkas usulan,
Draft usulan dan daftar
nominatif permohonan

penghargaan

15 mnt

1



lfo URAIAI{ I(EGIATAJT

MUTU BAXU

Kett
Kabtd

Ketua
Tte

Anggota
flm Ilcpda Bupati Kemetr

dagd
Persyaratan / Kelonghapaa SIahu Output

3

Memeriksa kelengkapan dan
mengupload data penerima
penghargaan pengajuan Tanda
Kehormatan Satya l*ncana
Ksrya Satya pada SIOI,A
Kemendagri (Periode Agu stu g

dan November)

Rincian tugas anggota tim dan
kelengkapan berkas
pengqjuan, Berkas
permohonan dan

persyaratannya, KonseP surat
dan berkas usulan, Draft

usulan dan daftar nominatif
permohonan penghargaan

I hari

Data daftar penerima
penghargaan pengajuan
Tanda Kehormatan Satya

lencana Karya Satya
sudah diupload ke SIOLA

Kemendagri (Periode

Agustus dan November)

4

Pemrosesan pengantar
penerima Tanda Kehormatan
Satya Lencana Karya SatYa oleh
Kemendagri. (Periode Agustus
dan November) t--

Data daftar penerima
penghargaan pengqiu an Tanda

Kehormatan Satya Lencana
Karya Satya sudah diuPload

ke SIOLA Kemendagri (Periode

Agustus dan November)

Pengantar penghargaan
pengajuan Tanda
Kehormatan Satya

Lencana Karya Satya
(Periode Agustus den

November)

5

Mencetak hasil pengantar
penerima Tanda Kehormatart
Satya Lencana Karya SatYa.
(Periode Agustus dan November)

l-

Pengafl tar penghargaart
pengajuan Tanda Kehormatan

Satya L€ncana Karya Satya
(Periode Aguetus dan

November)

10 mnt

Print out Surat Pengantar
penghargaan pengeljuan

Tanda Kehormatan Satya
lcncana Karya Satya
(Periode Agustus dan

November)

6

Meverifikasi dokumen
pengantar pengajuan dan
menJrusun nota dinas daftar
penerima penghargaan
pengqjuan Tanda Kehormatan
Satya l,encana Karya Satya
(Periode Agustus dan November)

E Print out Surat Pengantar
penghargaan pengqju an Tanda

Kehormatan Satya Lencana
Karya Satya (Periode Agustus

dan November)

30 mnt

Nota Dinas daftar
penerima penghargaan

pengajuan Tanda
Kehormatan Satya

l,encana Karya Satya

t_

Ya



MUTU BAKTI

Kett
OutputWaktuKerreI

dagEi
Persyarataa / KeleagtaPalrBupatlKepalaArggota

Tfm
Ketua
TlmKabtdNo URAIAI{ KEGIATAN

penerima penghargaan
pengajuan Tanda

ditandatangani Kaban

Dinas daJtar

Satya
Karya Satya

60 mnt
Nota Dinas daftar Penerima
penglrargaan Pengaj uan Tanda

Satya
Satya kncana

7

penerima Penghargaan
pengajuan Tanda Kehormatan

kncana Karya Satya

secara Elaktronik

Nota Dinas

usulan pengajuan
. Kehormatan SatYa

Karya Satya Yang
ditandatangani BuPati

1

Hari

Dinas daftar Penerima
pengajuan Tanda

Satya Lencana

Karya Satya ditandatangani
Kaban

Penandatanganan Surat Usulan
Tanda Kehormatan

kncana Karylr Satya

secara Elaktronik

8

Surat usulan Peng4luan
Kehormatan SatYa

lencana KarYa SatYa Yang

telah diuPload ke

SIOLA Kemendagri

Bupati
3 hari

Surat usulan Pengajuan

ditandatangani BuPati

Satya lencana
Satya yangI

Menerima Surat Pengantar
Tanda Kehormatan

Sat5ra kncana Karya Satya
ditandatangarii BuPati dan

pengajuan ke

Kemendagri.

Satya kncana Karya
Satya yang telah

ditandatangani oleh
Presiden

usulan pengajuan
Kehormatan Satya [€ncana
Karya SatyaYang

diupload ke SIOI-A
Bupati Yang10

Tanda Kehormatan
Lencana Karya SatYa

diproses oleh Kemendagri
hingga di tandatangani Presiden

Satya Lencana KarYa

Satya yang telah
ditandatangani oleh

Presiden

10
Menit

Satya l,encana Kar5ra SatYa

telah ditandatangani oleh
Presiden

Tanda Kehormatan
Satya kncana Karya SatYa ke

Kemendagri
11

Daftar penerimaan Tanda
Kehormatan SatYa

kncana Karya Satya
t hari

Buku Register Usulan
penerimaan Pen ghargaan

Satya kncana KarYa SatYa
Kehormatan Satya Lencana
Karya SatYa melalui Perangkat
daerah

TBnda

t2



t

r, T*EEEI ..
t

PEMERIITTAH I(ABUPATEIT PURWAKAR'TA
BADAN XEPBGAWAIAN DAIT PEITGDUBANGAN SIIIf,BER DAYA

MAITUSIA

NOMOR SOP 53/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN O1 Azustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Azustus z0a3

DISAHKAIV OLEH

dan
Manusia

*
1995031001

ITAMA SOP
.Glt'

PENERBITAN SURAT KETERAITGAIT KELUARGA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 202O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawa-i Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan SKUMPTK
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:
SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
SOP Kenaikan Gaji Berkalaa

1. Form Surat Keterangan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAII DAN PEIITDATAAIT:
Dokumen pendukung untuk pengajuan surat keterangan keluarga harus
lengkap dan di legalisir

Disimpan sebagai data elektronik dan Manual
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PE}ITRII|TAH I(ABUPATEIT PURWATARTA
BN)AIY KEPEGAWAIAI| DAN PEITGEIUBA!5GAN SI'MBER DAYA

MANUSIA

NOMOR SOP 54/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN O1 Agustus 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Asustus 202d. .

DISAHI(AIT OLEH

dan
Manusia

.A

&j il1

*
199sO31()()1

NAMA SOP

:r a E .

PEITERBITAII T1:gYIJTUSATV PENSIT,IY YAITG
MEITCAPN BATAS USrA PEIrSn il (BrrPl

DASAR HUKIIM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ol5 Tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Talrun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tatrun 2019 tentang petunjuk telrnis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya Peraturan BKN nomor 3 tahun 2O2O tentarrg petunjuk teknis
pemberhentian PNS

l. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia

Pensiun (BUP)
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KEIERKAITAIT: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Peremajaan/perbaikan data kepegawalan 1. Buku Registrasi / hle registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERIIYGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAIT:

1. Ketidalntertiban proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai BUP
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan

l. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PEf,ERBITAT XEPT'TUSAX PEIiAIUII YrJlG MEXCAPAT BATAa USIA PE[8IT'X (BUN

lontor : S/SOP BxPSDX/2o23

Xo. LcEt tan

Palat,le,la Mutu Baku
I&tt

KGtur
Tlrr

ArEgot
Tlm Bxr{ Kabtd I(cpelE Bup&tt Kclenglepan WeLtu Output

1

McnFraun percncanaan pembcrhcnhan peSawar

yang mencapai BUP kernudian menlruaun
rincidn kegiatan dan membagi tugas kepada
anggotaa tim untuk rnenyelcaaikan ploaeg

adrninistresi pcDsiun pegawai.

Dokumen
Pemcsnaan dan
Rincian
KcgiatanPembcrhc
dtian PNS yang
BUP

I bulan

Surat
Pernohonan
Pensiun BUP
dan berkas
PCrsyArAtAO

Berkas
diaimpan

dalam
bentuk

PDF

Mcrgidcntiflka8i dan menginput data
kctengkapan pcgawai BUP untuk diusulkan
dalam sitem SIASN

L-

r-

BerkaB penaiun :

EUrAt penSantai
pd, DPCP,
dokumen
keterangan hukdiE
dan tanda terima
upload dokumen
yant telah
dipcriksa

30 mntt

Kcl.ngkapan
b€rkas pcnsiun
yang siap
diupload

3
Melakukan vcrifikaoi dan pcngcaahan
kesesuaian data dsn p€rsyaratan dokumen
da.lam 6itcm SIASN

EEI
Kelengkapan
berkas pensiun
yang 6iap diupload

10 mnt

S6eenshot
"U8ulan tdah
berhasil dikirirn
ke BKN"

4
Mempro8€s ajuan BUP untuk penerbitan SK

dsn Pcrtek oleh BKN pusat/BKN Kanteg lll

Usulan telsh
berhesil dikirim ke
BKN

Pertck dari BKN
puBat/BKN
Kanreg lll

5
Mcngunduh dan rncnyuntiog SK Pen6iun BUP
dalam distcm SIASN 8€rta melapolkan kepada
Kabid

I
Pcrtek dari BKN
pusat/BKN Kanrcg
lII

30 mnt

Data sK
Pcnsiun dengan
nomor, tanSSal
dan data
pcgawai yang
scsuar pertek

6
Menlruaun nota dinas untuk di TTD Kaban
selanjutnya di4ukan kc BuPati

Dokuden SK
Pensiun

30 mnt
DraJ Nota Dines
Penetapan SK
Pensiun

Ya

Z



No. Kegtatan

Pelaksena Mutu Baku
Kett

Ketue
Tfln

Anggota
TiE BBII Kabtal Kepafa Bupatt Kelcnqkapar Waku Output

7 Penandatanganan Nota Dinas Pemensiunan

Draf Nota Dinas
Penetapan SK
Pensiun

6O mnt

Nota Dinas
Penetapan SK
Pensiun yang di
TTE

8
Penandatanganan SK Pensiun secara elektronik
oleh Bupati

Nota Dinas
Penetapan SK
Pensiun yang akan
di TTE

pdf SK Pensiun
yang di TTE

9 Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun
pdf SK Pensiun
yang di TTE

1O mnt Dokumen SK
Pensiun

10
Menyerah SK Pensiun melalui pengelola
kepegawaian PD.

Dokumen SK
Pensiun

3O mnt
BA Serah
Terirna SK
Pengsiun

+
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PEMERII|TAH KABUPATEIT PI'RtrTAI(ARTA
BADAIT KEPEGAWAIAIT DAIT PEITGIUBAITGAIT SUIUBER DAYA

MAITUSIA

NOMOR SOP 55/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN Ol Azustus 2023
TGL. REVISI
TGL. ETEKTIF 28 Asustus 2q2i

DISAHKAN OLEH

dan Pengem
Daya Manusia

*
1 1995031()()1

NAMA SOP PEITERBITAN TIEPUTUSANV PENSIUN JAITDA/ DUDA

DASAR HUKUM: KTIALIFIKASI PELAKSANA :

pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol5 Tentang
perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahrtlf, 1977

Tentang Peraturai Gaji Pegawai Negeri Sipil;
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
peratuian BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pensionjanda/duda PNS

Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk telrnis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya
Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian
PNS

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014
Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun

tentang Aparatur Sipil Negara
. 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia

Pensiun (BUP)
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice.
6. Tertib Administrasi

KETERIIAI.TAN: PERALATAN / PERLENGKAPAI{:

SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian 'l . Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PEITDATAAI:
Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda
Penegasan wewenzrng dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

1

c
3

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilaku kan evaluasi / pemu takhiran apabila terj adi peru bahan

1

2
3



PEITERBITAN XEPI'TUSAN PEITSN'II JAITDA/DUDA
![omor : 55/SOP BKPSDUI2O2S

Io X.atrtrn

Uutu B.Lu
X€tt

Kabld
Xotua
Ttm

A.nagotr
Tttr BX!I Keban Buprtt K.lcn8l.prn WrLtu Output

l
Mendisposisi permohongn lrcnaiun
Janda/Duda PD, mernbenkan arahan dan
menetapkan eksPekasi kinerja.

Surat permohonatr Pensiun

landa/duda dan bcrkas
parsyaratan pcnsiun

Jende/Duda

l0 mnt
DisposiBi aurat

penasiun

2
Memverilikasi surat permohonen pcnsiun
dan berkes persyaratea dari pcrangket
daerah

Suret pcmohonan Pcnsiun
janda/duda dan berkag

pcllyaratan
10 mnt

SurRt

rrermohonan
Pcnslun

janda/duda dan
bcrkas

p€rcyaratan
kcl€ngkapannya

B€akaa
disimpan

dalam
bcntuk PDF

3
Mcngidcntifikasi dan men8inPut data
kciengkapsn knsiun jenda/duda untuk
diusulkan dalam sit€m SIASN

l-

Bcrl@s pcnsiun I autat
pcngEntar Pd, DPCP, Surat

KrtchnSan Kcmatian dar'i PD,

Surat Kctcrangen Janda/Duda
dari Dcsa, dokumcn kct€rangan
hukdls dan tanda tcrima uploed
dokumen yang tclah diperiksa

30 mntt

Kclangkepen
bcrkea pcnaiun

yanS slap
diupload

Melakukan verifikasi dan pcngcdehan
kcscauaien data dsn PeraYaratan
dokuftcn dalafi sitcm SIASN

r .l
KclcnSkelren bcrkae penaiun

yan8 siep dlupload
lO mnt

scrcenrhot
"Usulon t€lah

berh$il dtkirim ke
BKN'r

5
Memproses q,uarl BUP untuk pcnerbiten
sK dan Pertek oleh BKN pu.atlBxN
Kanrcg lll r; Usulan telah bcrhadil dikirim kc

BKN

Pertek dari BKN
pusat/BNN
l(anrlg III



Ilo. Ketlatan

Pelaksana Mutu Baku

Kett
Kabid Ketua

Tlm
Anggota

Tlm BKIT Kaban Bupati Kelengkapan Waktu Output

6
Mengunduh dan menyunting SK
PPensiun janda/duda daLam sistem
SIASN serta melaporkan kepada Kabid

Pertek dari BKN pusat/BKN
Kanreg III

3O mnt

Data SK Pensiun
dengan nomor,

tanggal dan data
pegawai yang
sesuai pertek

7
Menyusun nota dinas untuk di TTD
Kaban selanjutnya diajukan ke Bupati ___l

Dokumen SK Pensiun 3O mnt
Draf Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun

8
Penandatanganan Nota Dinas
Pemensiunan

Draf Nota Dinas Penetapan SK
Pensiun

6O mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
TTE

9
Penandatanganan SK Pensiun
janda/duda secara elektronik oleh Bupati

Nota Dinas PenetaPan SK
Pensiun yang akan di TTE

pdfSK Pensiun
yang di TTE

10
Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun
janda/duda

pdf SK Pensiun Yang di TTE 1O mnt
Dokumen SK

Pensiun

11
Menyerah SK Pensiun janda/duda
melalui pengelola kepegawaian PD.

Dokumen SK Pensiun 3O mnt BA Serah Terima
SK Pengsiun

+



PEMERINTAII KABT'PATEIT PT'RWAXARTA
BADAN KTPEGAWAIAN DAN PENGEIIBANGAIT SUMBER DAYA

MAI|USIA

NOMOR SOP 56/SOP BKFSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 20-?3

DISAHKAIT OLEH

dan
Manusia

a

fo

*
19950310()1

NAMA SOP
PENERBITAN Sii bPNSTN ATAS PERMIITTAAN
SEITDIRI (A"PS/ DIBERIIENTIKAN DEITGAN
HORJUAT}

DASAR HUKTIM: KUALIFIKASI PELAI(SAIIA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor l1 Tahun 20L7 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2015 Tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Ta}rtun 1977
Tentang Peraturan G4ji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2O15 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teloris pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2Ol9 tentang petunjuk teknis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawar negeri sipil dan
janda/dudanya

PNS7 BKN nomor 3 tahun 2020

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/ Diberhentikan Dengan Hormat)
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi
olfice.
Tertib Administrasi

KETERNAI,TAN: PERALATAIT / PERLEITGKAPAN :

SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian 1

2
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/ Jaringan internet;
ATK

PERINGATAN: PEITCATATAN DAIT PEITDATAAIT :

l. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/Diberhentikan Dengan Hormat)

2. Penegasan wewenang dan alur keq'a dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/ pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PEI{ERBITAN KEPUTUSAIT PENSIUN ATAS PERMI TAAI{ SENDIRI (APSI/DIBERIIEI{TIKAN DENGAN HORIUATI

Nonor : 56/SOP BKPSDM/2O23

Xo. K.glate!

PchL{na Mutu Bsku
Kctcrangan

x-ebld
KGtua
Tla

AagSotr
Tla BKlT xcpala Bupstl Krl.agl.pan Wa.l(tu Output

1

Mendisposisi permohonan pcnsiun APS_

DDH, mcmberikan arahan dan mcnetapkan
ekspel<tasi kineqja kcpads kctua Tim.

Surat pcrmohonan
Pensiun APS DDH dan

belkaa pcrcyaratan
10 mnt Disposisi Surat

Berkaa
diBimpan dalam

bentuk PDF

2
Mcmverilikasi sutat pcE[ohonan penaiun
dan berkaB pcrsyatetan dari pcr6nSkat

dacrah

Surat pcrmohonan
Pensiun APS-DDH

d6n bcrkea
pcaayatatan

10 mnt

Surat permohonatl
Pensiul APS-DDH

dBrr bcrkas
persyE!atan

kclengkapannya

Be!kao
dieimpan ddam

bentuk PDF

3
Mengidentilikasi dan tnenglnPut data
kelengkapan Pcnoiun APS-DDH untuk
diusulkan dalsm sitcm SIASN

r
BerkaB pensiun : lurat
pcngantal pd, DPCP,
dokumen ketetangan

hukdir dan tanda
terima upload

dokumen yang telah
dipcrikea

30 mntt
Kelcntkepan

bcrkaa penliun
yant siap diupload

Mclakukan vcrifikaei d8n pcngesahan
kescsuaian data dan peroyeratan dokumen
dalam sitcm SIASN

@ l Kelen8kapan bcrkag
pensiun yang .iap

diupload
10 mor

Sclecnshot "UBulsn
telah bcrha6il

dikirim ke BKN"

5
M.mproacs ajuan BUP untuk penerbitan SK

dan Pcrtek oleh BXN pusat/BKN Kanrcg III

-I
Usulan tclah berhaail

dikirim ke BKN

Pcrtek dsri Bl0'l
pusat/BKN Kanrcg

III

6
M€ngunduh dan mcnruntiog SK PPensiufl
APS-DDH dalam sistem SIASN serta
melaporkan kepada Kabid

r Pcrtek dari BKN
pu8st/BKN Kanreg UI

30 mnt

Data SK Pcnsiun
dengan domor,

t6nggal dan data
pegawai yant
scsuai pertek



No. Kegtatan

Pelaksana Mutu Baku
I(etem,trgaa

Kabid
Xctua
Ttm

Aaggota
Ttm

BKIT Kepala Bupatl Kelengkapan Waktu Output

7
Menyrrsun nota dinas untuk di TTD Kaban

diajukan ke BuPati
Dokumen SK Pensiun 3O mnt

Draf Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun

B Nota Dinas Pemensiunan _l Draf Nota Dinas
Penetapan SK Pensiun

60 mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
TTE

9
Penandatanganan SK Pensiun APS-DDH

secara elektronik oleh BuPati

Nota Dinas PenetaPan
SK Pensiun Yang akan

di TIE

pdf SK Pensiun
yang di TTE

i0 Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun pdf SK Pensiun Yang di
T'TE

lO mnt Dokumen SK
Pensiun

11
SK Pensiun APS-DDH melalui
kepegawaian PD.

Dokumen SK Pensiun 30 mnt BA Serah Terima
SK Pengsiun

+

&



PEMERINTAII KABUPATEN PURtrIAXARTA
BADAN KEPDGAWAIAIY DAN PEI{GEMBAITGAN SUMBER DAYA

MAITUSIA

IYOMOR SOP S7ISOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

DISAHKATY OLEH

Kepegawaian
bangan

Manusia

A
*

1995031()()1

NAIUA SOP
PEIYERBITAIY SK PEITSII'N MENINGGAL
DrrNrA Ar(TrF (MDA-TEIf,ASI

DASAR HTIKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor l1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2O15 Tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Talrull- 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2O15 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
tekrris pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif (Mda-

Tewas)
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
6. Tertib Administrasi

KETERKAI'TAII: PTRALATAIT / PERLEII GKAPAN:
SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;

2. ATK
PERIITGATAN: PENCATATAII DAIT PENDATAAIT:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Perrnintaan Sendiri

(APS/ Diberhentikan Dengan Hormat
2. Penegasan wewenzrng dan alur keda dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PENERBITAN KEPUTUSA!{ PENSTUN MENTLGGAL DIrNr,A AKTrr (MDA-TEUTASI
Nomor : 57ISOP BKPSDM/?O?3

Ifo. Kegtatan
Foletsana Mutu Ba.ku

Kett
Kabfd Ketua ftm Anggots

Tlm BIII{ I(cpda Bupatl KclengLapaa Waktu Output

1

Mendisposisi permohonan pensiun
MDA-Tewas, memberikan arahan dan
menetapkan ekspelitasi kine{a.

Surat permohonan Pensiun
MDA-Tewas dan berkas

persyaratan
1O mnt Disposisi Surat

2
Memverifi kasi surat permohonan
peneiun dan berkas persyaratan dari
perangkat daerah

Surat permohonan Pensiun
MDA-Tewas dan berkas

pereyaratan
1O mnt

Surat permohonan
Pensiun MDA-

Tewas dan berkas
persyaratan

kelengkapannya

Berkas
disimpan

dalam
bentuk

PDF

3
Mengidentifikasi dan menginput data
kelengkapan Peneiun MDA-Tewas
untuk diusulkan dalam sitem SIASN

r

Berkae pensiun : surat
pengantar pd, DPCP, Surat

Keterangan MDA-Tewas
dari Desa, dokumen

keterangan hukdie dan
tanda terima upload
dokumen yang telah

diperiksa

3O mntt

Kelengkapan
berkas pensiun

MDA-Tewae yang
eiap diupload

4
Melakukan verifikasi dan pengesahan
kesesuaian data dan persyaratan
dokumen dalam sitem SIASN

Eil l Kelengkapan berkae
peneiun yang eiap diupload

10 mnt
Screenghot "Usulan

telah berhasil
dikirim ke BKN"

5
Memprosee ajuan BUP untuk
penerbitan SK dan Pertek oleh BKN
Pusat/BKN Kanreg III

Usulan telah berhasil
dikirim ke BKN

Pertek dari BKN
pusat/BI{N Kanreg

III

6

Mengunduh dan menyunting SK
PPensiun MDA-Tewas dalam sistem
SIASN serta melaporkan kepada
Kabid

Pertek dari BKN pusat/BKN
Kanreg lll 3O mnt

Data SK Pensiun
dengan nomor,

tanggal dan data
pegawai yang
eesuai pertek

Ya



tr[utu BakuPelaksana

Walrtu Output
Kett

Kepala Bupati KelengkapanAnggota
Tta BKlfKabid Ketua Tlm

I(egtataalllo.

30 mnt
Draf Nota Dinas
Penetapaa SK

Pensiun
Dokumen SK Pensiun7

Menyusun nota dinas untuk di TTD

Kaban selanjutnya diajukan ke Bupati

6O mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
TTE

Draf Nota Dinas PenetaPan
SK Pensiun8

Penandatanganan Nota Dinas
Pemensiunan

pdf SK Pensiun
yartg di TTE

Nota Dinas PenetaPan SK

Pensiun yang akan di'ITE9
Penandatanganan SK Pensiun MDA-
Tewas secara elektronik oleh Bupati

1O mnt
Dokumen SK

Pensiunpdf SK Pensiun Yang di fiE
10

Mencetak dan mengarsiPkan SK

Pensiun MDA-Tewas

3O mnt
BA Serah Terima

SK PensiunDokumen SK PensiunMenyerah SK Pensiun MDA-Tewas
melalui pengelola kepegawaian PD'11

I

tr
+



PEMERINTAH KABUPATEIY PURWAI(ARTA
BADAIV KEPEGAWAIAIT I'AIT PEI{GEUBANGAN SUMBER DAYA

MAITUSIA

NOMOR SOP 58/SOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN O1 Oktober 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 28 Agustuq ?0?&*,,_

DISAHKAJT OLEH

dan
Manusia

*

1995031001

ITAMA SOP
,..ri,A$._ -PENERBITA*-€ilCJ]EITSruIY ATAS PERMINTAAN

sErIDrRr (Aps/cuxup MASA ptilsrlrNl
DASAR HUKUM: KUALITIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor I I Tahun 2Ol7 Tentang Manqjemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol5 Tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tal::un 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2Ol5 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2Ol8 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2O2O tentang petunjuk teloris pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri

(APS/Cukup Masa Pensiun)
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
4. Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice.
6. Tertib Administrasi

KEIERKAITAN: PERALATAN / PERLEIIGKAPAN:

SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian 1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIITGATAIT: PEITICATATAN DAIII PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/ Diberhentikan Dengan Hormat

2. Penegasan wewenzrng dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PENERBITAN KEPUTUSAI{ PENSIUN ATAS PERMIIYTAAT SET{DIRI (APC'/CUKUP MASA PENSIUNI

l{orror : 58/SOP BKPSDM/2O23

I{o. KcEetaa
Pelqkrana Uutu Be.lru

Kctt
xabtd Katua

Ttn
AngSoti

Tto B(IT Kepals BupaU K!lcESLapaa Weku Output

1

Mendisposisi permohonsn pensiun APS-

CMP PD, memberikan s.rahan dan
mcnetapl€n ckspektasi kincrja.

Surat permohonan
Pcnoiun APS-CMP dan

bcrkaa pe8yaratan
10 mnt Disposisi Surat

2
Memverifikasi Burat pernohotan pcndiuo
datr berl(ai pcrsyaratan dsii p€langkat
daerah

Surat pcrmohonan
Penoiun APS-CMP dan

bcrkao pcrayaratan
10 mnt

Sulat pcrmohonan
Pensiun APS-CMP

dsn bctkao
persyaratai

kclcngkapannya

Bcrka6
disimps,r

dalarn
tentuk

PDT

3
Mengid.ndfikasi dan mendnput data
kelengkapan Pcnsiurt APS-CMP untuk
diusulkan dalam sitcm SLASN

I

r

Bcrkas pcnalun : aurat
pengante, pd, DF€P,

Surat Kctcrangan
Kcmatian dari PD,

dokumcn kctcrangan
hukdi! dan tanda terima
upload dokumen yang

telsh diperikBa

30 mntt
Kclengkapan

bcrkas pengiun
yang siap diupload

Melakukan verifika6i dan pcdgc8ahatr
kcscauaian data dan pertyatatan dokumcn
delam sitem SIASN

il Kelcngkapar berka8
pcnsiud yang siap

diupload
10 mnt

Scrccnahot 'U6ulan
telah berhaail

dikirim ke BKN"I
Memproees ajuan BUP untuk pcnerbitatr
SK dan Pertek oteh BKN pusat/BKN KanreS

II

Usulan telah berhasil
dikirim ke BKN

Pertek dari BKN
pusat/BKN KanrcS

III

6
Mengunduh dan mcny.rnting SK PPenolun
APS-CMP dalam sistem SIASN serte
melaporkan kepada Kabid

Pcrtek dari BKN
puset/BKN tbnreg lll 30 mnt

Data SK Penaiun
dcnSon nomor,

tanggal d€n deta
pcgawai yanS
sasuai pertck

4

Tidak

Ya

5



IlIo, Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Kett

Kabtd
Ketua
IIE

Aaggota
Tlm BKN Kepala Bupatl Kolengkapan Waktu Output

7
Menyusun nota dinas untuk di fiD Kaban

selanjutnya diajukan ke BuPati
Dokumen SK Pensiun 3O mnt

Draf Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun

8 Penandatangaaan Nota Dinas Pemensiunan
Draf Nota Dinas

Penetapan SK Pensiun
60 mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
TTE

9
Penandatanganan SK Pensiun APS-CMP

secara elektronik oleh BuPati

Nota Dinas PenetaPan SK
Pensiun yang akan di

TTE

pdf SK Pensiun
yang di TTE

10
Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun

APS-CMP

pdf SK Pensiun Yang di
TTE

10 mnt Dokumen SK
Pensiun

1l Menyerah SK Pensiun APS-CMP melalui
pengelola kepegawaian PD.

I

Dokumen SK Pensiun 3O mnt BA Serah Terima
SK Pengsiun

t



BKPSDM/2O2359ITOMOR SOP
01 Oktober 2O23TGL. PEMBUATAIT

TGL. REVISI
28TGL. ETEKTIF

r'\
Manusia

waian dan

1995031001

t
,al
0

DISAHKAN OLEH

PENSTUN (APS UZt R/ sAxrT)
ITAMA SOP

--t t I

trtrtrEtr! ..

PE}IERII|TAH IqBUPATEI{ PT'RWAKARTA

BADAN KEPEGAWAI;i-b-AT iENAEMBAITGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KI'ALIFII(ASI PELAKSANA :
DASAR HIIKUM:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

alurdalam setiannclan ptugasMemahami
Uzur Sakit)PensiunSKPenerbitan (APsprosesMemahami

BKNASNSIaplikasimengoperasikankemampuanMemiliki naskahtatatuanketensesuai dengandokumen-dokumenMen5rusun microsofiter menggunakankompupengoperasiankemampuanMemiliki
olfice.
Tertib Administrasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tentang Manajemen Pegawai
Indonesia Nomor 3O Tahun

Sipil;

Negara20 SipilAparatur4tahun tentang5NomorUndang-Undang PeraturanAtasPerubahan20207 tentangtahunNomorPemerintanPeraturan Sipil;Negeri120 7I TahunNomorPemerintah 5201 TentangRepublikPemerintahPeraturan I9777 TahunNomorPemerintahPeraturanAtasBelasPerubahan Ketujuh
NegeriPeraturan Gaji PegawaiTentang 1520Tahun Tentang33NomorIndonesiaRepublikPemerintahPeraturan Dan Janda/DudanYa;SipilNegeriPensiunan PegawaiPokokPensiunPenetapan pertimbanganpemberianl8 tentang pedoman20tahuncnomorBKNPeraturan

PNSdudadanPNS janda/pensiontelsris pension atauda:.rlteknis penetapan
120 9tahun tentang petunjuknomorBKNPeraturan dan dudanyajarrda/sipilnegeripegawaipensdunanpokokpensiunpenyesuaian PNSteknis pemberhentian2020 petunjuk3nomor tahun tentangBKNPeraturan

/PERLEITGKAPAN:PERALATAN
KETERKAITAN:

1

2 Komputer, Scanner, Frinter, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
Form Surat KePutusankepegawaiandata padaPeremajaan/SOP perbaikan

PENCATATAN DAIY PEITDATAAN:
PERINGATAI|:

1.

2.
3.

Di lakukan registrasi manual dan elektronik
dan dokumenDi simpan sebagai

Dilakukan evaluasi/ takhiran aPabila terjadi perubahan
1

2
UzurlSakit)
;;;;;;wen€mg dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Sendiri ((APSPensiun Atas PermintaanKetidaktertiban Proses Penerbitan



PEIGRBITAIT XTPUTUAAfl PEITSIUN I APs UZT'R / SAIflT }

Ilomor : 59/8OP BKPSDU/ 2O2i,

tro f.drtr!
P.lrtla.De Mutu Baku

K.tt
Itsbld

Nctua
Tto TIE BrI{ Kepala Bupetl Itclonglrpen Waldu Output

I
Mendisposisi pemohoaan pensiu, APS_

US PD, Ecrobcriksn arahan dan
ocnetapken ckspcha6i kinerja.

Surat permohonan
Pensiun APS-US dan
betkas persyaratan

10 mnt Disposi6i Surat

2
Mcmverifikaai surat pcrmohonan pcnsrun

dan bcrkar persystatan dari pcrangkat
dacrah

Surat permohonan
Pensiun APS-US dan
b€rkea p€rayaratan

10 mflt

Surat Permohonan
PcnBiun APS-US

dan bcrkas
pcrcyaratan

kclengkapannya

Bcrka6
disimpan

dalam
bcntuk PDF

3
Mengidentifikari dan mcnglnput data
kelengkapan Pcr.iun APS-US untuk
diu6ulkan dalarll Eitcm SIASN

Berkas pcnaiun :

sulat pentantar Pd,
DrcP, Surat

dokumcn kcterantan
hukdi! dan tsnda

teritEa upload
dokumen yang tclah

dipcriksa

30 mntt
KelengkBpan

berkaa pcnsiun
yang siap diupload

4
Mclakukan verifikaei dan pengeaahan

kcscBuaian data dan Pctsyaratan
dokumcn dalam sitem SIASN

E il Kelcngkapan bcrkag
pen.iun yang siap

diupload
lO mnt

Screenshot 'Uaulan
telah berhasil

dikirim ke BKN"

5
Memprosas ajuan BUP untuk panerbita[
sK dan Pertck oleh BKN Pusat/BKN
IGnreg III

Usulan tclah bcrhasil
dikirim ke BI<N

Pertek dari BKN
pusat/BKN t(anr€8

III

Mengunduh dan menlrunting SK
PPensiun APS-US dalam sistem SLASN

serta melaporkan kepada Kabid 5_
Pcrtek da-ri BKN

pusat/BKN Kanreg III
30 mnt

Dat6 SK Pendlun
dengan nomot,

tanSgal da, data
pegawei yang
sesuai pertek

A,rggota

t--

Ya

6



Ifo. Keglatan

PelaAsana Mutu Baku

Kett
rkbid Ketua

Ttm
Anggota

Tlm BKN Kepala Bupatl xelengtoPan Walrtu Output

7
nota dinas untuk di TTD

selanjutnya diajukan ke BuPati

Dokumen SK
Pensiun

30 mnt
Draf Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun

8
Penandatanganan Nota Dinas

Draf Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun
6O mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
TTE

9
Penandatanganan SK Pensiun AB-US
secara elektronik oleh BuPati

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang akan di
T'TE

pdf SK Pensiun
yang di TTE

10
Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun

APS.US

pdf SK Pensiun yang
di TTE

1O mnt Dokumen SK
Pensiun

11
Menyerah SK Pensun APS-US melalui
pengelola kePegawaian PD -

Dokumen SK
Pensiun

30 mnt BA Serah Terima
SK Pengsiun



PEMERII{TAH I(ABUPATEIT PURWAKARTA
BADAIT KEPDGAWAIAI{ DAN PENGEMBANGAIY SUMBER DAYA MAITUSIA

TI.FIA NI{AnJI

IYOMOR SOP 6OISOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAN Ol Oktober 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023.

DISAHI(AN OLEH

Kepala dan
Manusia

*
1()()1

ITAMA SOP

-t:l

PTITERBITAIT SK PEMBERHEITTIAIT DIITGAIT
HORMAT TAIIPA HAK PEITSIIIIT SEBAGN PITS

DASAR HI,IKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 5 tahun
Peraturan Pemerintan Nomor 17

2O14 tentang Aparatur Sipil Negara
tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

pemerintah Nomor I I Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2o15 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tal,run 1977

Tentang Peraturan Gaji Pegawar Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2o15 Tentang
penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
peratuian BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
telanis pension PNS dan pension janda/duda PNS
peratuian BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan j atdaldudanya

BKN nomor 3 PNS

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses Penerbitan SK Pemberhentian dengan hormat tanpa
hak pensiun
Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi
olfice.
Tertib Administrasi

KETERXAI'TAIT: PERALATAN / PERLEIYGKAPAN:

SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian 1. Form Surat KePutusan

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN PEITCATATAIT DAN PEITDATAAN:

Ketidaktertiban proses Penerbitan SK dengan honnat tanPa hak
pensiun

2. Penegasan wewen€urg dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

t



PEI{ERBITA]T XEPUTUSAN PEMBERIIENTIAN DENGAIT HORIIAT TAI{PA HAK PENSIUN AEBAGN PITS

Nomor : 6OISOP BKPSDM/2O23

no. Kcgtstaa

PclaLaa!a Uutu Batu
Kett

Habtd
Kotue
TID

Anggota BI{JT Kepels Bupatl B.lctrgtrp.n Waktu Output

1

Mendisposisi p€rmohonan Penoiun
APS-PDHTHP PD, membcriksn
arahan dan menetaPken eksPcktaoi
kinerja.

Surat Permohonan
Pcnsiur APS-

PDHTHP dsn betka8
Pcrcyaratan

10 mnt Dispo8iai Surat

2
Memverifikagi sutat perrnohonai
pensiun dan bcrkas peraJ'araton dari
pcrangkat dacrah

Surat pefi[ohonan
Pclsiun APS}-

PDHTHP dan berke6
parayafaten

1O mnt

Surat pcrmohonan
Penoiun APS-
PDHTHP darr

berkas persyatatan
keleogkapannya

Bcrkaa
disimpsn

dalam
b€ntuk PDF

3

r-

Bcrkea pcnsiun :

surat pcngsntar pd,
DPCP, dokutBen

kcterangan hukdis
dan tanda tcrima
upload dokumen

yang telah dipcriksa

30 mntt
Kelengkapan

berkaB pcnsiun
yang siap diupload

4

Mclakukan v.ri0kari datt
p€nSesahan kcacauaian data dan
pcrsyar'atan dokumcn dalam aitcm
STASN

@ Kclengkapan berka8
pcnsiun Yang siaP

diuplo6d
10 mnt

screenBhot "Uaulan
telah berhaEil

dikirim ke BKN"I
Mcmproscs ajuan BUP untuk
penerbitan SK dan Pcrtek oleh BKN
pusat/BKN Kanreg III

Usulen tclah bcrhasil
dikirim k Bf.N

Pertek dari BKN
pusat/BKN Kanret

lI

6

Medgunduh dan menjrunting SK

PPcnsiun APS-PDHTHP dalarn
sistem SIASN scrta melaPorkan
kepada Kabid

f-
Pertek dsri BKN

pusat/BKN lknreg
III

30 mnt

Data SK Penaiun
dengan nomof,

tanggsl dan datq
pegswai yang
a€suai pertek

Ttm

Mengidentifikasi dan denginPut data
kelengkapan Pensiun APS-PDHTHP

untuk diusulkan dalam ditem SIASN



No, Keglatan

Pelaksaaa Mutu Baku
Kett

Kebid
Ketua
TtE

Arggota
Tim

BKlII Kepala Bupatt KelengLapan Walrtu Output

7
Menyusun nota dinas untuk di TTD

Kaban selanjutnya diajukan ke
Bupati

Dokumen SK
Pensiun

3O mnt
Draf Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun

8
Penandatanganan Nota Dinas
Pemensiunan

Draf Nota Dinas
Penetapa-n SK

Pensiun
60 mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
TTE

9
Penandatanganan SK Pensiun APS-

PDHTHP secara elektronik oleh
Bupati

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang akan di

'mE

pdf SK Pensiun
yang di TTE

10
Mencetak dan mengarsiPkan SK
Pensiun APS-PDHTHP

pdf SK Pensiun Yang
di TTE

1O mnt Dokumen SK
Pensiun

11
Menyerah SK Pensiun APS-PDHTHP

melalui pengelola kepegawaian PD.

Dokumen SK
Pensiun

3O mnt BA Serah Terima
SK Pengsiun

+



PEMERIITTAH KABUPATEIT PURWAKARTA
BADAIT KEPDGAWAII|IiI DAN PE1TGEMBAITGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 61/SOP BKPSDM/2O23
AGL. PEMBUATAN O1 Oktober 2O23

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28

DISAHKAN OLEH

waian dan
Daya Manusia

{'

*
19950310()1

ITAMA SOP MASA PERSIAPAil PEITSN'il
(MPPI

DASAR HIII(IIM: KT'ALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2O2O tentan:g Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh BeLas

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OI5 Tentang

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan

telmis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk telods penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7 Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang teknis pemberhentian PNS

1.
o

3.
4.
5.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsiP

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:

SOP Peremajaan / perbaikan data pada sistem kepegawaian
- 1- Buku R.dstrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner

PERIITGATAN: PEITCATATAIT DAN PEIiIDATAAIIT:

1. Ketidaktertiban proses Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

2. Penegasan wewenang dan alur keda dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peratura

4. Resiko dan kerusakan arsiP

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik

3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



PERMOIIOITAN MASA PERSIAPAN PEI{SIUN (MPPI
Norror 3 61/SOP BKPSDM/2O23

No I(Ggl-tatt

Pelahaana Mutu Baku
Kett

R.bld Ketua TIE Arggota
Ttln K.pale Bupeti KclctrSlrpan waku Output

I

Mcndi8poBisi pennohonan masa
p€raiapan penEiun, rueEberikan araha!
dan menetapkan ekopektasi kinerja,
pcrmohonan

Surat pemohonan masa
pensiun dan berkas

persyaratan
10 mnt Disposisi Surat

2
MeEveri{lkasi surat pcrmohonan rnaaa
persiapan p.n8iun dan berkas
pcloyaiatan dati peran8kat daerah

surat peflnohonan masa
penaiun dan berkas

persyaratan
10 mnt

Surat pcrmohonan
Penaiun

pca8ohonan maBa
pensiun

B€rka8
disirnpaJl

dala.to
bentuk

PDF

3
Memproaea dan dreabuat dral SK
pcrmohonan maoa pereiapan

Surat permohonan
Penaiun permohonan

maaa penaiun
30 mntt

Draft sK Per8iapan
Maaa

PeDienaiunan

Mclakukan verifrkaai darl pengesalan
kcocouaian data dan pcrsyaaatan
dokumcn I D'

@ Kelengkapan berkag
pcnaiun yang eiap

diupload
l0 mnt

validasi SK
Pcrriapan Maoa
Pemcnsiunan

7
M.nj'u8un nota dinas untuk di TTD
Kaban selaqjutnya diqjukan kc Bupati

Dokumen SK Pensiun 30 mnt

Dral Nota Dinas
Penetapan SK

Per8iapan Masa
PeInensiunan

8
Penandatanganan Nota Dinss Pcrsiapan
Maaa Pemenaiunan

Draf Nota Dinag
Penetapan SK Persiapao

Masa PemensiunEn
60 mnt

Nota Dinas
Penetapan SK

Pensiun yang di
,ITE

9
Penandatanganan Sl( Persapan Masa
Pe&ensiunan oleh Bupati

Nota Dinas Penetapan SK
Pensiun yang akan di

TTD

pdf SK Penaiun
yant di TTD

t0 Mencetak dan hengarsipkan sK
Paraiapan Maaa Peoensiunatt

pdf sK Pensiun yang di
T.TD

l0 mnt Dokumen SK
Pensiun

11

Menyerah SI( Persiapan Masa
Pem€nsiunan melalui penSelola
kepegawaian PD.

Dokuloeo SK Per8iapan
Masa Pemensiunan

30 mnt BA Serah Te.ima
SK Pengsiun



soPNOMOR SOP
01 Oktober 2O23TGL. PEMBUATAIT

TGL. REVISI
28TGL. EFEKTIF

I

dan Pengem
Manusia

*

1995031(x)r

DISAHKAIT OLEH

(KTPUTUSAN PEIrSnff HrLAltG)
PTNGA.IUAN PETIKAT| t{E-213ITA}IA SOP

t

,, IEEEI ..

PEMERIITTAH I(ABUPATEN PURWAI(ARTA
BN)AN KEPEIGAWAIAN DAIY PENGEIIBANGAIT SUDIBER DAYA MAITUSIA

KT'ALIFIKASI PELAI(SAITA :DASAR HTII(IM:

Memahami proses Pengajuan SK Petikan Ke2l3 (SK Pensiun Hilang)

Men5rusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsiP

I
o

3
4

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol5 Tentang Perubahan Ketujuh Belas

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 TentangPeraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2O15 Tentang

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan

telmis perrsion PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk tekrfs penetapan dan/atau

1. Undang-UndangNomor

dansipil janda/dudanyanegeripegawaipensiunanpokokpensiunpenyesuaian
PNSteknis pemberhentian3nomor 2020tahunBKNPeraturan

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :KETERXAI'TAN:
1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner

1. ATK dan odner penyimpanan arsiP

PEITCATATAIT DAN PENDATAAIT:PERIIIGATAI{:

2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi / pemutakhiran

l. Di simpan sebagai data dan dokumen

apabila te{adi perubahan

I
2

3
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

Ketidaktertiban Proses Pengajuan SK Hilang)Ke 2/s (SK

I



PEI|GA^,UAI| KEPUTUSAII PEf,II(AN KE 2lg u{EPUTUSAN PEI{SIuN IIILAIIG}

Nomor : 62ISOP 3196P16/2O23
llutu Baku

Pelaksana Kett
WaKuTlmKetua TlmKabtd

KegiatanNo.

Berkas persyaratan dan
surat pengantar dari

perangkat daerah
15 mntBerkas PersYaratan

administratif1

berkas
pengajuan sK

pensiun (SK Pensiun hilang) Ke

Ketua Tim

3O mnt
Hasil verifikasi surat

permohonan
SK

Disposisi Surat
Permohonan Pengajuan

SK Pensiun hilang
surat permohonan)

Surat Keterangan SK
pensiun yang hilangt hariHasil verifikasi surat

permohonarrMemproses Surat Keterangan SK

yang hilang.3

nota dinas3O mntBerkas Surat Keterangan
SK Pensiun Yang hilang4

Menyusun nota dinas Surat
SK pensiun Yang

Surat Keterangan SK
pensiun yang hilang

ditandatangani Kaban
1 jam

nota dinas Berkas Surat
Keterangan SK Pensiun

yang hilang5
Menandatangani Surat

SK pensiun Yang

BA Penerimaan Surat
Keterangan SK Pensiun

yang hilang
1O mnt

Surat keterangan SK
pensiun Yang hilang

ditandatangani KePala
Badan

6
Penyerahan Surat keterangan

pensiun yang hilang

Arsip SK pensiun10 mntSurat Keterangan SK

pensiun yang hilangMengarsiPkan Surat keterangan
SK pensiun Yang hilang.



PEMERIITTATI KABUPATEN PURWAI(ARTA
BADAIT KEPBGAWAIAII DAN PEIYGEMBAITGAIT SUUBER DAYA MAITUSIA

NOMOR SOP 63/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28Affi?923

DISAHKAN OLEH

dan bangan
Daya Manusia

)

*

1995031(x)1

I{AMA SOP PEITGHARGAAIT PEGAWAI BERPRESTASI

DASAR HIII(IM: KTIALIFIKASI PELIIKSANA :

1. Undang-UndangNomor 5Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

l. Memahami aturan yang berkaitan dengan Perhargaan Pegawai Berprestasi
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERXAI'TAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:

SOP Pengelolaan Promosi dan Mu tasi ASN 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIITGATAIT: PEITCATATAN DAN PENDATAAN:

Harus diselenggarakan dengan transparansi dan tidak memihak kepada

pihak tertentu

Data disimpan manual dan elektronik



PENGHARGAAIT XTPADA PEGAWAI BERPRESTASI

Nomor : 63/SOP BKPSDM/2O23
Itrutu Baku

Pelaksara Kctt
OutputWalrtuKebngr.apanYBSKepalaTim PentlalPDKabtdNo. Kegiatan

Surat pemberitahuan
yang terinformasikan ke

perangkat daerah
Surat pemberitahuan

Menginformasikan tentang

kepada Perangkat
daerah

pegawai
I

3O mnt Dokumen kelengkaPan
usulan

l4slampirkan
dokumen

kelengkaPan
administrasi

2 berprestasi
usulan calon

Hasil seleksi
usulan

kelengkapan

seleksi administrasi)

Hasil seleksi

t hari

usulan4
Memfasilitasi tim Penilai seleksi

Dokumen Seleksi
Wawancarausulan

Dokumen

5 Melakukan seleksi wawancara
t hari

Dokumen Seleksi
Wawancara

Dokumen kelengkaPan
usulanMemfasilitasi tim penilai seleksi

6

Hasil seleksi Pegawai
berprestasiI hariDokumen Seleksi

Wawancara7 pegawai berPrestasi
hasil seleksi

Menerima penghargaan
pegawai berPrestasi

Hasil seleksi Pegawai
berPrestasiHasil seleksi Pegawai

8



PEMERINTAH KABUPATEIT PURWAXAR'IA
BADAN KEPDGAWAHN DAIT PENGEMBANGAN SIIMBER DAYA MAITUSIA

NOMOR SOP 64lSOP BKPSDM/2O23
TGL. PEMBUATAIT O1 Oktober 2O23
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 28 AgrrsNjOZS

DISAHKAN OLEH

dan
Daya Manusia

199503l(x)1
IVAMA SOP

-..1 
i,l-- : '

PEMBERIAIT BANTUAIT KEPADA PEGAWAI

DASAR HTII(IM: KT'ALIFIKASI PELAI(SANA :

l. Undang-UndangNomor 5Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O terfiang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri SiPil.

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada
pegawai

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
offrce.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERXAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIITGATAN PEITICATATAN DAN PENDATAAN:

a

a

Usulan pemberian bantuan di ajukan oleh perangkat daerah;
proses pemberian bantuan kepada pegawai harus transparan dan tidak
memihak.

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN



PEMBERIAN BANTUAIT KEPN)A PEGAWAI

l{omor : 64ISOP BKPSDM/2O23
llutu BakuPelaksaaa

Kett
OutputWaktuKeleagkaPaa

Ketua dan
Anggota

TiE
YBgKabidKORPRIKepalaPDNo. Kegiatan

Berkas persyaratan dan
surat pengantar dari

perangkat daerah

Berkas Persyaratan
administratif1

Mengqiukan Permohonan
bantuan kePada Pegawai di

daerahnya

5 menit

Surat Permohonan
pengajuan bantuan

pegawai yang sudah dr

Disposisi Surat
Permohonan Pengajuan

bantuan Pegawai

MendisPosisi surat untuk di

tindaklanjuti ke sekretariat

Hasil verifikasi surat
permohonan30 menit

Surat Permohonan
pengajuan bantuan

pegawai yang sudah di
disposisi dan dokumen

pendukung
3

Memverifikasi dokuemn

Jenis pemberian
bantuan kepada Pegawai

30 menitHasil verifikasi surat
permohonanMenentukan Pemberian bantuan

pegawai4

t hari
Penyerahal bantuan

kepada pegawai
Jenis Bantuan kePada

PegawaiMemfasilitasi Pemberian
kepada Pegawai

5

Bantuan kepada Pegawai
di terima

Jenis Bantuan kePada

Pegawai7 Menerima bantuan

2



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAI\ SUMBER DAYAMANUSIA

Nomor SOP 65/SOP BKPSDM/2023
Tanqoal Pembuatan 01 September 2023
Tanqqal Revisi
Tanooal Efektif 01 Oktober 2023
Disahkan oleh Kepala Kepegawaian dan n

usia Purwakarta

199503 1 001
.o

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNT
PEMERINTAH ( LAKIP )

INSTANSI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi sefta Tata KerJa Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

1.

2.
3.
4.

Mampu Mengoperasikan komputer
Telah menandatangani Pakta Integritas.
Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Memahami DPA, Renstra dan Renja
Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

5

6

Keterkaitan Peralatan/ Perleng kapan :

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Perjanjian Kinerja
4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
5. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

1. Komputer/i nterneflprinter
2. Dokumen RENJA
3. Dokumen RENSTRA
4. Dokumen Perjanjian Kinery'a
5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
6. DPA
7. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD

Peringatan :

lika tidak dilaksanakan sesuai SOB maka proses penyusunan LAKIP tidak akan selesai
tepat waktu.

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy



SOP PENYUSUI{AN LAPORAN AKUi{TABILITAS KINERJA INSTANSI PEI,IERINTAH

NOiIOR : 65 /SOP BKPSDII/2O23

No. Kegiatan

Pelalcana ilutu Baku
Xet

Kepala Badan Sekretaris Badan Bidang Kasubag PKP Anggota Perangkat
Daerah

Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output

1.

flenerima dan rendisposisikan surat masuk dari

Bagian Organisasi serta membentuk tim penyusunan

LAKIP --l SuBt Masuk 1 lam
- Disposisi SuEt Masuk
- SK Tim Penyusunan
L,AKIP

2.
tlenginstruksikan kasubag PKP untuk menyusun

TAKIP --l - Disposisi SuGt Masuk
- SK Tim Penyusunan LAKIP

10 Menit Fomat fbngum!,ulan
Data

3
I'lelaksanakan koordinasi dengan Bidang dalam

rdngka menghimpun data
Formt Pengumpulan Data 1 lam Data dan Inforrnasi

4. Menerima dan mngolah data dari bidang Data dan Infomasi 2 Hari. Bahan Penyusunan LAKIP

I'lenyusun draft LAKIP Bahan Penyusunan LAKIP 14 Hari

6. Uelaksanakan asistensi LAKIP t- D6ft LAKIP 1 Hari Hasil Verifikasi LAKIP

7 hrbaikan hasil asistensi LAKIP I Data yang sudah diverifikasi I Hari Pembaharuan data

8.
taeneliti dan memraf. Jika Udak setuju maka

ilkembalikan dan diperbaiki
___l Draft LAKIP 2 Jam Dmft LAKIP yang telah

dipaEf

9. Hengesahkan LAKIP Draft LAKIP yang telah diparaf 30 Menit
Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

10. Encetakan Dokuren LAKIP
LapoEn Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) I Hari Dokumen LAKIP

L-

I

DEft LAKIP

-l



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPf,GAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 66 /SOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 SeDtember 2023
Tanqqal Revisi
Tanqaal Efektif 01 Oktober 2023
Disahkan oleh Kepal pegawaian dan P embangan

S usia Kabupaten rwa ka rta

ia-
\\*

BKPS
2

NIP. 19 199503 1001
,o

Nama standar operasional Prosedur i{QWa 69p-ZZ

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 "lahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan

Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepeqawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan;

2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4. Memahami alur bisnis keuangan;
5. Menguasai sistem keuangan daerah;

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. Data dan berkas SPI
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan oenvimDanan Arsio
Pencatatan dan Pendataan:
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

SEKRETARIAT

Peringatan :

l. lika soP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembuatan laporan
keuangan

2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu



SOP PE YUSU AT{ LAPORAI{ KEUAI{GAI{

NOMOR: 66 /SOP BKPSDM/2O23

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kepala
Badan Sekr€taris Kasubag PKP Anggota BKAD Kelengkapan Waktu output

1

Menerima Disposisi Kepala Badan atas
Surat Kepala BKAD untuk menyusun
Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan
Tahunan SKPD

- Surat masuk dari BKAD
tentang penyusunan 5 Menit

- Disposisi surat
masuk dari Kepala
Badan

2

Menindaklanjuti Disposisi Kepala Badan
atas Surat (epala BKAD untuk menyusun
Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan
Tahunan SKPD dengan membuat Nota
Dinas

- Disposisi surat masuk
dari Kepala Badan

5 lrlenat

3

Penata Kelanqan membuat Nota Dinas
untuk dikirim kepada B€ndahara untuk
menyampaikan data yang berhubunsan
dengan penyusunan L?poran Bulanan,
Triwulan, Semester dan Tahunan SKPD

- Nota Dinas - Nota Dinas

B€ndahara llempersiapkan dan
llenyampaikan salinan dokumen yanq
berhubungan penyusunan Laporan
Eulaoan, Triwulan, Semester dan Tahunan
SKPD yang telah diverafikasi

- Nota Dinas
- BKU
- Penqesahan SPI

l Hari
' SKU
- Pengesahan SPI

5

IYenerima Data yang disampaikan
Bendahara guoa penyusuoan t-aporan
Bulanan, Triwulan, Semester dan Iahunan
SKPD

. BKU
- Pengesahan SPI

10 Menit
- Bahan data
penyusunan laporan
Keuangan

Mengkompilasi data dari Bidang dan
S€kretariat.

- Bahan data penyusunan - Kumpulan data dan

7
Ivelaksanakan entry data ke dalam sistem
Keuangan Daerah (lurnal Penyesuaian)

- Kumpulan data dan

- Sistem Keuangan
Daerah

l Hari

IYelaksanakan cetak laporan Bulanao,
Triwulan, Semester dan Tahunan SKPD
dari Sistem Keuangan Daerah

- Sistem Keuangan
Daerah
- Print out draft laporan

1 Jam
- Draft Laporan
Keuangan yang belum
diverifikasi

L-

6.

8.



Ke9iatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kepala
Badan sekretaris Kasubag PKP Anggota BKAD Kelengkapan Output

I
Melaksanakan dan memvalidasi laporan
Bulanan, TriwLrlan, Semester dan Tahunan
SKPD

- Draft Laporan
Keuanqan

4lam
- Draft Laporan

Keuangan yang
sudah divenfikasi

10
Memeriksa k€mbali sebelum
melaksanakan rekonsiliasi dengan BKAD

- Draft Laporan

sudah diverifikasi
- Laporan Keuangan

17 melaksanakan r€konsiliasi denqan BKAD - Lrporan Keuangan 2 Hari
- Laporan Keuangan

setelah rekoosiliasi

Melaksanakan pengarsipan laporan
setelah rekonsilaasi

- Laporan Keuangan
setelah rekonsiliasi

15 Flenit
- Laporan Keuangan

setelah rekonsiliasi

13
I'lembuat Catatan atas L-aporan keuangan
(caLK)

- tnporan Keuangan
setelah rekonsiliasl

3 Hari
-LO
- Laporan Ekuitas
- Neraca
- Dmft CaLK

Lnporan Tahunan

t4 I\4elaksanakan venfikasi dan memvalidasi
Catatan atas Laporan keuanqan (CaLK)

-LRA -LO
- tnporan Ekuitas

- Laporan Arus Kas
- Draft CaLX

l Hari

Sudah divalidasi:
- LRA - LO - Neraca
- Laporan Ekuitas L-aporan Tahunan

Melaksanakan verifikasi dan memvalidasi
Catatan atas Laporan keuanqan (CaLK)

Tidak

.LRA -LO
- Laporan Ekuitas

- Laporan Arus Kas
- Draft CaLK

divalidasi

l Hari

-LRA -LO
- Laporan Ekuitas
- Neraca
- Drdft CaLK

divalidasi

laporan Tahunan

--u

t_ ---l

1,2.
___l

f- ___l

15.



regiatan

Pelaksana ilutu Aaku

Ket

Kepala Eadan Sekretaris
Kasubaq

PKP
Anggota BXAD (elengkapan OuEut

16
Menandatangani Laporan Keuangan dan
Cntatan atas Laporan keuanqan (CaLK)

-LRA -LO
' L,aporan Ekuitas

- Laporan Arus Kas
- Draft caLK
yang sudah
divalidasi

2lam - LRA _ LO - Neraca
- Laporan Ekuitas
- cal(

Laporan Tahunan

77.
Menggandakan Laporan Keuangan dan
Catatan atas Laporan keuanqan (CaLK)

- LRA Lo - Neraca
- Laporan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- CaLK

l Hari
- LRA - LO - Neraca
- Laporan Ekuiaas
_ CaLK

Laporan Tahunan

18
Iqengarsipkan Laporan Keuangan dan
Catatan atas Lnporan keuanqan (CaLK)

- LRA - LO - Neraca
- Lrporan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- CaLK

15 Menit
- LRA - LO - Neraca
- Lnporan Ekuitas
- CaLK

Laporan Tahunan

19.
Mengirimkan Laporan Keuangan dan
Catatan atas Laporan keuangan (CaLK)
kepada BKAD

- Laporan Keuanqan
+calK

- Surat Pengantar

- Tanda Terima
Laporan Iahunao

_i
L-

L-



















PEI}TERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPf,GAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 86 /SOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 SeDtember 2023
Tanooal Revisi
Tanqqal Efektif 01 Oktober 2023
Disahkan oleh Ke

S
mbangan

rwa ka rta

IIL
I

199503 1001
tryA( 19;

SEKRETARIAT Nama Standar Operasional Prosedur :

PEI{YUSUNAN LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan;

2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mempunyai kemampuan analisis data;

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. Data Kuesioner
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan :
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan perencanaan SKM tidak akan berjalan sesuai

keing inan
2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu
5. Dikonsultasikan dengan Eagian organisasi Setda dan Inspektorat untuk mendapatkan

rekomendasi

Pencatatan dan Pendataan;
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

_-- dan
Kabupaten

*
1



SOP PETYUSUNA]I LAPORAI{ SURVEI KEPUASAI{ HASYARAKAT

NOIIOR: A6 /SOP lXPSDri/2O23

No. Kegiatan
Pelaksana Itlutu Baku

Ket
Kepala Eadan Sekretaris

Badan fasubag PKP Anggob PeEyaratan /
Kelengkapan Waktu Output

I
Menugaskan pelaksana menginventarisir unit pelayanan yang
akan diukur, menyusun instrumen suruei (kuesioner), menentukar
besaran dan teknik pengumpulan sampel beserta respondennya --l - Surat Keputusan Kepala

BKPSDM
10 menit

.Surat Keputusan
Kepala EKPSDM

2.

Menginventarisir unit pelayanan yang akan diukur, menyusun
instrumen suruei (kuesioner), menentukan besaran dan teknik
pengumpulan sampel beserta respondennya, menyiapkan barcode
untuk disediakan pada bidang pelayanan dan resepsionis

TidakI
- Surat Keputusan Kepala

BKPSDM t hari
- Bahan Pengukuran

IKM
- Aplikasi

3.
Melaksanakan veriiftasi dan validasi bahan pelaksanaan
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Tadak

Ya

- Bahan Pengukuran IKM 30 menit - Bahan Pengukuran
IKM yang telah diparaf

4.
Melaksanakan veriiftasi dan validasi bahan pelaksanaan
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Tidak ___l
Ya

- Bahan Pengukuran
IKM yang

telah diparaf
30 menit

- Bahan Pengukuran
IKM yang telah diparaf

5.
Menyetujui bahan pelaksanaan penqukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat

__l
Ya

- Bahan Pengukuran
IKM yang

telah diparaf
30 menit

- Bahan Pengukuran
IKM yanq telah ditanda
tangan

6.
Melaksanakan entry instrumen suruey (kuegioner) pada aplikasi
yang telah disediakan

L- --+
- Bahan Instrumen survei

(kuesioner)

- Aplikasi

30 menit

- Instrumen suruei
( kuesioner)

- Aplikasi
- Barcode / Link
aplikasi

7.
Memberikan kuesioner kepada responden / pengguna layanan di
BKPSDM melalui link aplikasi atau barcode yang telah disediakan

- Instrumen suruei
(kuesioner)

- Aplikasi
- Barcode / Link aplikasi

15 Menit - Hasil kuesioner

8.
Mengunduh rekap hasil kuesioner yang telah di isi oleh responden
dari aplikasi

- Hasil kuesioner

- Aplikasi
5 Menit - Rekap hasil kuesioner

9.
Menyusun lapoeren dan menganalisa hasil Suruei Kepuasan
Masyarakat

Tidak -+
- Rekap hasil kuesioner t hari

Draft laporan
pelaksanaan Suruei
Kepuasan Masyarakat

10.
Melaksanakan verifikasi dan validasi draft laporan Suruei
Kepuasan Masyarakat

___l
Ya

)raflt laPoran pelaksanaan
;urvei Kepuasan Masyarakat

1 Jam

Draft laporan
pelaksanaan Suruei
Kepuasan Masyarakat
yang telah diparaf

11,
Melaksanakan verifikasi dan validasi draft laporan 5uruei
Kepuasan Masyarakat

Draft laporan pelaksanaan
5uruei Kepuasao Masyarakat
/ang telah diparaf

30 Menit

Dmft laporan
pelaksanaan Suruei
Kepuasan Masyarakat
yang telah diparaf

I-

___l



No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kepala Badan Sekretaris

Badan Kasubag PKP Stafi Pelaporan
Pereyaratan /
Kelengkapan Waktu Output

Melaksanakan tandatangan draft laporan Suruei Kepuasan
Masyarakat

Draft laporan Suruei
Kepuasan Masyarakat yang
lelah diparaf

30 Menit laporan Suruei
Kepuasan Masyarakat

13,
Menginstruk5ikan Kasubag Perencanaan Keuangan Pelaporan
untuk mengadakan rapat evaluasi hasil pengukuran Suruei
Kepuasan Masyarakat --l aporan Suruei Kepuasan

Uasyarakat 2 lam - Notulen rapat

t4. Berdasarkan hasil rapat evaluasi, menyusun tindak lanjut
perbaikan

'Notulen rapat I lam - Rencana tindak lanjut
perbaikan

15.
Melaksanakan pengareipan dokumen laporan Suruei Kepuasan
Masyarakat

- Rencana tindak lanjut
perbaikan

- Laporan Suruei Kepuasan
Masyarakat

30 Menit

- Rencana tindak lanjut
perbaikan

- Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat

__i

L-



PEMERINTAH KABI]PATEN PURWAKARTA

BADAII KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 87 lSOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 September 2023
Tanooal Revisi
Tanooal Efektif 01 Oktober 2023 \
Disahkan oleh ian dan embangan

Kab Purwakarta

*
{(

NIP. 1 199503 1 001

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional Prosedur ' 1\": 

" 
l'': '1-'

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi

Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan;

1. Mampu Mengoperasikan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
3. Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Renja 1. Komputer/internet/printer
2. Dokumen RKA tahun sebelumnya
3. Lembaran kerja

Peringatan :

Apabila draft RKA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan maka draft
RKA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pencermatan

oleh TAPD

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

NOMOR . A7 IS'OP BKPSDM/2o23

NO Kegiatan

Pelaksana

Kepala Sekretaris Bidang Kasubag PKP Anggota Perangkat
Daerah

v\6ktu Output Ket.

1

Mendisposisakan surat masuk
tentang penyusunan RKA

Surat masuk 30 Menit
Disposisi

surat
masuk

2

Memerintahkan untuk
menyusun RKA pada Kasubag
PKP

Surat
disposisi

15 Menit Lembar
disposis

3

Menugaskan Kasubag PKP
untuk mendistribusikan plapon
anggaran ke bidang

Surat
edaran
disertai
lembar
disposi

2 Han

Surat
edaran
disertai
lembar
disposi

4

Melaksanakan pengentrian
anggaran ke SIPD

t
Bahan

anggaran
7 Hati PIapon

anggaran

5

Melaksanakan asistensi RKA

Dokumen
RKA

3 Hari
Dokumen

RKA

6

Merevisi hasil asistensi RKA
dan menginput ke SIPO Revisi

dokumen
RKA

4 Hari
Dokumen

RKA

7

Meneliti dan memaraf RKA
Realisasi
dokumen

RKA
1 Hari

Dokumen
RKA

8

Menyetujui dan mendatangani
RKA

Dokumen
RKA

l Hari
Dokumen

RKA

Mutu Baku

--_]

--_1

-l

___l

t-



I

Melaksanakan asistensi
pengesahan RKA ke TAPD
untuk di tandatangani

Dokumen
RKA

5 Hari
Dokumen

RKA

10

Pencetakan dokumen RKA

Dokumen
RKA

'l Hari
Dokumen

RKA
___l



PEMERINTAII KABT]PATEN PT]RWAKARTA

BADAII KEPEGAWAIAN DAN PENGf,MBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA

Nomor SOP 88 /SOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 Seotember 2023
Tanqoal Revisi
Tanqqal Efektif 01 Oktober 2023
Disahkan oleh Kepa dan embangan

Ka Purwakarta

199503 1 001

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Z. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 ]'lahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi

Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan;

1. Mampu MengoPerasikan komPuter
2. Memahami Dokumen RPIPD dan RPJMD

3. Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Keterkaitan: Peralatan/ PerlengkaPan

1. SOP Penyusunan Renja

2. SOP Perjanjian Kinerja

3. SOP Penyusunan I-AKIP

1, Komputer/interneVPrinter
2. Dokumen RENJA
3. Dokumen LAKIP
4. Dokumen RPJPD dan RPIMD

Peringatan :

Renstra harus dijabarkan per tahun

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

v\
fJ

PFNYUSI.INAN REITICANA



SOP PEilYUSUNAN REI{CANA STRATEGIS (REI{STRA)

NOlioR: 88 /SOP BKpSDH/2O23

No. KeOiatan

Pelaksna ilutu Baku

Ket
Kepala Badan Sekretaris Badan Bidang Xasubag PKP Anggota Perangk t

Daerah Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output

7,

llenerima dan mendisposisikan suBt masuk dari

Bappelitbangda serta membentuk bm penyusunan

Renstra

Suct Masuk 1 lam SK Tim Fenyusunan
RenstE

2.
ilenginstruksikan kasubag PKP unfuk renyusun

Renstm --_] SK Tim Penyusunan RenstE 10 Menit Formt Pengumpulan
Data

ilelaksanakan koordinasi dengan Bidang dalam

rangka menghimpun data
Format Pengumpulan Data 1 Jam Data dan InforrEsi

4. ilenerima dan mengolah data dari bidang L- Fomat Pengumpulan Data 5 Hari Data

5. Menyusun rancangan awal RenstE Data dan Infomasi 5 Hari Rancnqan Awal Renstra

6. Uelaksanakan asistensi rancangan awal RenstE t- Rancanqan Awal Renstra 3 Hari Lembar Verifikasi Resntra

7. Perbaikan hasil asistensi EnGngan awal Renstm Data yanq sudah diverifikasi 7 Hari Pembaharuan data

8. Nenyusun ranGngan Renstra Data Entry Sistem Perencanaan 1 Hari Draft Rancangan RenstE

9.
I'lenghadiri Forum Perdngkat DaeEh / Lintas

reGngkat Daemh
Surat Masuk 1 Hari Notulen Rapat

10. Menyusun 6nGngan akhir RenstB --_] Notulen Rapat 5 Hari RanGngan Akhir Renstra

11. ilelaksanakan asistensi Bncangan akhir Renstra r Rancangan Akhir Renstra 1 Hari

12. Ferbaikan hasit asistensi EnGngan akhir RenstE Data yang sudah diverifikasi 1 Hari
Rancrngan Akhir Renstm

--l

--l

Hasil Verifikasi Renstra



13.
ileneliti dan remaraf. lika tidak setuju maka

dikembalikan dan diperbaiki r-
Ranangan Akhir Renstm 2 )am Dokuren Renstm

74. Uengesahkan Renstra -t Dokumen Renstra 1 Jam Dokuren Renstra

15. Fenetakan Dokumen RenstE Dokumen Renstra 1 Hari Renstm



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 89 /SOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 September 2023
Tanqqal Revisi
Tanqqal Efektif 01 Oktober 2023

Ke gawaian dan Pen embangan
ia Kabupaten rwa ka rta

*
NIP. 1 9 199503 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : ' I '
PENYUSUNAN REI{CANA KER'A

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan langka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi
Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan;

1. Mampu Mengoperasikan komputer
2. Memahami Dokumen RPIMD, RKPD dan Renstra
3. Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap L,aporan Kineda
4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Xeterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Renstra

2. SOP Pedanjian Kinerja

3. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

4, SOP Penyusunan LAKIP

1. Komputer/internevprinter
2, Dokumen Renstra
3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
4. Dokumen LAKIP
5. Dokumen RPJPD. RPJi4D dan RKPD

Peringatan :

Renstra harus dijabarkan per tahun.
Pencatatan dan Pendataan:
1. Dasimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (REN'A)

NOHOR 3 89 /SOP BKPSDI'|/2023

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Ket

feDala Badan Sekretaras Badan Bidang Kasubag PKP Anggota Peranekat
Daerah

PeEyaratan / xelengkapan Waktu Output

1.

l.lenerima dan mendisposisikan surat masuk dari

Bappelitbangda serta rembentuk om penyusunan

Renja

Sumt Masuk 1 Jam 5K Tim Penyusunan
Renja

2.
Menginstruksikan kasubag PKP untuk menyusun

Renia

SK Tim Penyusunan Renja 10 Menit Formt Pengum0ulan
Data

3.
Ilelaksanakan kmrdinasi dengan Bidang dalam

rangka menghimPun data

Fomat Pengumpulan Data 1 lam Data dan InforrEsi

4. Menerima dan mengolah data dari bidang
I Fbmat Pengumpulan Data 3 Hari Data

5. Menyusun mnGngan awal Renja
Data dan Infomasi 5 Hari Rancangan Awal Renia

6. asistensi rancangan awal Renja t- F.ancangan Awal Renja 3 Hari Lembar Verifikasi Renja

7 hasil asistensi rancanqan awal Renja
Data yang sudah diverifikasi 2 Hara Pembaharuan data

8. Menyusun ranGngan Renja
Data Entry Sistem lbrencanaan 1 Hari DEft Rancngan Renja

9.
Menghadiri Forum Pemngkat Daerah / Lintas

Perangkat Daerah

Surat Masuk 1 Hari Notulen Rapat

10. l,lenyusun rancangan akhir Renja -t Notulen Rapat 2 Hari Ranongan Akhir Renja

11. Nelaksanakan asistensi EnGngan akhir Renja r Rancangan Akhir Renja 1 Hari Hasil verifikasi Renja

12. rerbaikan hasil asistensi EnGngan akhir Renja
Data yang sudah diverifikasi 1 Hari

PanGngan Akhir Renia

13.
Meneliti dan remaraf. lika tidak setuju maka

dkembalikan dan diperbaiki

Rancangan Akhir Renia I Hari Dokumen Renja

14. Uengesahkan Renja
Dokurnen Renja 1 Hari Dokumen Rerda

15. Encetakan Dokumen Renja
Dokuren Renja 1 Hari Renja

--l
--l

T-
r-



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAI\ SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 90 /SOP BKPSDM/2023
Tanoqal Pembuatan 01 Seotember 2023
Tanqqal Revisi
Tanooal Efektif 01 Oktober 2023
Disahkan oleh Kepala an dan bangan

Su Kabu Purwakarta

199503 1 001

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional Prosedur i ' '-., --'-,; r.r;"'
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahl

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permenpan & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan;

2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu menyusun Perjanjian Kinerja;
4. Memiliki pemahaman SOTK Perangkat daerah

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 1. Renstra

2. Renja
3. Format Perjanjian Kinerja
4. SOTK
5. Komputer dan Scanner
6. ATK dan penyimDanan Arsio

Peringatan :

1. lika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan Perjanjian
Kinerja

2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

Pencatatan dan Pendataan:
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

,/\

f-J



SOP PE'{YUSUNAN PERJANJIAI{ ICilER.IA

NOMOR ! 90 /SOP 8(PSD!U2O23

I.lutu BakuPelaksana
Ket

OutputWaktuPersyaratan /
KelengkapanAnggota Bidang /

SekrctariatKasubag PKPSekretaris
BadanXepala Badan

KegiatanNo.

5 menit
Penugasan Lisan- Renstra

- Indikator
- Dokumen

Kinerja Individu
Anjab ABK1 Staff untuk menyusun Perjaniian Kinerja

t hari
Form Perjanjian

ran- Form

- DPA,/DPPA
- Indikator Kinerja Individu
- Dokumen Anjab ABK

Tolak

2.
format Pedanjian Kinerja dari masing -

Bidang dan Sekret riat serta

10 Menit
Perjanjian Kinerja
sudah ditanda

tangan

Form
yang- Form Perjanjian Kinerja

Ya3.
dan menandatangani form Perianjian

Pefraniian Kinerja
sudah ditanda

tangan

Form
rang3 lam- Form Perjanjian Kinerja

yang sudah ditanda tanqandan rnemeriksa form Perjanjian Kinerja
Masing Bidang dan Sekretariatmasinq -4.

- Draft laporan /
dokumen
Perjanjian Kinerja

t hari- Form Perjanjian Kinerja
yang sudah ditanda tangandraft laporan / dokumen Perjanjian Kinerja5.

Draft laporan /

yang sudah
Pedanjian

1 jamDraft laporan/dokumen
Perjanjian KinerjaTolak

6.
dan memvalidasi draft laPoran /

Perjanjian Kinerja

15 menit

Draft laporan /
- Draft laporan / dokumen

Perjanjian Kinerja Yang
sudah diparaf

Ya
7. laporan / dokumen Perjanjian Kinerja

15 menit
Laporan/dokumen
Perjanjian Kinerja

- Draft laporan/dokumen
Perjaniian Kineia Yang
sudah diparaf

Ya
8. laporan / dokumen Perjanjian

Laporan/dokumen
Pedanjian Kinerja2 jamPerja nj ian

Kinerja
kan dan tnenggandakan laporan / dokumen
I Kinerja10

Laporan/dokumen
Perjanjian Kinerja15 menitPerja njian

11. laporan / dokumen Perjanjian Kinerja

L-
L-

___l

__l

Tolakr-
___l

L-



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 91 /SOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 Seotember 2O23
Tanoqal Revisi
Tanooal Efektif 01 OktoberJ023
Disahkan oleh dan mbangan

ia Kabu Purwakarta

*
NI 199503 1 001

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional Prosedur ' "'i".- " '

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
( LPPD )

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun ZO07 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Kepala Dewan Penruakilan Rakyat dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi sefta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

1. Mampu Mengoperasikan komputer
2. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD

3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi
bahan laporan

4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Keterkaitan: Peralatan/ Perleng ka pan
1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. Komputer/internefl printer
2. Data dan Informasi IKK Urusan Kepegawaian

Peringatan :

Dokumen LPPD Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari penyusunan
perta ngg u n gjawa ba n ki nerja Pemerinta h Daera h

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

f.I



SOP PEI{YUSUNAN LPPD

NOIUIOR : 9l /SOP BKPsDll/zOz3
Mutu BakuPelaksana

Ket

OutputwaktuPerangkat
Daerah

Persyaratan / KelengkapanKasubag PKP AnggotaBidangBadanKepala Badan
KegiatanNo.

20 Menit Disposisi SuEt MasukSuEt Masukdan rendisposisikan surat masuk dari

Pemerintahan
1.

20 Menit Fomat PengumPUlan
Data

Disposisi Sumt Masuk

2. kasubaq PKP untuk menyusun

Data dan InformasaI HariFormat Pengumpulan Datakoordinasi dengan Bidang dalam

menghimPUn data

IKK Urusan Kepeqawaian2 HariData dan Infomasi
4. dan rEngolah data dari bidang

5 Hari DTaft LPPDBahan Penyusunan LPPD

l,tenyusun draft LPPD

1 Hari Hasil Verifikasi LPPDDraft LPPD

6. asistensi LPPD

2 Hari Pembaharuan dataData yang sudah diverifikasi
Ya

7. hasil asistensi LPPD

LPPD yang telah diParaf2 HariDEft LPPD

Tolak8.
dan merE6f' lika tidak setuju maka

dan diperbaiki

1 Hari Dokumen LPPD
LPPD yanq blah dipamf

LPPD9

1 Hari IKK dan data pendukungDokumen LPPDdokumn LPPD IKK urusan

ke Bagian Pemerintahan
10.



PEMERINTAII KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 92 lSOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 Seotember 2O23
Tanooal Revisi
Tanqoal Efektif O1 Oktober 2023
Disahkan oleh ian dan mbangan

Kabupate Purwakarta

*

* NIP. 1 199503 1 001

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional Prosedur

DAN KEUANGAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan

Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan;

2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4. Memahami alur bisnis keuangan;
5. Menguasai sistem keuangan daerah;

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:

1. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Data dan berkas SPI
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan :

1. lika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembuatan laporan
keuangan

2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

Pencatatan dan Pendataan:
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



SOP PENYUSUNAil LAPORAN REALISASI FISIK DAI{ XEUANGAN

ilOllOR : 92 I9,OP EKPSDB/2O23

No, Kegiatan

Pelaksana Uutu Baku
Ket

l(epala Badan S€kfelaris
Badan

Kasubag PKP Anggota Bidang /
Sekretariat

Per€yaratan /
Kelengkapan

Waktu Output

1.
Menerima Disposisi Kepala Badan atas Surat masuk
dari Sekretariat Daerah untuk menyusun Laporan
Fisik dan Keuangan --l - Surat Masuk

- Disposisi Kepala Eadan
5 menit

- Disposisi Kepala
Badan

7.

Menindaklanjuti Disposisi Kepala Badan atas Surat
masuk dari Sekretariat Daerah untuk menyusun
Laporan capaian realisasi Fisik dan Keuangan dengan
menyampaikanny6 kepada Staff Pelaporan

--l - Surat Masuk
- Disposisi Kepala Badan

15 Menit
- Nota Dinas
- Dokumen SPI

3.

Melaksanakan pengumpulan data dari Bidang dan
keuangan untuk bahan menyusun Laporan capaian
realisasi Fisik dan Keuangan dari masing- masing
kegiatan/sub keqiatan

- Data Realisasi Kegiatan /
sub kegiatan

1 lam
- Data pendukuno
Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan

4,
__l - Data pendukung

Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan

I hari
- Bahan Laporan
Realisasi Fisik dan
Keuangan

5.
data dari Bidang dan keuangan untuk

menyusun Laporan capaian realisasi Fisik dan
dara masing- masing kegiatan/sub kegiatan

- Bahan Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan

t hari
- Bahan taporan
Realisasi Fisik dan
Keuangan

6.
Melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuanqan

Ya

- Bahan l"aporan Realisasi
Fisik dan Keuangan

1 Hari
- Draft Laporan
Realisasi Fisik dan
Keuangan

7
Melaksanakan verifikasi dan validasi draft laporan
realisasi Fisik dan Keuangan

__J
Tolak

- Draft Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan

2 Jam

- Draft Laporan
Realisasi Fisik dan
Keuangan yang sudah
divalidasi Kasubag PKP

8.
Melaksanakan validasi draft laporan realisasi Fisik dan
Keuangan

Draft Laporan realisasi Fisik
dan Keuangan yang sudah
divalidasi oleh Kasubag PKP

1 lam

Draft Laporan realisasi
Fisik dan Keuangan
yang sudah divalidasi
oleh Kasubag PKP dan
sekretaris Badan

10.
Menandatangani draft laporan realisasi Fisik dan
Keuangan

___l
Draft Laporan realisasi Fisik
dan Keuangan yang sudah
divalidasi oleh Kasubag PKP
dan Sekretaris Badan

30 Menit
Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan

11
Melaksanakan pengarsipan dan penggandaan laporan
realisasi Fisik dan Keuangan

L- lporan Realisasi Fisik dan
<euangan

30 Minet

Arsip Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan
baik soft@py maupun
hardcopy

12. Mengirim Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
kepada Sekretariat Daerah

- Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan

- Surat Pengantar
1 Hari

- Tanda terima surat
pengantar

vlenerima data dali Bidang dan keuangan untuk
)ahan menyusun Laporan capaian realisasi Fisik dan
<euangan dari maSing- masing kegiatan/sub kegiatan

r-



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 93 /SOP BKPSDM/2023
Tanqqal Pembuatan 01 September 2023
Tanqqal Revisi A

Tanooal Efektif 01 Oktober 2023 \
Disahkan oleh

<

Kepala awaian dan bangan
Kabu Purwakarta

* IP. 196 99503 1 001

SEKRETARIAT
Nama Standar Operasional Prosedur t?AK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi
Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan;

1. Mampu Mengoperasikan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
3. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim
4. Teliti

Kebrkaitan: Peralatan/ Perleng kapan :

1. SOP Penyusunan RKA 1. Komputer/internet/printer
2. Lembaran kerl'a

Peringatan :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan program
dan kegiatan

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy



SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

NOMOR: 93 /SOP BKPSDM/2O23

NO KEGIATAN

PETAKSANA

Persyaratan/Kelengkapan l,/\bktu Output Ket.

KEPALA SEKRETARIS BIDANG
KASUBAG

PKP
Perangkat Daerah

1

Memberikan tugas
dan arahan terkait
penyusunan DPA PD

Pencetakan DPA 1 Hari Dokumen

2

Meoindaklanjuti tugas
dan arahan kepala
denqan menugaskan
kasubag PKP
menyusun DPA

Dokumen DPA 1 Hari
Dokumen

3
Menugaskan anggota
untuk melakukan Print
OUt DPA t- Dokumen DPA 1 Hari

Dokumen

4 Memaraf DPA r Dokumen DPA 1 Hari
Dokumen

Memaraf DPA r Dokumen DPA 1 Hari
Dokumen

6
Menyetujuidan
mendatanganiDPA

Dokumen DPA 1 Hari Dokumen

7
Melaksanakah
asistensiDPA

Dokumen DPA 3 Hari
Dokumen

8 Persetujuan TAPO t- Dokumen DPA 6 Hari
Dokumen

Mendokumentasikan
DPA

+
DPA '1 Hari

Anggota

I
I



BKPSDSOP
n

Ta
1 Oktober

ian danKepal

NIP. 1 199s03 1 001

Purwakarta
mbangan

*
,o

Disahkan oleh

PEMERINTAII KABUPATEN PURWAKAR'TA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANama Standar Operasional Prosedur :

PEN SPP DANSEKRETARIAT

Kualifikasi Pelaksana :
Dasar Hukum :

Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan wa

yang telah ditentukan;
2. Mampu mengoperasikan komPuter;
3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;

4. Menguasai Sistem Informasi Pemerintahan;

1 ktu sesuai dengan jadwal
1.
2.
3.

4.

7.

8.

peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;
peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan

Daerah;
peraturan Bupati purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

g Aparatur Sipil Negara;
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sumber Daya Manusia.
Peralatan/Keterkaitan:
1. Laporan Realisasi Keuangan
2. Data Capaian realisasi kegiatan/sub kegiatan
3. Komputer dan Scanner
4. ATK dan penyimPanan ArsiP

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN1

Pencatatan dan Pendataan:
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan eviluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

Peringatan :

1. lika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembuatan laporan

keuangan
Kekeliruan tupoksi pejabat yang benruenang untuk melegalisasi dokumen

Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
2
3

4 Harus dilakukan dengan tel akurat dan waktu



. SOP PENERBITAN SPP DAN SPiI

NOHOR : 94 ISOP BKPSDI'|/2O23

No. Kegiatan
Pelaksana liutu Baku

Ket
PA KPA PPK

Bendahara
Pengeluaran PPTK Persyaratan /

Kelengkapan Waktu Output

1.
Menyerahkan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana
beserta kelengkapan dokumen pencairan anggaran. t-

- SPD
- DPA / DPPA SKPD
- Nota Dinas
- Dokumen SPI

5 menit

. SPD
- DPA / DPPA SKPD
- Nota Dinas
- Dokumen SPI

z. l"'lelakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran

- Nota Dinas
- Dokumen SP-l
- Daftar Rincian Gaji /

Tunjangan

2 Jam
- Nota Dinas
- Dokumen SPJ

Untuk Pencairan Gaji &
funjangan, bendahara
memverifikasi Ledger
gaji & tunjangan yang
diterima dari BKAD

3.
Melakukan entry data sPP ( GU/TU/LS ) pada Sistem
Keuangan Daerah

- Nota Dinas
- Dokumen SPJ
- Sistem Keuangan Daerah

20 Menit Draft SPP

4.
lvlelaksanakan cetak SPP ( GU/rU/E ) dari Sistem
Keuangan Daerah

- Nota Dinas
- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan Daerah
- Draft SPP

5 Menit

- sPp
- Rincian Rencana

pengguna
- Rincian Belanja

dan Potonqan PFK

5. lvlelakukan Penandatanganan SPP ( GUfIU/LS )

- Nota Dinas
- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan Daerah
- Draft SPP

5 Menit

- SPP
- Rincian Rencana

peng9una
Rincian Belanja
dan Potongan PFK

6. Melakukan penandatanganan 5PP

- Nota Dinas
- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan Daerah
. SPP
- Rincian rencana Penqguna

1 Hari SPP

7
lvlelakukan pemeriksaan SPP yang telah
ditandatangani r __J

- Nota Dinas
- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan Daerah
- SPP
- Rincian rencana Pengguna

15 Menit - sPP

L l,lelakukan verifikasi dan menandatanqani lembar
pengesahan verifikasi SPP

Ditolak

- Nota Dinas
- Dokumen SPJ
- Sistem Keuangan Daerah
- SPP
- Rincian rencana Penoouna

1 lam Lembar pengesahan
verifikasi SPP

Iika belum lengkap,
Cikembalikan lagi pada
PPTK atau BPP -nya
untuk dilengkapi

10.
lvtelakukan Validasi (paraf ) pada SPP - Rincian
Rencana Pengguna r - Nota Dinas

- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan Daerah
- SPP
- Rincian rencana Penqouna

10 Menit
Lembar Rincian
Rencana Pengguna
yang sudah diparaf

11.
Melakukan verifikasi dan Validasi (paEf ) pada SPP -
Rincian Rencana Pengguna t-

- Nota Dinas
- Dokumen SPJ

- Sistem Keuangan Daerah
- SPP
- Rincian rencana Penqguna

2 Jam
Lembar Rincian
Rencana Pengguna
yang sudah diparaf

12. Melakukan penandatanganan pada SPP - Rincian
Rencana Pengguna

- Nota Dlnas
- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan Daerah
- SPP
- Rincian rencana Pengguna

I Hari

Lembar Rincian
Rencana Pengguna
yang sudah
ditandatangan

13. Mencatat SPP ke dalam register SPP

L- "Nota Dinas
.Dokumen sPl
. Sistem Keuanqan Daerah
.SPP
' Rincian rencana Pengguna
' Rincian Belanja dan
)otongan PFK

10 Menit

. SPP
- Rincian Rencana

peng9una
Rincian Eelanja
dan Potorgan PFK

__l

---l



No. Xegiatan
Pelaksna Mutu Baku

Ket

PA (PA PPX Bendahara
Pengeluaran BI(AD PeGyaratan / Xelengkapan Waktu Output

L4,
Melaksanakan entry data untuk pembuatan SPM

(GU/ru/LS) pada Sistem Keuangan DaeEh

- Nota Dinas
- Dokumen SPI
- Sistem Keuangan DaeEh
- SPP
- Rincian rencana Pengguna
- Rincian Belanja dan Potongan

PFK

20 Menit DEft SPM

r5.
Melakukan cetak SPM (Gufru/6) dari Sistem Keuangan

Daemh

Nob Dinas
Dokumen SPI
Slstem Keuangan DaeEh
SPP
Rlrchn renona Pengguna
Rimian Belanja dan Potongan PFK

5 Menit SPM

r6. Memverifikasi dan memvalidasi (paEf) SPM (GU/rU/LS)

- Nob Dims - Dokumen SPJ
- SPP
- Rincian rcnGna ftngguna
- Rincian Belania dan htongan PFK
- SPM
- SuEt Pemyataan Tangoung lawab

2 lam SPM

17 Memvalidasi (paraf ) SPM (GU/TUIIS)

[-
___l

- Nota Dinas - Dokumen SPJ
- SPP
- Rincian rcncana Fengguna
- Rincian Belanja dan Potongan PFK
- SPM
- Surat Pemyataan Tan99un9 lawab

2 lam SPM

18, Menyehrjui dan renandatangani SPM (GU/ru/LS) --_]
- Nob Dinas - Dokumen SPi
- SPP
- Rincian reMna Pengguna
- Rincian BelanJa dan Potoman PFN
- SPM
- SuEt krnyataan Tanggung Jawab

1 Hari SPM

19, Menctat SPM (GUffU/6) ke dalam register sPM

- trota Dims - Dokumen SPI
- SPP
- Rincbn rcnana hruguna
- Rincian Eelanja dan PotoiEan PFK
. SPM
- SuEt tumyataan Tanggung ]awab

10 Menit Register SPM

20. Menyampaikan SPM

- spP
- Rincian En@na kigguoa
- Rincian BelatrJa dan htongan PFX
- spM
- SuEt Femyatdfr Tanggung ,awab

1 Hari SP2D

t--

L-



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 95 /SOP BKPSDM/2023
Tanooal Pembuatan 01 Seotember 2023 I

Tanooal Revisi
Tanggal Efektif 01 Oktob_er*2023
Disahkan oleh ian dan

Ka Purwakarta

t
NIP. 199503 1 001

SEKRETARIAT
Na ma Standa r Operasional Prosedur' \-i{$t Affz'
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Bara[

Z. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismel

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27

Tahun 20t4 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Bupati Nomor 63.4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani.

1. Berstatus sebagai PNS di Kantor BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
2. Telah menandatangani Pakta Integritas.
3. Memahami peraturan yang terkait.

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 1. Formulir penentuan anggota Zona Integritas.

2. Ruangan rapat dan daftar hadir.
3. Komouten Printer, Scanner dan ATK.

Peringatan :

Apabila anggota Zona Integritas tidak diseleksi sesuai prosedur yang berlaku, maka akan
berdampak pada kinerja Kelompok Kerja Zona Integritas.

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan sebagai data elektronik.
2. Disimpan sebagai data manual.

,-

fJ



SOP PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NoMOR: 95 /soP BKPSDM/2o23

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Ket

Kepala Badan Sekretaris Badan Kasubag PKP
Pe6yaratan /
Kelengkapan

Waktu Output

1

Menginstruksikan rapat dan memimpin rapat

bentukan Tim Kerja Zona lntegritas yang diikuti

seluruh jajaran pejabat struktural eselon III dan

IV di lingkup BKPSDM Kab. Purwakarta

Surat Undangan Sumt Undangan

2

Peserta rapat memberikan saran dan masukan
-nama Tim Kerja Zona Integritas dan disetujui
Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta

Surat Undangan 2 )am Draft Personal
Tim

3

Mengakomodir nama-nama Tim Kerja Pembangunan

ona Integritas dan menyusun draft Surat

Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Draft Personal
fim 2 Hari

4
Mengesahkan Surat Keputusan Tim Kerja
Pembangunan Zona lntegritas

Draft SK Tim
Kerja

Pembangunan
Zona Iotegritas

15 Menit
SK lim Keaa
Pembangunan

Zona Integritas

l lam

l-
Drdft SK Tim

Kerja
Pembangunan

Zona Integritas



PEMERTNTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGA\ AIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBf,R DAYA MANUSIA

Nomor SOP 96 /SOP BKPSDM/2023
Tanqqal Pembuatan 01 SeDtember 2023
Tanqqal Revisi
Tanooal Efektif 01 Oktober 2023 t-
Disahkan oleh pegawaian dan embangan

usia Kabupa Pu rwaka rta

BKPS*
NIP. 19 0 9 199s03 1 001

,6 '(
SEKRETARIAT Nama Standar Operasional Prosedur

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAT{ NGGARA'{ TAHUN BERJALAN

Dasar Hukum ; Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 fahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan l(euangan Daerah;
4. Peratumn l,'lenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Neqara Reformasi Birokrasi Nomor

35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan

Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Penqembangan Sumber Daya Manusia.

1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan;

2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4. Menguasai Sistem Informasi Pemerintahan;

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan laporan Keuangan

2. SoP Pelaksanaan Anggaran Belanja Earang/asa

3. soP Pelaksanaan An8garan Belania Pegawai (Gaji, Lembur, Honor)

1. Komputer
2. Dokumen DPA/DPPA
3. SPM/SP2D
4. Dokumen SPJ

Peringatan :

1. lika SoP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran

2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

Pencatatan dan Pendataan:
1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan



SOP A'ALUASI PELAKSAI{AAN I(EGIATAN DAN ANGGARAN TAHUT BERJALAT

ilol.loR: 96 /SOP EKPSDH/2023

Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kepala Badan PPK Xasubag PKP Anggota Perayaratan /

Kelengkapan
Waktu Output

1
Mengumpulkan data/informasi meliputi Laporan
Realisasi Anggaran dan capaian realisasi kinerja

- LRA
- Laporan Realisasi Fisik dan

Keuangan
- Laporan Capaian Kinerja

30 Menit

Data/bahan
penyusunan laporan
evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran

z.
Mencermati dan mempelajari pelaksanaan kegiatan,
serta memeriksa kesesuaian data antara penyerapan
anggaran dan kegiatan

Data/bahan penyusunan
laporan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran

2 lam

Data/bahan
penyusunan laporan
evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran

3.
Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
an9garan

Yar Data/bahan penyusunan
laporan evaluasi pelaksanaan
keqiatan dan anqgaran

2 lam
- Draft laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran

4.
Menverifikasi dan memvalidasi laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran

YaI Tolak

- Draft laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan
, ngg a ran

15 Menit

- Draft laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran yang
[elah diparaf

5.
Menverifikasi dan memvalidasi laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran r ___l

Tolak

- Draft laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan
enggaran yang telah diparaf

15 Menit

- Draft laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
Can anggaran yang
[elah diparaf

6.
Menandatangani la poran evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran ---]

- Draft laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah diparaf

10 Menit
- Laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
Jan anggaran

7
Menginstruksikan Kasubag Perencanaan Keuangan
Pelaporan untuk mengadakan rapat evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran r - Laporan evaluasi

pelaksanaan
kegiatan dan anggaran

- Nota Dinas

30 Menit
- Nota Dinas

8.

Menerima dan membahas laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada semua
KPA Bidang dan Sekretariat pada saat rapat
dilaksanakan

--l - Laporan evaluasi
pelaksanaa n

kegiatan dan anggaran
2 Jam

- Notulen rapat

10.
Berdasarkan hasil rapat evaluasi, menyusun tindak
laniut perbaikan

- Laporan evaluasi
0elaksanaan

kegiatan dan anggaran
- Notulen rapat

15 Menit
- Laporan Tindak lanjut

11.
Melaksanakan pengarsipan laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran notulen/hasil
rapat

- Laporan evaluasi
Delaksanaan

keqiatan dan anqqaran
- Notulen rapat

15 Menit
- Arsip

No.

___l
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